(S )
v, ~
2 s
o>

UNIVERSITASINDONESIA

PERMASALAHAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN
DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN
APARTEMEN SETIABUDI RESIDENCES

TESIS

LINA RAHMASARI HARAHAP SH., MBA.
0906582740

FAKULTASHUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
06 JULI 2011

Permasalahan hukum..., Lina Rahmasari Harahap, FH Ul, 2011.



(S )
v, ~
2 s
o>

UNIVERSITASINDONESIA

PERMASALAHAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN
DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN
APARTEMEN SETIABUDI RESIDENCES

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

LINA RAHMASARI HARAHAP SH., MBA.
0906582740

FAKULTASHUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
06 JULI 2011

Permasalahan hukum..., Lina Rahmasari Harahap, FH Ul, 2011.



HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Thesisini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber

baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan

benar.
Nama : Lina Rahmasari Harahap SH., MBA.
NPM : 0906582740
Tanda Tangan : 'C{M
Tanggal : 06 Juli 2011

Permasalahan hukum..., Lina Rahmasari Harahap, FH Ul, 2011.



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Lina Rahmasari Harahap SH., MBA.

NPM : 0506582740

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Permasaishan Hukum Dalam Pembangunan dan
Pengelotaan Rumah Svsun Apartemen Setiabudi
Residences

Telah berhasil dipertahankan di hadapazn Dewan Penguji dan diterima
scbagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan pada program studi Kenotariatan Fakultas Hukpm,
Universitas Indongsia

DEWAN PENGUII

Pembimbing : Enny Koeswarni $H.. M.Kn.

Penpuji : Dr. Drs. Widodo Suryandono SH., MH. (

Penguji : Arikanti Natakusumah SH. fswaiivamimrmnnnneag)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal 6 Juli 2011

Permasalahan hukum..., Lina Rahmasari Harahap, FH Ul, 2011.



KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat
rahmat, karunia dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada

waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat

untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas

Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai

pihak mulai dari awal perkuliahan sampal dengan penyusunan tesis ini, sangatlah

sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa

syukur dan bangga saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

D

2)

®3)

(4)

(%)

(6)

Ibu Enny Koeswarni SH., M.Kn., selaku dosen pembimbing yang telah
menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan
mengarahkan saya dalam penyusunan tesisini;

Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono SH., MH., selaku ketua Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan
Pembimbing Akademis;

Mr. Masaaki Tajima dan management PT. Jakarta Setiabudi Internasional
Tbk., yang telah memberikan banyak dukungan, kesempatan dan membantu
saya untuk menyelesaikan pendidikan saya dan perolehan data yang saya
perlukan untuk penyelesaian tesisini;

Seluruh Dosen penggjar Magister Kenotariatan yang telah membimbing
saya dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, yang tidak dapat
disebutkan satu persatu;

Seluruh  Bapak/lbu staff Kesekretariatan Program  Studi  Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak
membantu saya selama masa perkuliahan dan penyusunan tesisini;
Almarhum ayahanda tercinta Drs. H. Milhan Suhaemy yang selalu menjadi
inspirasi buat kemagjuan saya, dan ibunda tercinta Hj. Fauziah Lumban
Tobing serta Hj. Rawita Djunas yang selalu memberikan dukungan, doa dan
semangat kepada saya;

Permasalahan hukum..., Lina Rahmasari Harahap, FH Ul, 2011.



(7)

(8)

9)

(10)

Suami sayatercinta Rinaldi Djunas BHM., dan anak-anak saya yang sangat
saya sayangi Nadira Augie, Sheila Georgina dan Daffa R. Geraldy yang
begitu sabar, penuh kasih dan selalu memberikan semangat kepada saya;
Kakak saya Dr. Rosna Liza S.P.O.G., dan adik-adik saya, Edward Syah dan
Zainal A. Suhaemy yang telah memberikan semangat, dan dukungan baik
material maupun moral;

Teman-teman saya di Magister Kenotariatan, khususnya angkatan 2009
yang sangat kompak, penuh persaudaraan dan kekeluargaan, serta telah
memberikan warna dan kenangan yang indah selama 2 tahun ini;
Sahabat-sahabat, rekan sgawat dan pihak-pihak yang tidak dapat saya
sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu saya dalam memberikan
informasi, data, pemikiran dan dukungan untuk menyelesaikan tesisini.

Akhir kata, saya berharap Allah Yang Maha Esa berkenan membalas segala

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat membawa

manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 06 Juli 2011

Penulis

Permasalahan hukum..., Lina Rahmasari Harahap, FH Ul, 2011.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGASAKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan
dibawah ini:

Nama : Lina Rahmasari Harahap SH., MBA.
NPM : 0906582740

Program Sudi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

JenisKarya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty
Free Right) atas karyailmiah saya yang berjudul :

Permasalahan Hukum Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun
Apartemen Setiabudi Residences

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/
formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan
memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan sebagal pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Padatanggal : 06 Juli 2011
Y ang mienyatakan

4
(Lina Rahmasari Harahap SH., MBA.)

Vi

Permasalahan hukum..., Lina Rahmasari Harahap, FH Ul, 2011.



ABSTRAK

Nama : LinaRahmasari Harahap SH., MBA.
Program Studi  : Magister Kenotariatan
Judul . Permasalahan Hukum Dalam Pembangunan dan Pengelolaan

Rumah Susun A partemen Setiabudi Residences

Tesis ini membahas permasalahan yang dihadapi pengembang dalam
pembangunan dan pengelolaan Apartemen Setiabudi Residences. Tujuan
penelitian guna mengetahui apakah pengembang telah mematuhi seluruh
ketentuan tentang rumah susun. Penulisan tesis ini menggunakan penelitian
kepustakaan berdasarkan sumber hukum primer, sekunder dan tertier.
Pembangunan apartemen telah memenuhi persyaratan perijinan yang ditentukan,
namun perubahan tampak dan layout lobby tidak sesuai dengan IMB. Jual beli
satuan rumah susun dilakukan, sebelum bangunan selesai berdasarkan pemesanan,
namun is surat pesanan belum sesuai dengan Kep. MENPERA
No0.1/KPTS/1994. Pengembang selaku perhimpunan penghuni sementara
melakukan pengelolaan dengan menunjuk badan pengelola profesional dan telah
membantu pembentukan perhimpunan penghuni yang defenitif.

Katakunci :

Masalah hukum pembangunan rumah susun, dan pengelolaan Apartemen
Setiabudi Residences

vii
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ABSTRACT

Nama . LinaRahmasari Harahap SH., MBA.
Study Program : Magister of Notary
Title : Legal Problems in the Construction and Management of

Apartment Setiabudi Residences

This thesis emphasize on the problems facing throughout the construction and
management of Apartment Setiabudi Residences. The purpose of this study is to
find out whether the developer aready fulfills al the requirements related to
constructions and management of a strata title building. This study using
documentary researched from primary, secondary and tertiary sources. The
construction process aready fulfill all the licenses required, however the changed
of lobby layout is violate the Building Permit. The marketing of the apartment had
been made before the constructions finished (pre project selling) through reserve
system, however contents of the booking form is not comply with the Ministry of
Housing Decree (Kep. MENPERA) No. 1U/KPTS/1994. As the interim Owner
Association, developer had managed the apartment through an appointed
professional building management and helped to established definitive owners
association.

Key words :
Legal Problems in the Construction of Apartment, and Management of Apartment
Setiabudi Residences
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia yang mempunyal
peranan yang sangat strategis sebagal tempat dimana watak dan kepribadian
bangsa terbentuk. Oleh karenanya perlu dibina dan dikembangkan demi
kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat agar
tercipta manusia Indonesia yang mandiri dan produktif. Untuk itu, rumah tidak
dapat dilihat semata-mata sebagai sarana kebutuhan hidup saja, akan tetapi lebih
dari itu karena merupakan proses bermukim seseorang dalam menciptakan ruang
kehidupan untuk masyarakat dan dirinya, dalam rangka menempatkan jati
dirinya’

Bagi bangsa Indonesia, rumah merupakan hak konstitusional dan
tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana setiap orang berhak hidup
sgjahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat. Rumah adalah suatu bangunan gedung yang berfungsi
sebagal tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan
harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya. Oleh karenanya
perencanaan dan perancangan rumah harus dilakukan untuk menciptakan rumah
yang layak huni yang mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah oleh
masyarakat dan pemerintah, dan bertujuan untuk menigkatkan tata bangunan dan
lingkungan yang terstruktur.?

Laju pertumbuhan penduduk yang begitu cepat mengakibatkan kebutuhan
akan perumahan dan pemukiman juga meningkat dan peningkatan tersebut tidak
sebanding dengan luasan lahan yang tersedia, khususnya di kota-kota besar.
Keterbatasan lahan yang tersedia untuk dijadikan daerah pemukiman di daerah
perkotaan mengakibatkan tingginya harga tanah. Untuk itu, sebagai alternatif
pemecahan masalah perumahan dan pemukiman maka pembangunan perumahan

di daerah padat atau perkotaan mulai mengarah pada pembangunan perumahan

! Arie S. Hutagalung, Kondominium dan Permasalahannya: edisi Revisi, cet 1 (Depok:
Badan Penerbit Fakultas Hukum Univ Indonesia, 2007) hal. 1.

? Indonesia, Undang-undang Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, UU No. 1
Tahun 2011, LN No. 7 Tahun 2011, TLN No. 5188, Pasal 1 ayat (7).

Universitas Indonesia

Permasalahan hukum..., Lina Rahmasari Harahap, FH Ul, 2011.



secara vertikal atau struktur bertingkat yang dikenal dengan istilah rumah susun,
kondominium ataupun apartemen. Dengan pembangunan rumah susun tersebut,
penggunaan tanah dapat ditekan sehingga akan menyediakan lahan terbuka yang
lebih luas di wilayah kota dan juga dapat digunakan untuk menata kembali atau
melakukan peremajakan daerah-daerah kumuh.

Pembangunan rumah susun berkaitan erat dengan strategi pembangunan
wilayah dan langka atau mahalnya harga tanah terutama di daerah perkotaan.
Untuk itulah pemerintah memandang perlu untuk mengambil langkah-langkah
kebijaksanaan untuk pembangunan rumah susun dengan pemilikan bersama yang
dibagi-bagi atas bagian-bagian dalam arah horisontal maupun vertikal yang dapat
dihuni dan dimiliki secara terpisah yang dibangun diatas tanah milik bersama.®

Landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan pembangunan rumah
susun di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah
Susun (selanjutnya disebut UURS). Undang-undang ini dilatarbelakangi oleh
suatu pemikiran bahwa pembangunan perumahan, khususnya rumah susun tidak
hanya meliputi pembangunan fisikk sgja, tetapi harus juga dilengkapi dengan
prasarana lingkungan dan fasilitas sosial untuk mencapai tingkat pemukiman yang
fungsional guna menunjang mutu kehidupan manusia.

Didalam Pasal 1 ayat 1 UURS disebutkan bahwa Rumah Susun adalah
struktur bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi
dalam bagian-bagian yang fungsional structurize horizontal dan vertikal dan
terdiri dari unit yang dapat dimiliki secara individual dan dapat digunakan secara
terpisah, terutama untuk tempat tinggal, yang dilengkapi dengan bagian bersama,
sifat berbagi, dan berbagi tanah.*

Kehadiran UURS memberikan jawaban atas permasalahan padatnya
penduduk serta terbatasnya lahan di daerah perkotaan khususnya di wilayah DKI
Jakarta. Maraknya pembangunan rumah susun atau apartemen saat ini tidak hanya
diperuntukkan bagi golongan masyarat kelas atas akan tetapi juga mengarah
kepada kelas menengah dan kelas bawah yang dilengkapi dengan sarana dan

® Cosmas Batubara, Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang
Tentang Rumah Susun, Varia Peradilan 3 (Desember 1985) hal. 190-191.

* Indonesia, Undang-undang Tentang Rumah Susun, UU No. 16 Tahun 1985, LN No. 75
Tahun 1985, TLN No. 3318 Pasal 1 ayat (1).

Universitas Indonesia
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prasarana pendukung guna menciptakan pemukiman yang lengkap dan
fungsional, yang didalamnya tetap menggunakan sistem pemilikan perorangan
yang terpisah pada unit-unitnya yang diikuti dengan pemilikan bersama atas
bagian-bagian dan benda-benda dari bangunan tersebut dan hak bersama atas
tanah yang menjadi alas hak didirikannya bangunan-bangunan tersebut yang
semuanya merupakan satu kesatuan yang secara fungsional tidak terpisahkan. Hal
ini lebih dikenal dengan istilah strata title, yaitu system kepemilikan pada objek
yang terletak pada strata-strata yang berbeda-beda.®

Dalam Penjelasan UURS dijelaskan bahwa hak kepemilikan atas satuan
rumah susun merupakan kelembagaan hukum baru, yang perlu diatur dalam
undang-undang, dengan memberikan jaminan kepastian hukum kepada
masyarakat Indonesia. Dengan undang-undang tersebut diciptakan dasar hukum
hak milik atas satuan rumah susun yang meliputi:
a. Hak pemilikan perseorangan atas satuan rumah susun yang digunakan secara

terpisah;

b. Hak bersama atas bagian-bagian dari bangunan rumah susun;
c. Hak bersama atas benda-benda;
d. Hak bersama atas tanah;
yang seluruhnya merupakan satu kesatuan hak yang secara fungsional tidak
terpisahkan.®

Pembangunan suatu rumah susun harus memenuhi berbagal persyaratan
teknis dan administratif sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 UURS jo. PP.No.4
Tahun 1988 tentang Rumah Susun.” Dibandingkan dengan pembangunan rumah
biasa (landed house), pembangunan rumah susun lebih detail karena memerlukan
persyaratan teknis dan administratif yang lebih berat sebab rumah susun di huni
oleh banyak orang, sehingga perlu dijamin keamanan, keselamatan dan

penghuniannya® Pengawasan, pelaksanaan dan pemenuhan persyaratan

® Ahmad Chairudin, “Beberapa Catatan Mengenai Pelaksanaan Sistem Strata Title Pada
Bangunan Gedung Bertingkat”, makalah disampaikan pada Program Khusus Pelatihan
Professional Property-Executive Short Course, Jakarta, 6 Juli 2007.

® Indonesia, op.cit, Penjelasan Umum.

" Indonesia, Peraturan Pemerintah Tantang Rumah Susun, PP No.4 tahun 1988, LN No. 75
tahun 1985, TLN No. 3372, Penjelasan Umum.

8 Arie S. Hutagalung, Condominium dan Permasalahannya: edisi Revisi, cet 1 (Depok:
Badan Penerbit Fakultas Hukum Univ Indonesia, 2007) hal. 33.

Universitas Indonesia
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administratif dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan perizinan

mulal dari awal pembangunan, selesal pembangunan sampai dengan pembentukan

perhimpunan penghuni.
Arah kebijakan pembangunan rumah susun di Indonesia harus didasarkan
pada 3 konsep penting yaitu:

1. Konsep tata letak dan pembangunan perkotaan dengan menggunakan lahan
secara efisien dan optimal sehingga menciptakan perumahan yang harmonis
dan seimbang dalam suatu lingkungan yang sehat;

2. Konsep pembangunan hukum, dengan menciptakan hak properti baru yang
nyata yang merupakan kepemilikan individual atas satuan rumah susun yang
didirikan diatas kepemilikan bersama dan tanah bersama Disamping itu,
lahirnya suatu asosiasi hukum baru yang dikenal dengan Perhimpunan
Penghuni yang mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
dan merupakan suatu badan hukum yang akan bertindak mewakili para
penghuni untuk hal-hal yang menyangkut masalah internal dan eksternal, dan
bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara ketertiban serta
kedamaian didalam kehidupan bersama di rumah susun.

3. Konsep pembangunan ekonomi dan kegiatan usaha yang tercipta dari
kegiatan pemberian kredit kepemilikan rumah susun dengan hak tanggungan
atau fidusia atas tanah dan bangunan yang masih dalam tahap pembangunan.

Kehadiran rumah tinggal vertikal ini kian marak di kota-kota besar di

Indonesia dan belakangan ini- memang menjanjikan banyak hal positif. Pada

umumnya rumah susun atau apartemen berada di tengah kota dan lokasinya

berdekatan dengan kantor, pusat perbelanjaan, sekolah, rumah sakit, taman
bermain dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan lokasi yang strategis bayak hal
positif yang akan diperoleh penghuni, misalnya terhindar dari masalah kemacetan
lalu lintas, menghemat waktu untuk mencapai lokasi pekerjaan atau sekolah,
hemat bahan bakar (BBM), dan lain-lain.

Bagi masyarakat Indonesia, tinggal di rumah susun atau apartemen
merupakan suatu budaya yang baru. Apa lagi setelah pemerintah mencanangkan

Program Pembangunan Seribu Tower Rusunami (rumah susun sederhana milik),

maka tinggal di rumah susun bukan lagi menjadi “milik” kalangan atas semata,

Universitas Indonesia
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tetapi bagi kalangan karyawan dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima
ratus ribu rupiah) per bulan sudah dapat tinggal di rumah susun atau apartemen.

Berkenaan dengan pembangunan rumah susun atau apartemen, banyak
orang yang hanya berpikiran pada masalah penyelesaian Sertipikat Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun (SHMRS). Mereka kadang lalai bahwa sistim strata
title merupakan suatu sistim yang harus memperhatikan berbagai aspek kegiatan,
mula dari awal berbentuk kegiatan perencanaan pembangunannya, dilanjutkan
dengan pra penjualannya, kemudian pelaksanaan pembangunan, pemberian
jaminan kepastian hukum atas kepemilikan rumah susun, pembentukan
perhimpunan penghuni dengan Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga serta
Tata Tertib Penghuni sebagal aturan main didalam kehidupan di rumah susun, dan
yang terakhir adal ah kegiatan pengelolaannya.

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman antara pengembang dan
pembeli dalam konsep strata title, sebaiknya dari awal telah disusun konsep
penjualan secara strata title yang mencakup segala aspek kegiatan yang harus
dilakukan. Dengan adanya konsep tersebut calon pembeli akan tahu terhadap
lingkungan yang akan dimasukinya nanti, tahu hak-haknya dan tahu akan
kewajiban-kewagjibannya. Mereka juga akan tahu apa yang merupakan fasilitas
yang berstatus milik bersama dan mana fasilitas yang bukan milik bersama,
sehingga jika ada perbedaan pendapat akan ada acuan untuk menyel esaikannya

Dalam setiap pembangunan rumah susun, tidak dapat di pungkiri akan ada
kepentingan-kepentingan pengembang terhadap bangunan gedung yang
dibangunnya yang akan tetap dipertahankan. Penyusunan konsep strata title harus
mencerminkan konsep yang merupakan aturan main dilingkungan rumah susun
dan bagaimana pengelolaan harus berjalan. Pertemuan awal dari kepentingan
pengembang dan kepentingan pembeli ini  dituangkan dalam Perjanjian
Pengikatan Jua Beli (PPJB). Disinilah diatur awa pokok-pokok kesepakatan
dalam sistim dtrata title, antara lain yang akan dihadapi nanti khususnya yang
berkaitan dengan pembangunan rumah susun atau apartemen, serah terima unit,
masal ah pengel olaan dan pembentukan perhimpunan penghuni.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli memuat hal-hal yang menyangkut hak dan
kewagjiban pengembang maupun pembeli. Banyak pengembang tidak memahami
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atau malah mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan
pembangunan rumah susun. Disamping itu, pembeli juga sering lupa bahwa ia
mempunyai hak suara secara proporsional untuk menentukan bagaimana gedung
akan dikelola. Pengembang dan Pembeli sebagal calon pemilik dan penghuni pada
pertemuan awa melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli harusnya sudah mulai
terikat kepada konsep kebersamaan yang akan mereka hadapi nanti. Terbentuknya
Perhimpunan Penghuni dan pengelolaan gedung merupakan bagian akhir dari
kegiatan penerapan sistim rumah susun. Sistim rumah susun dinyatakan telah
tuntas penerapannya jika Perhimpunan Penghuni yang dilengkapi dengan
perangkat aturan yang di kenal dengan Tatatertib Penghunian telah terbentuk dan
mampu mengoperasi kan pengel olaan gedung dengan baik.

Penulis adalah karyawan dari perusahan pengembang yang telah
membangun apartemen kelas menengah keatas di daerah Kuningan, Jakarta
Selatan, dan mempunyai pengalaman yang nyata dalam pelaksanaan
pembangunan apartemen “Setiabudi Residences’ dan terlibat langsung mulai dari
awa rencana pembangunan apartemen tersebut, sampai proses pembentukan
perhimpunan penghuni. Dalam penulisan tesis ini penulis akan mengungkapkan
pengalaman pribadi penulis bailk dari sisi permasalahan yang dihadapi oleh
pengembang, permasalahan yang sering dihadapi oleh pembeli serta kendala-
kendala dan permasalahan yang terjadi dalam proses pembentukan perhimpunan
penghuni.

Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis memilih topik untuk
diulas lebih dalam di dalam tesis ini yang diberi judul “Permasalahan Hukum
Daam Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun Apartemen Setiabudi
Residences’.

1.2 POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan apa yang telah penulis uraiakan di atas, maka pokok-pokok
permasal ahan yang akan dibahas dan dianalisa di dalam tesisini adalah:
1) Permasalahan hukum dalam Pembangunan Rumah Susun Apartemen
Setiabudi Residences.
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2) Permasalahan hukum dalam jual-beli Satuan Rumah Susun Apartemen
Setiabudi Residences

3) Permasaahan hukum dalam pengelolaan Rumah Susun Apartemen Setiabudi
Residences.

4) Kendala yang dihadapi dalam pembentukan Perhimpunan Penghuni
Apartemen Setiabudi Residences.

1.3METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis
normatif, dimana pembahasan dilakukan terbatas pada peraturan perundang-
undangan (tertulis) yang terkait dengan rumah susun. Penelitian ini akan diuraikan
secara deskriptif dengan menjelaskan, memaparkan, menggambarkan, dan
menganalisa pokok permasal ahan sebagaimana tersebut diatas.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan
pustaka berupa studi dokumen,? yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tertier.’® Sumber bahan pustaka hukum primer
diambil dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang
berkaitan dengan Rumah Susun. Sedangkan sumber bahan pustaka hukum
sekunder diperoleh dari buku-buku, makalah dalam seminar, artikel-artikel dari
majalah maupun internet, surat kabar, tesis dan peraturan perundang-undangan
yang terkait. Bahan pustaka hukum tertier diperoleh dari Kamus Bahasa
Indonesia.

Disamping hal-hal tersebut diatas, penulis juga menggunakan alat
pengumpulan data lain, berupa wawancara. Wawancara dilakukan secara
langsung dengan nara sumber dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang
lebih banyak tentang praktek pelaksanaan di lapangan dari pihak-pihak terkait
yaitu konsultan strata title, notaris yang terkait dalam pembuatan PPJB, konsultan
properti yang membantu pengembang dalam pengelolaan apartemen  dan

pembentukan perhimpunan penghuni serta Dinas Perumahan DK Jakarta. Penulis

° Sri Mamudiji, et. al., Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, cet 1 (Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hal. 28.

1% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008),
hal. 9.
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juga akan menguraikan berdasarkan pengalaman pribadi penulis selama bekerja di

perusahaan pengembang “A” dalam menangani permasalahan mulai dari awal

rencana pembangunan rumah susun, pelaksanaan pembangunan, serah terima unit,

pengelolaan rumah susun sampai pembentukan perhimpunan penghuni.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Daam penulisan tesis ini, penulis melakukannya dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN
Y ang terdiri dari:

a

b
C.
d

Latar Belakang Permasal ahan,

. Pokok Permasalahan,

Metode Pendlitian, dan

. Sistematika Penulisan.

BAB 2 PERMASALAH HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DAN
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN APARTEMEN SETIABUDI
RESIDENCES

a

Permasalahan yang dihadapi dan yang terjadi didalam
pelaksanaan pembangunan Rumah Susun Apartemen Setiabudi
Residences.

Permasalah hukum dalam transaksi jual-beli Rumah Susun
Apartemen Setiabudi Residences.

Kendala yang dihadapi oleh pengembang dalam pengelolaan
Rumah Susun Apartemen Setiabudi Residences.

Bagaimana pelaksanaan pembentukan Perhimpunan Penghuni

Apartemen Setiabudi Residences?

BAB 3 PENUTUP
Y ang berisi kesimpulan dan saran dari tesisini.
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BAB 2
PERMASALAH HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DAN
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN APARTEMEN - SETIABUDI
RESIDENCES

2.1 Pembahasan Umum Dan Ketentuan-K etentuan yang berkaitan dengan
Rumah Susun

2.1.1 Pengertian Dan Istilah Dalam Sistem Rumah Susun

Rumah Susun

Pasal 1 ayat 1 UURS menyebutkan bahwa:

Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam
suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan
secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan
merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan
digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi
dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Penjelasan Pasal 1 ayat 1 UURS selanjutnya menegaskan bahwa
pengertian hukum dari rumah susun adalah istilah yang diberikan bagi bangunan
gedung bertingkat yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal dan
vertikal yang terbagi dalam satuan-satuan yang masing-masing jelas batas-
batasnya, ukuran dan luasnya, yang dapat dimiliki dan dihuni secara terpisah, ada
bagian bersama dari bangunan tersebut, serta benda bersama dan tanah bersama
yang diatasnys didirikan rumah susun yang karena sifat dan fungsinya harus
digunakan dan dinikmati bersama dan tidak dapat dimiliki secara perorangan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

a. Tidak semua bangunan bertingkat dapat disebut rumah susun jika tidak
memenuhi kualifikas yuridis tersebut;

b. Obyek hak terdiri dari satuan unit rumah susun itu sendiri, benda bersama,
bagian bersama, dan tanah bersama, atau jika kita memisahkan hak

kepemilikan terdiri hak/pemilikan perorangan dan hak/pemilikan bersama.

Seiring berjalannya waktu, penggunaan istilah “rumah susun” telah
mengalami perkembangan sebagai berikut:
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a. Rumah Susun, yaitu bangunan gedung bertingkat yang senantiasa
mengandung sistem kepemilikan perseorangan dan hak bersama, yang
penggunaannya bersifat hunian atau bukan hunian.

b. Rumah Susun Sederhana Milik (*Rumah Susunami”), yaitu bangunan
bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan tempat hunian yang
memiliki wc dan dapur baik menyatu dengan unit maupun bersifat publik
dan diperoleh melaui kredit kepemilikan rumah dengan subsidi maupun
tanpa subsidi. Rumah susun ini diperuntukkan bagi masyarakat golongan
menengah bawah dengan pendapatan antara Rp. 2.500.000,- sampai
dengan Rp. 4.500.000,- perbulan dan mempunyai Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP).

¢. Rumah Susun Sederhana Sewa (“Rumah Susunawa’) adalah rumah susun
sederhana yang pada umumnya dibangun oleh pemerintah di lahan bekas
permukiman kumuh dan sekitar kawasan industri serta kampus yang
peruntukannya untuk disewa oleh masyarakat golongan menengah bawah
dan golongan bawah dengan penghasilan antara Rp. 1.200.000,- sampai
dengan Rp. 2.500.000,- per bulan.

Peruntukan rumah susun yang dimaksud oleh UURS tidak semata-mata
bagi hunian saja, akan tetapi juga untuk keperluan lain sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 24 UURS yang menyatakan:

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini  berlaku dengan
penyesuaian menurut kepentingannya terhadap rumah susun yang
dipergunakan untuk keperluan lain.

Selanjutnya Pasal 1 dan Pasal 7 PP Nomor 4 Tahun 1998 juga telah
memperkuat landasan hukum bagi peruntukan rumah susun, yaitu sebagai hunian,
bukan hunian dan campuran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pengertian rumah susun dalam
aspek hukum lebih menekankan kepada kepemilikan yang melekat pada konsep
hunian bertingkat. Artinya, atas satuan rumah susun perlu dilakukan pemisahan
kepemilikan agar masing-masing pembeli atau penghuni dapat memiliki satuan
rumah susun yang terpisah dengan orang lain, termasuk kepemilikan atas benda
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bersama, tanah bersama dan bagian bersama yang dimiliki secara proporsional

berdasarkan Nilai Perandingan Proporsionalnya.

Strata Title

Konsep dtrata title tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia yang
berasal dari hukum Belanda. Istilah strata title pertama kali diperkenalkan di
Austalia pada tahun 1967 melalui Undang-Undang yang dikenal dengan Strata
Title Act. Konsep hukum strata title dikenal di negara-negara yang menganut
sistem hukum Anglo Saxon (Inggris beserta negara-negara jgjahannya dan
Amerika) dan berakar pada jenis tenancy in common. Konsep strata title
memisahkan hak seseorang terhadap beberapa strata (tingkatan), yakni terhadap
hak atas permukaan tanah, atas bumi di bawah tanah, dan udara di atasnya (Munir
Fuady, Hukum Bisnis Buku ke-ll, 1999). Pada intinya konsep strata title
memungkinkan kepemilikan bersama secara horisontal di samping pemilikan
secara vertikal. Akan tetapi saat ini di Indonesia dikenal berbagai istilah untuk
menyebutkan rumah susun, yaitu apartemen, flat, strata title dan condominium.

Satuan Rumah Susun

Satuan rumah susun adalah bagian yang utama dari sistem rumah susun

yang tujuan utama peruntukannya digunakan secara terpisah sebagai tempat
hunian, dengan syarat harus mempunya sarana penghubung ke jalan umum,
sehingga pemilik satuan rumah susun bebas menggunakan unit miliknya tanpa
harus mengganggu atau melalui satuan rumah susun milik orang lain.

Satuan rumah susun merupakan dimensi volume ruang tertentu yang
mempunyai batas-batas yang jelas. Batas-batas satuan rumah susun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 PP Nomor 4 tahun 1988 tidak selalu dibatas oleh
dinding (imaginer), dalam ha dibatasi oleh dinding, batas-batasnya adalah
permukaan bagian dalam dari dinding pemisah, permukaan bagian bawah dari
langit-langit struktur, permukaan bagian atas dari lantai struktur.

Lebih lanjut Pasal 41 ayat (2) PP Nomor 4 tahun 1988 menyebutkan
bahwa “hak kepemilikan perseorangan atas satuan rumah susun adalah ruangan

dalam bentuk geometrik tiga dimens yang tidak harus selalu dibatasi oleh
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dinding”. Artinya pengembang diberi kebebasan atau peluang untuk menentukan
batas-batas dari satuan rumah susun dapat berupa dinding permanen atau tembok,
maupun dinding vertikal maya asalkan dinding stuktur dan langit-langit struktur
tidak menjadi pemilikan perseorangan. Segaa sesuatu yang berkaitan dengan
struktur harus menjadi bagian bersama karena jika menjadi milik perseorangan
akan ada ekses terhadap keamanan gedung secara keseluruhan. Dengan kata lain,
batas atas (atap) dan batas bawah (lantai) dari setiap bangunan rumah susun atau
apartemen harus jelas akan tetapi batas samping tidak harus dibatasi oleh dinding
namun harus diberi garis batas yang jelas yang ditarik secara vertikal dan tidak

dapat dihapus.

Tanah Bersama
Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak
kepemilikan bersama untuk pemakaian bersama secara tidak terpisah yang

diatasnya berdiri rumah susun dan fasilitas-fasilitasnya dan ditetapkan batas-
batasnya dalam persyaratan ijin bangunan.

UURS menetapkan bahwa rumah susun hanya dapat dibangun diatas tanah
yang dikuasa dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Paka atas Tanah
Negara atau Hak Pengelolaan.™* Status hak atas tanah tersebut diatas sangat
menentukan dapat tidaknya seseorang memiliki hak milik atas satuan rumah
susun.

Mengingat penyelenggara pembangunan (Pengembang) pada umumnya
adalah suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum, maka tanah bersama itu
akan bersertipikat induk Hak Guna Bangunan yang nantinya Hak Guna Bangunan
tersebut tidak dipecah tetapi akan diberi keterangan bahwa Hak Guna Bangunan
tersebut telah melahirkan beberapa sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun
(HMSRS).

Berdasarkan ketentuan Pasa 39 UUPA tentang Hak Guna Bangunan,
disebutkan bahwa Hak Guna Bangunan untuk tanah bersama bisa diatas tanah
Negara dan diatas Hak Milik, sehingga analog dengan ketentuan tentang
kewagjiban menyelesaikan Hak Guna Bangunan yang diberikan diatas Hak

" Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988, tentang Rumah Susun, Pasal 7.
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Pengelolaan, maka ada kewagjiban menyelesaikan lebih dahulu Hak Guna
Bangunan yang diberikan diatas tanah Negara, tetapi untuk Hak Paka sudah

ditentukan hanya Hak Pakai diatas Tanah Negara.

Bagian Bersama

Yaitu bagian dari rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk
pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan rumah susun.
Bagian bersamaini dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu:
i. yang merupakan struktur bangunan pada rumah susun seperti pondas,
kolom, sloop, balok, koridor selasar, atap, lobby, dinding struktur, shaft,
jalan masuk dan keluar, ruang untuk umum, serta pintu dan tangga darurat;

ii.  yang bukan merupakan struktur bangunan pada rumah susun, seperti lift
penumpang, lift barang, alat pencegah kebakaran, lampu penerangan
lingkungan, perlengkapan elektrikal, perlengkapan komunikasi dan
keamanan, sistem instalasi jaringan listrik, plumbing, cctv, tata suara, tata
udara, pipa-pipasauran air bersih dan kotor, dlil.

Benda Bersama

Benda Bersama adalah benda yang tidak merupakan bagian bersama dari
rumah susun tetapi terletak diatas tanah bersama yang dimiliki dan dinikmati
bersama secara tidak terpisah dari satuan rumah susunnya, misalnya: pagar
lingkungan, taman dan tanaman, pos keamanan, pelataran parkir, tempat
pembuangan sampah, tempat ibadah, tempat bermain, fasilitas olah raga dan
rekreas, saluran pembuangan air hujan, sumur resapan, ramp, kolam renang dan
lain-lain yang sifatnya terpisah dari struktur bangunan rumah susun.

Benda bersama harus mempunyai dimensi, lokasi, kualitas, kapasitas yang
memenuhi persyaratan dan diatur serta dikoordinasikan untuk dapat memberikan
keserasian lingkungan guna menjamin keamananan dan kenikmatan para
penghuni maupun pihak-pihak lain, dengan memperhatikan keselarasan,
keseimbangan dan keterpaduan.*

12| bid, Pasal 21.
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Pertelaan

Pertedlaan adalah penjelasan dalam bentuk uraian dan gambaran yang
menjelaskan batas masing-masing satuan rumah susun, baik batas vertikal
maupun horizontal, bagian bersama, benda bersama, tanah bersama serta uraian
Nilai Perbandingan Proporsional (“NPP’) masing-masing satuan rumah susun
dengan penyesuaian seperlunya sesuai kenyataan yang dilakukan dengan
pembuatan akta pemisahan.

Dengan demikian, pertelaan berisi tentang rincian mengenai batas-batas
yang jelas dari setiap unit satuan rumah susun, yang merupakan bagian tertentu
dari suatu gedung, termasuk bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama
beserta uraian NPP yang dibuat dan disusun sesua dengan ketentuan dalam
peraturan rumah susun. Pertelaan yang dibuat oleh Pengembang atau konsultan
yang ditunjuk oleh Pengembang menjadi dasar perhitungan NPP dan merupakan
salah satu syarat untuk pengesahan akta pemisahan rumah susun berdasarkan
Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1989
tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian serta Pendaftaran Akta Pemisahan
Rumah Susun.™

Pertelaan harus disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat |1 (Pemda Tk.
I1), khusus Daerah Khusus |bukota Jakarta (DK Jakarta) disahkan oleh Gubernur
melalui Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta.

Pertelaan ini sangat penting, karena merupakan titik awa dimulainya
proses pembuatan HMSRS. Dari pertelaan inilah nantinya akan lahir satuan-
satuan rumah susun yang terpisah secara hukum yang dituangkan dalam akta
pemisahan.

Akta Pemisahan

Pemisahan rumah susun atas satuan rumah susun (per unit) dilakukan
dengan Akta Pemisahan yang bentuk dan isinya sebagaimana ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2, tahun 1989 tentang
Bentuk dan Tata Cara Pengisian serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun.

B lva, Ari. “Aspek Hukum Suatu Pertddaan Rumah Susun”. http://
www.penasehathukum.com. diunduh 13 Mei 2011.
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Akta Pemisahan ini selanjutnya harus disahkan oleh Pemerintah Daerah
Tingkat 11, dan khusus untuk wilayah DKI Jakarta disahkan oleh Gubernur.
Setelah disahkan, guna memenuhi syarat publisitas, akta tersebut wagjib
didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat sebagal dasar bagi penerbitan
sertifikat HM SRS dengan melampirkan:

a. Sertipikat hak atas tanah bersama;
b. ljinlayak huni (ILH);
c. ljin mendirikan bangunan (IMB)
d. Warkah-warkah lainnya.
Tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh pengembang adalah
mengajukan penerbitan sertifikat HMSRS atas nama pengembang yang
dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Nilai Perbandingan Proporsional

Nilai Perbandingan Proporsiona adalah angka yang menunjukkan
besarnya hak dan kewajiban dari pemegang Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
terhadap hak-hak bersamanya. Besarannya dihitung berdasarkan luas dan nilai
satuan rumah susun terhadap jumlah luas bangunan atau nilai rumah susun secara
keseluruhan pada waktu pengembang pertama sekali memperhitungkan biaya
pembangunan secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya. NPP juga
mencerminkan adanya kewajiban pemilik untuk atas biaya pemeliharaan dan
perbaikan bersama yang akan dibebankan kepada pemilik atas tanah bersama,
benda bersama dan bagian bersama, contohnya biaya bulanan perawatan atau
maintenance fee atau biaya renovas yang biasanya terjadi beberapa tahun sekali
atau perpanjangan hak atas tanah-bersama. Sebaliknya NPP juga digunakan jika
diperoleh aliran dana masuk. Kasus yang ekstrim jika bangunan yang ada sudah
tidak layak digunakan dan seluruh pemilik sepakat untuk menjual keseluruhan
asset di areal rumah susun tersebut. Masing-masing pemegang hak milik atas
satuan rumah susun akan memperoleh bagian sebesar proporsi yang disebutkan

dalam NPP dari jumlah keseluruhan uang yang diterimadari hasil penjualan.

Dasar perhitungan NPP: | NPP =Luas Satuan Rumah Susun  x 100%
Total Luas Rumah Susun
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ljin L ayak Huni
Izin Layak Huni adalah ijin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada

orang atau badan usaha yang membangun rumah susun, kondominium atau

bangunan bertingkat rendah, sedang dan tinggi yang diperuntukkan bagi tempat
hunian atau kegiatan usaha.
ljin Layak Huni diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setelah diadakan
pemeriksaan terhadap rumah susun yang telah selesai dibangun berdasarkan
persyaratan dan ketentuan perijinan yang telah diterbitkan. Dengan kata lain, 1jin
Layak Huni tersebut baru dapat diterbitkan apabila pembangunan rumah susun
telah selesai dibangun dan pembangunannya telah sesuai dengan ketentuan dan
persyaratan sebagaimana ditentukan dalam |jin Mendirikan Bangunan yang telah
diterbitkan.
Permohonan ljin Layak Huni disampaikan kepada Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:
a.  Fotocopi ljin Mendirikan Bangunan (IMB) yang di legalisasi;
b. Rekomendas dari Dinas Pemadam Kebakaran,
Rekomendasi dari Perusahaan Listrik Negara (PLN);
Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;

Fotocopi ljin Gangguan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang

® o ©

dilegalisasi;
f. Rekomendasi dari Dinas Tenaga K erjadan Mobilitas Penduduk.**
l[jin Layak Huni merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh
Pengembang untuk penerbitan setifikat HMSRS atas rumah susun yang
bersangkutan.

Per himpunan Penghuni

Didaam rumah susun terdapat pemilikan perorangan dan pemilikan
bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama sesuai dengan
nilai perbandingan dan proporsionalnya. Oleh karena itu, Undang-Undang

mewajibkan para penghuni rumah susun untuk membentuk Perhimpunan

¥ Indonesia, Undang-undang Tentang Rumah Susun, UU No. 16 Tahun 1985, LN No. 75
Tahun 1985, TLN No. 3318, Pasal 4 ayat (2).
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Penghuni yang berkedudukan sebagai badan hukum dan bertanggung jawab untuk
mengurus kepentingan bersama para pemilik dan penghuni  rumah susun.

Pembentukan Perhimpunan Penghuni dilakukan dengan pembuatan akta
notaris mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan
Penghuni yang telah disahkan dalam Rapat Umum Perhimpunan Penghuni. Akta
tersebut kemudian dimintakan pengesahannya kepada Bupati/Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat 11, untuk DK Jakarta oleh Gubernur.

Anggota pengurus Perhimpunan Penghuni dipilih berdasarkan asas
kekeluargaan oleh dan dari anggota Perhimpunan Penghuni melalui rapat umum
Perhimpunan Penghuni yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut. Pengurus
Perhimpunan Penghuni dipilih berdasarkan asas kekeluargaan oleh dan dari
anggota Perhimpunan Penghuni, yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang
Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara, dan seorang Pengawas
Pengelolaan (Pasal 57 PP No. 4 Tahun 1988).

Tugas pokok Perhimpunan Penghuni:

a. Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang
disusun oleh pengurus dalam rapat umum Perhimpunan Penghuni;

b. Membina para penghuni ke arah kesadaran hidup bersama yang serasi,
selaras dan seimbang dalam rumah susun dan lingkungannya;

c. Mengawas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

d. Menyelenggarakan tugas-tugas administratif penghunian;

e. Menunjuk atau membentuk dan mengawasi badan pengelola dalam
pengel olaan rumah susun dan lingkungannya;

f. Menyelenggarakan pembukuan dan administratif keuangan secara terpisah
sebagal kekayaan Perhimpunan Penghuni;

g. Menetapkan sanks terhadap pelanggaran yang telah ditetapkan dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.®

% Indonesia, op. cit., Pasal 59.
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2.1.2 Pembangunan Rumah Susun
Arah kebijaksanaan pembangunan rumah susun di Indonesia sebagaimana
tercantum dalam UURS terdiri dari 3 (tiga) unsur pokok, yaitu:

1. Konsep tata ruang dan pembangunan perkotaan, dengan mendayagunakan
tanah secara optimal dan mewujudkan pemukiman dengan kepadatan
penduduk;

2. Konsep pembangunan hukum, dengan menciptakan hak kebendaan baru yaitu
satuan rumah susun yang dapat dimiliki secara perseorangan dengan
pemilikan bersama atas benda, bagian dan tanah dan menciptakan badan
hukum baru yaitu Perhimpunan Penghuni, yang dengan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangganya dapat bertindak ke luar dan ke dalam atas nama
pemilik satuan rumah susun, berwenang mewujudkan ketertiban dan
ketenteraman dalam kehidupan rumah susun;

3. Konsep pembangunan ekonomi dan kegiatan usaha, dengan dimungkinkannya
kredit konstruksi dengan pembebanan hipotik atau fidusia atas tanah beserta
gedung yang masih akan dibangun;

Berdasarkan arah kebijaksanaan tersebut, maka tujuan pembanguan rumah
susun adalah:*°

1. pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat;

mewujudkan pemukiman yang serasi, selaras dan seimbang;

meremajakan daerah-daerah kumuh;

mengoptimalkan sumber daya tanah perkotaan;

a b w N

mendorong pemukiman yang berkepadatan penduduk;

UURS menegaskan bahwa pembangunan rumah susun berlandaskan pada
asas kesgahteraan umum, keadilan dan pemerataan, serta keserasian dan
keseimbangan dalam perikehidupan. Asas kesgahteraan umum menekankan
bahwa pembangunan rumah susun harus bertujuan untuk mewujudkan
kesegjahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pemenuhan
kebutuhan akan perumahan sebagai kebutuhan dasar bagi setiap warga Negara

Indonesia dan keluarganya. Asas keadilan dan pemerataan memberikan landasan

1% Arie S. Hutagalung, Kondominium dan Permasalahannya: edis Revisi, cet 1 (Depok:
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002) hal. 21-22.
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agar pembangunan rumah susun dapat dinikmati secara merata, dan tiap-tiap
warga negara dapat menikmati hasil-hasil pembangunan perumahan yang layak.
Asas keserasian dan keseimbangan dalam perikehidupan mewagjibkan adanya
keserasian dalam keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dalam
pemanfaatan rumah susun, untuk mencegah timbulnya kesenjangan-kesenjangan
sosial.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan
rumah susun tersebut, Pemerintah lebih lanjut menyusun Kebijakan dan Rencana
Strategis Pembangunan Rumah Susun Di Kawasan Perkotaan Tahun 2007-2011
yang ditetapkan melalui Kementerian Perumahan Rakyat dengan tujuan untuk
memberikan arah kebijakan, strategis dan pelaksanaan pembangunan rumah susun
di kawasan perkotaan, guna menciptakan keterpaduan dan keselarasan gerak para
pihak yang terlibat dalam pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan, serta
berperan sebagal indikator Kkinerja pembangunan rumah susun di kawasan
perkotaan.

Herman Hermit (2009) dalam bukunya “Komentar Atas Undang-Undang
Rumah Susun” menyatakan bahwa misi dan kebijakan pembangunan Rumah
Ssusun di kawasan perkotaan tahun 2007-20011 adalah sebagai berikut:*®
a. Menciptakan iklim yang kondusif bagi percepatan pembangunan rumah susun

dengan arah kebijakan:
i. Menyelenggarakan tata pemerintahan dan tata kelola perusahaan yang
baik;
Ii. Mendorong percepatan pembangunan rumah susun di  kawasan
perkotaan;
b. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya dan kapasitas pelaku
pembangunan dengan arah kebijakan:
I. Mendorong peran serta dan kapasitas pemerintah daerah, badan
usaha/masyarakat;
ii. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya;

¥ Indonesia, Undang-undang Tentang Rumah Susun, UU No. 16 Tahun 1985, LN No. 75
Tahun 1985, TLN No. 3318, Pasal 2 dan Penjelasannya.

8 Herman Hermit, Komentar Atas Undang-Undang Rumah Susun, cet 1 (Bandung,
November 2009), hal. 43.
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iii. Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan rumah susun;
Cc. Mempercepat pembangunan rumah susun dan meningkatkan kwalitas
kawasan perkotaan, dengan arah kebijakan:
i. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan menengah bawah;
ii. Meningkatkan kwalitas prasarana, sarana dan utilitas perkotaan;

Sedangkan Tujuan Pembangunan Rumah Susun tahun 2007-2011 adalah
untuk pemenuhan kebutuhan rumah susun yang layak huni dan terjangkau bagi
masyarakat yang berpenghasilan menengah-bawah di kawasan perkotaan dengan
penduduk diatas satu setengah juta jiwa, sehingga berdampak pada:

a. Peningkatan effisiensi penggunaan tanah, ruang dan daya tampung kota;

b. Peningkatan kwalitas hidup masyarakat berpenghasilan menengah-bawah dan
pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh perkotaan;
Peningkatan efisiens prasarana, sarana dan utilitas perkotaan,

d. Peningkatan produktifitas masyarakat dan daya saing kota;

e. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi  masyarakat
berpenghasilan menengah-bawah;

f. Peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Pada dasarnya kebijakan percepatan pembangunan rumah susun di
kawasan perkotaan ini dilatar belakangi oleh ketersediaan tanah yang sangat
terbatas sehingga mengakibatkan semakin langka dan mahalnya harga tanah
perkotaan. Hal ini menyebabkan pembangunan perumahan baru yang layak huni
bagi masyarakat berpenghasilan rendah cenderung berada di daerah pinggiran
kota yang jauh dari tempat kerja mereka, sehingga memunculkan dampak lain
yaitu tumbuhnya permukiman ilegal dan kumuh di wilayah pusat perkotaan,
permasalahan kemacetan lalu lintas, lamanya waktu tempuh dari dan menuju
lokasi kerja mengakibatkan penurunan produktifitas kerja, serta penurunan
kondisi sosia dan kualitas lingkungan. Oleh karena itu untuk memanfaatkan
keterbatasan lahan perkotaan, maka untuk memenuhi kebutuhan perumahan
masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah pemerintah merencanakan

pembangunan rumah susun sederhana di pusat-pusat kota, dengan intensitas
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bangunan tinggi sehingga diharapkan dapat mendorong pemanfaatan lahan dan
penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang efektif dan efisien.™

Pembangunan rumah susun di DKI Jakarta mendapat dukungan positif
dari pemerintah setempat karena Pemprov DKI Jakarta belum mampu
menyediakan perumahan bagi warganya. Adapun perumahan bagi warga Jakarta
yang tersedia saat ini sekitar 3.000 (tiga ribu) hingga 10.000 (sepuluh ribu) unit
per tahun. Padahal, melihat jumlah penduduk DKI yang mencapa 9,6 (sembilan
koma enam) juta jiwa, kebutuhan perumahan bisa mencapal ratusan ribu unit per
tahun.

Pengembangan rumah susun menempati peran strategis dalam merespon
kebutuhan perumahan dan permukiman di DKI Jakarta yang mempunyai beban
tekanan internal dan eksternal yang kuat. Pada saat ini dan masa yang akan datang
mengingat keterbatasan lahan dan tuntutan mobilitas penduduk DK Jakarta yang
semakin dinamis maka pengembangan rumah susun berlantai banyak diperlukan

dalam menjaga keseimbangan kebutuhan perumahan dan permukiman.

Tanah Untuk Pembangunan Rumah Susun

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UURS, rumah susun hanya dapat dibangun
diatas tanah hak milik, hak guna bangunan, hak paka atas tanah negara atau hak
pengelolaan sesual dengan sesual dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Y ang dimaksud dengan hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan hak
pengel olaan adalah:

a Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 yaitu
semua hak atas tanah mumpunya fungs sosial (Pasal 20 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960). Hak milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh”
yang dapat dipunyal orang atas tanah.

9 Palupi Sri Nariswari, “Evaluasi Kebijakan dan Rencana Strategis Pembangunan Rumah
Susun Di Kawasan Perkotaan Tahun 2007-2011". http://urplan.wordpress.
com/2010/06/05/eval uasi -kebijakan-dan-rencana-strategi s-pembangunan-rumah-susun-di-
kawasan-perkotaan-tahun-2007-2011. Diunduh 5 Juni, 2010.
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Subjek Hak Milik hanyalah warga negara Indonesia tunggal dan
badan-badan hukum yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 38
Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat
Mempunyai Hak Milik Atas Tanah seperti Bank Pemerintah, Koperas
Pertanian, badan-badan keagamaan dan badan-badan Sosial.

Dengan demikian rumah susun (hunian maupun non hunian) dan
satuan rumah susun yang melekat diatas tanah bersama berupa Hak Milik
tidak dapat memiliki oleh perusahaan kecuali oleh badan-badan hukum
sebagaimana dimaksud dalam dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun
1963 tersebut.

Perbedaan konsep hak milik pada rumah biasa (landed house) dengan
strata title yaitu apabila seseorang membeli rumah biasa, kepemilikannya
sangat kuat dan bersifat selamanya dan kepemilikannya meliputi bangunan
diatas tanah, tanah di halaman rumahnya, tanah yang berada dibawahnya serta
segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut. Sedangkan apabila seseorang
membeli apartemen/rumah susun maka sertipikat hak miliknya bukan
sertipikat Hak Milik seperti rumah biasa namun konsep kepemilikannya
bersifat strata title. Kepemilikan strata title atas apartemen/rumah susun
hanya atas bangunan unit apartemen/satuan rumah susun tersebut sgja dan
tidak termasuk atas seluruh bangunan apartemen/rumah susun yang berada
diluar unit yang dibeli, tidak termasuk tanah di dalam lingkungan
apartemen/rumah susun dan apa yang ada dibawahnya serta apa yang ada
diatasnya. Dengan demikian, apabila seseorang membeli satu unit
apartemen/satuan rumah susun maka kepemilikan hak milik pembeli tersebut
hanya atas unit apartemen/satuan rumah susun yang dibelinya sgja dan tidak
termasuk keseluruhan bangunan apartemen/rumah susun dan tanah di
lingkungan halaman apartemen/rumah susun.

. Hak Guna Bagunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling
lama 30 tahun, dan atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat

keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya jangka waktu tersebut dapat
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diperpanjang lagi paling lama 20 tahun (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960).

Subjek Hak Guna Bangunan adalah warga negara Indonesia dan Badan
Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pokok Agraria yang
mengatur tentang Hak Guna Bangunan, dijelaskan bahwa Hak Guna
Bangunan untuk tanah bersama bisa diatas tanah Negara maupun diatas Hak
Milik, dengan demikian untuk Hak Guna Bangunan yang diberikan diatas
tanah Negara wajib diselesaikan terlebih dahulu.

. Hak Pakal adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari
tanah yang dikuasal langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang
memberi wewenang dan kewgiban yang ditentukan dalam keputusan
pemberiannya oleh peabat yang berwenang memberikannya atau dalam
perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa
atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan
dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA.

Subjek Hak pakal adalah warga negara Indonesia, orang asing yang
berkedudukan di Indonesia, Badan Hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, serta Badan Hukum Asing yang
mempunyai perwakilan di Indonesia (Pasa 42 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960).

Jangka waktu Hak Pakai adalah 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat
diperbaharui atau selama tanahnya masih dipergunakan untuk keperluan yang
tertentu.

Rumah susun yang dibangun di atas Hak Pakai telah ditentukan bahwa
Hak Pakal tersebut harus diatas Tanah Negara. Rumah susun yang didirikan
diatas tanah Hak Pakai atas Tanah Negara memberikan kemungkinan bagi
Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia untuk dapat memiliki

rumah susun.
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d. Hak Pengelolaan tidak ada diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria
Tahun 1960, akan tetapi diatur dalam Peraturan Menteri Agraria nomor 9
Tahun 1965 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 1977.

Hak Pengelolaan bukan merupakan hak atas tanah akan tetapi suatu
hak menguasai dari Negara yang memberikan wewenang kepada pemegang
haknya untuk:

I. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;

ii. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;

iii. menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga
menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak
tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu
dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah
kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat
yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berl aku.

Subjek Hak Pengelolaan adalah Badan Hukum yang didirikan menurut
ketentuan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang seluruh
modalnya dimiliki olen Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, dan
juga lembaga dan instans Pemerintah. Hak Pengelolaan diberikan kepada
lembaga tersebut untuk mengontrol zoning dan land use tanah, agar sesuai
dengan perencanaan tata ruangnya.?’

Untuk melindungi kepentingan para pembeli satuan rumah susun,
Pasal 38 ayat (2) PP Nomor 4 Tahun 1988 menegaskan bahwa apabila rumah
susun akan dibangun di atas tanah dengan status Hak Pengel olaan maka pihak
penyelenggara pembangunan (Pengembang) wajib terlebih  dahulu
menyelesaikan status Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan
tersebut.

Pengertian hak menguasal dari negara adalah kewenangan Negara
untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan tanah, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan

hukum antara orang (badan hukum) dengan tanah. Dengan dilimpahkannya

% Erwin Kallo, Perspektif Hukum Dalam Dunia Properti, cet 2 (Jakarta, Juli 2009), hal. 23.
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sebagian kewenangan tersebut maka pemegang Hak Pengelolaan dapat
memberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai kepada pihak ketiga
dengan suatu perjanjian tertulis.

Oleh karena itu, penyelenggara pembangunan harus mengetahui tata
cara pemberian serta pengaturan lain terkait dengan Hak Guna Bangunan dan
Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan, yang diatur di dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 (PP Nomor 40 Tahun 1996) dan Peraturan
Menteri Negara AgrarialKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun
1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“ Permenag Nomor 9 Tahun 1999”).

Merujuk pada Pasal 19 PP Nomor 40 Tahun 1996, yang berhak
menjadi pemegang Hak Guna Bangunan adalah: Warga Negara Indonesia dan
badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia. Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan diberikan
melalui keputusan pemberian hak oleh Menteri yang bertanggung jawab di
bidang agraria/lpertanahan atau pgabat yang ditunjuk, berdasarkan usul
pemegang Hak Pengelolaan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Permenag Nomor 9
Tahun 1999, diatur bahwa permohonan hak atas tanah di atas tanah Hak
Pengelolaan, dalam ha ini adalah Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak
Pengelolaan, pemohon Hak Guna Bangunan terlebih dahulu memperoleh
penunjukkan berupa perjanjian penggunaan tanah dari pemegang Hak
Pengelolaan.

Pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan
didaftarkan di dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan. Pemberian Hak
Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan ini diberikan untuk jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka
waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Hak Guna Bangunan di atas tanah
Hak Pengelolaan ini juga dapat diperbaharui apabila seluruh jangka waktu
Hak Guna Bangunan dan perpanjangannya telah berakhir. Perpanjangan
dan/atau pembaharuan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan
dilakukan atas permohonan pemegang Hak Guna Bangunan yang
bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu Hak
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Guna Bangunan atau perpanjangannya berakhir dengan mendapatkan
persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan, yang kemudian dicatat di dalam
buku tanah pada Kantor Pertanahan.

Jangka waktu Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sama dengan jangka
waktu dari das hak tanah bersamanya. Misanya satuan rumah susun yang
dibangun diatas tanah Hak Guna Bangunan akan memiliki jangka waktu 30 (tiga
puluh) tahun, apabila adas haknya Hak Paka maka jangka waktunya adalah 25
(dua puluh lima) tahun, dan seterusnya. Dengan demikian pada tahun ke-30 atau
tahun ke-25 para pemilik Apartemen melalui Perhimpunan Penghuni wajib secara
bersama-sama mengajukan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah-
bersama tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebaliknya rumah susun yang dibangun diatas tanah Hak Milik memiliki jangka
waktu yang tak terbatas.

Pasal 50 PP Nomor 4 Tahun 1988 menyebutkan bebarapa hal tentang
hapusnya Hak Milik atas satuan rumah susun yaitu :

a hak atas tanahnya hapus menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku

b. tanah dan bangunannya musnah

c. terpenuhinyasyarat batal

d. pelepasan hak secara sukarela

Dalam ha hak milik atas satuan rumah susun hapus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dan huruf ¢, maka setiap pemilik atas satuan
rumah susun berhak memperoleh bagian atas milik bersama terhadap bagian
bersama, benda bersama dan tanah bersama sesuai dengan nilai perbandingan
proporsionalnya.®*

Dalam hal rumah susun didirikan diatas Hak Guna Bangunan yang berada
diatas Hak Pengelolaan, apabila Hak Guna Bangunan induk berakhir masa
berlakunya, maka dapat digjukan perpanjangan dengan mendapatkan persetujuan
dri pemegang Hak Pengelolaan. Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
juga akan diperpanjang merujuk kepada sertipikat Hak Guna Bangunan induknya.
Status hak milik atas satuan rumah susun tidak akan gugur, tetapi akan mengikuiti

%! |ndonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Rumah Susun, PP No. 4 Tahun 1988, Pasal 51.
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sertipikat induknya. Biaya perpanjangan Hak Guna Bangunan Induk dan
persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan diambil dari dana sinking fund (dana
cadangan). Sedangkan biaya untuk perpanjangan sertipikat Hak Milik atas Satuan
Rumah Susun menjadi tanggung jawab masing-masing pemilik.

Syarat Teknisdan Admnistratif Pembangunan Rumah Susun

Pembangunan rumah susun dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah, Koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta yang
bergerak dalam bidang itu, serta Swadaya Masyarakat.*
Sebelum melakukan pembangunan rumah susun, setiap penyelenggara
pembangunan wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagal berikut:
a. memperoleh surat keterangan rencana kota/syarat zoning;
b. memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai dengan ketentuan yangn berlaku;
c. memperoleh ljin Mendirikan Bangunan (IMB).%

Pasal 6 UURS mewajibkan pembangunan rumah susun memenuhi
persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Persyaratan teknis adalah
persyaratan mengenai - struktur bangunan, keamanan, keselamatan,
kesehatan, kenyamanan, dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang
bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan, yang
diatur dengan peraturan perundang-undangan serta disesuaikan dengan
kebutuhan dan perkembangan. Sedangkan persyaratan administratif adalah
persyaratan mengena perizinan usaha dari perusahaan pembangunan
perumahan, izin lokasi dan/atau peruntukannya perizinan mendirikan
bangunan (IMB), serta izin layak huni yang diatur dengan peraturan
perundang-undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan

perkembangan.

Persyaratan teknis pembangunan rumah susun diatur dalam Bagian Kedua
PP Nomor 4 Tahun 1988, antaralain meliputi:
1. Ruang;

2 Indonesia, Undang-undang Tentang Rumah Susun, UU No. 16 Tahun 1985, LN No. 75
Tahun 1985, TLN No. 3318, Pasal 5 ayat (2).
2 |bid., Pasal 2 ayat (1).
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Semua ruang yang dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari harus mempunyai
hubungan langsung maupun tidak langsung dengan udara luar dan
pencahayaan langsung maupun tidak langsung secara alami, dalam jumlah
yang cukup, sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Dalam ha hubungan langsung maupun tidak langsung dengan udara luar dan
pencahayaan langsung maupun tidak langsung secara alami sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tidak mencukupi atau tidak memungkinkan, harus
diusahakan adanya pertukaran udara dan pencahayaan buatan yang dapat
bekerja terus menerus selama ruangan tersebut digunakan, sesuai dengan

persyaratan yang berlaku.

. Struktur, komponen, dan bahan bangunan;
Rumah susun harus direncakanan dan dibangun dengan struktur, komponen,
dan penggunaan bahan bangunan yang memenuhi persyaratan konstruksi

sesual dengan standar yang berlaku.

Struktur, komponen, dan penggunaan bahan bangunan rumah susun harus
diperhitungkan kuat dan tahan terhadap beban mati, beban bergerak, gempa,
hujan, angin, banjir, kebakaran dalam jangka waktu yang diperhitungkan
cukup untuk usaha pengamanan dan penyelamatan, daya dukung tanah,
kemungkinan adanya beban tambahan, bak dari arah vertikal maupun
horizontal dan gangguan/perusak lainnya

. Kelengkapan rumah susun;

Rumah susun harus dilengkapi dengan: jaringan air bersih, jaringan listrik,
jaringan gas, saluran pembuangan air hujan, saluran pembuangan air limbah,
saluran dan/atau tempat pembuangan sampah, tempat untuk kemungkinan
pemasangan jaringan telepon dan alat komunikasi lainnya, aat transportasi
yang berupa tangga, lift atau eskalator, pintu dan tangga darurat kebakaran,
tempat jemuran, alat pemadam kebakaran, penangkal petir, aat/sistem alarm,
pintu kedap asap pada jarak-jarak tertentu, dan generator listrik untuk rumah

susun yang menggunakan lift.
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Bagian-bagian dari kelengkapan tersebut diatas yang merupakan hak bersama
harus ditempatkan dan dilindungi untuk menjamin fungsinya sebagai bagian

bersama dan mudah dikelola.

4. Satuan rumah susun;

Satuan rumah susun dapat berada pada permukaan tanah, di atas atau di bawah
permukaan tanah, atau sebagian di bawah dan sebagian di atas permukaan
tanah. Rumah susun juga harus mempunya ukuran standar yang dapat
dipertanggungjawabkan, memenuhi persyaratan sehubungan dengan fungsi
dan penggunaannya, serta harus disusun, diatur, dan dikoordinasikan untuk
dapat mewujudkan suatu keadaan yang dapat menunjang kesejahteraan dan
kelancaran bagi penghuni dalan menjalankan kegiatan sehari-hari untuk
hubungan ke dalam dan ke luar.

5. Bagian bersama dan benda bersama;

a bagian bersama yang berupa ruang untuk umum, ruang tangga, lift,
selasar, harus mempunyal ukuran yang dapat memberikan kemudahan
bagi penghuni dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik dalam hubungan
sesama penghuni, maupun dengan pihak-pihak lain.

b. benda bersama harus mempunyai dimensi, lokasi, kualitas, kapasitas yang
dapat memberikan keserasian lingkungan guna menjamin keamanan dan

kenikmatan para penghuni.

6. Kepadatan dan tataletak bangunan;
Kepadatan bangunan dalam lingkungan harus memperhitungkan dapat

dicapainya optimas daya guna dan hasil gunatanah.

Tata letak bangunan harus menunjang kelancaran kegiatan sehari-hari
dan harus memperhatikan penetapan batas pemilikan tanah bersama, segi-segi
kesehatan, pencahayaan, pertukaran udara, serta pencegahan dan pengamanan
terhadap bahaya yang mengancam keselamatan penghuni, bangunan, dan

lingkungannya.

7. Prasaranalingkungan;
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Lingkungan rumah susun harus dilengkapi dengan prasarana lingkungan yang
berfungsi sebagai penghubung untuk keperluan kegiatan sehari-hari bagi
penghuni, baik ke dalam maupun ke luar dengan penyediaan jalan setapak,
jalan kendaraan dan tempat parkir.

Prasarana lingkungan tersebut harus mempertimbangkan kemudahan
dan keserasian hubungan dalam kegiatan sehari-hari dan pengamanan bila
terjadi hal-hal yang membahayakan, serta struktur, ukuran, dan kekuatan yang
cukup sesuai dengan fungsi dan penggunaan jalan tersebut.

Lingkungan rumah susun harus dilengkapi dengan prasarana
lingkungan dan utilitas umum yang sifatnya menunjang fungsi lainnya dalam
rumah susun yang bersangkutan, meliputi :

a. jaringan distribusi air bersih, gas, dan listrik dengan segaa
kelengkapannya termasuk kemungkinan diperlukannnya tangki-tangki air,
pompaair, tangki gas, dan gardu-gardu listrik;

b. saluran pembuangan air hujan yang menghubungkan pembuangan air
hujan dari rumah susun ke sistem jaringan pembuangan air kota;

c. sduran pembuangan air limbah dan/atau tangki septik yang
menghubungkan pembuangan air limah dari rumah susun ke system
jaringan air limbah kota, atau penampungan air limbah tersebut ke dalam
tangki septik dalam lingkungan;

d. tempat pembuangan sampah yang fungsinya adalah sebagal tempat
pengumpulan sampai dari rumah susun untuk selanjutnya dibuang ke
tempat pembuangan sampah kota, dengan memperhatikan factor-faktor
kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan;

e. kran-kran air untuk pencegahan dan pengamanan terhadap bahaya
kebakaran yang dapat menjangkau semua tempat dalam lingkungan
dengan kapasitas air yang cukup untuk pemadam kebakaran;

f. tempat parkir kendaraan dan/atau penyimpanan barang Yyang
diperhitungkan terhadap kebutuhan penghuni dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatannya sesuai dengan fungsinya;

g. jaringan telepon dan aat komunikasi lain sesuai dengan tingkat

keperluannya.
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8. Fasilitas Lingkungan

Dalam rumah susun dan lingkungannya harus disediakan ruangan-ruangan

dan/atau bangunan untuk tempat berkumpul, melakukan kegiatan masyarakat,

tempat bermain bagi anak-anak, dan kontak sosial lainnya serta ruangan
dan/atau bangunan untuk pelayanan kebutuhan sesuai standar yang berlaku.

Dalam lingkungan rumah susun yang sebagian atau seluruhnya
digunakan sebagai hunian untuk jumlah satuan hunian tertentu, juga harus
disediakan ruangan dan/atau bangunan untuk pelayanan kebutuhan sehari-hari
sesual dengan standar yang berlaku.

Adapun yang dimaksud dengan persyaratan administratif menurut
penjelasan Pasal 6 UURS, yaitu persyaratan yang mengatur mengenai ijin usaha
dari perusahaan pembangunan perumahan, ijin lokasi dan/atau peruntukannya,
sertaljin Mendirikan Bangunan.

Pembangunan rumah susun dan lingkungannya harus dibangun sesuai
dengan perijinan yang diberikan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan
peruntukannya. Perizinan tersebut digukan oleh penyelenggara pembangunan
kepada Pemerintah Daerah terkait dengan melampirkan persyaratan-persyaratan
sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 30 PP Nomor 4 Tahun 1988, yaitu
sebagai berikut:

a. Sertipikat Hak atas tanah bersamanya;

b. Fatwa peruntukan tanah;

c. Rencanatampak (Site Plan);

d. Gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan beserta
pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batas secara vertikal dan
horizontal dari satuan rumah susun;

e. Gambar rencana struktur beserta perhitungannya;

f. Gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda
bersama dan tanah bersama;

g. Gambar rencanajaringan dan instalasi beserta perlengkapannya.

Dalam hal terjadi perubahan rencana peruntukan dan pemanfaatan
rumah susun, harus mendapat ijin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan

persyaratan yang ditentukan dan telah memperoleh pengesahan atas perubahan
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dimaksud beserta pertelaannya, dan wuraian Nila  Perbandingan
Proporsionalnya.

Dan apabila terjadi perubahan pada waktu pelaksanaan pembangunan
penyelenggara pembangunan wajib meminta ijin dan pengesahan terdahap
perubahan yang diminta kepada instansi yang berwenang. Demikian pula
apabila terjadi perubahan struktur bangunan dan instalasi terhadap rumah
susun yang telah dibangun, penyelenggara pembangunan wajib meminta izin
dan pengesashan mengenai perubahan tersebut kepada instans yang
berwenang.

Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pedoman bagi pengaturan
rumah susun berlaku pula peraturan pelaksanaann dari PP Nomor 4 Tahun 1988
yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun
1991. Pelaksanaan dan penerapan peraturan daerah tersebut tetap tunduk pada
peraturan umum Yyang berkaitan dengan perumahan dan pemukiman yaitu
Undang-Undang tentang Perumahan dan Pemukiman nomor 4 Tahun 1992 yang
telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Pemukiman yang disahkan padatanggal 12 Januari 2011.

Disamping itu, penyelenggaraan pembangunan rumah susun juga harus
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2005 sebagai peraturan pel aksanaan dari undang-undang Nomor
28 tahun 2002 tersebut.

2.1.3 Pensertipikatan Rumah Susun
Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
11/KPTS/1994 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun diatur
bahwa pihak Pengembang harus memiliki kelengkapan perijinan sebagal berikut:
a. ljin Pringip, yaitu ijin yang harus diperoleh oleh setiap orang atau badan
hukum yang akan memanfaatkan ruang untuk tempat usaha skala besar;
b. Lokas dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya khusus untuk wilayah
DKI Jakarta dikenal sebagai Surat ljin Penunjukkan dan Penggunaan Tanah
(SIPPT). ljin ini diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang
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diperlukan dalam rangka penanaman moda yang berlaku pula sebagai ijin
pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan
usaha penanaman modalnya. ini dikeluarkan untuk penggunaan tanah di jalur
jalan utama atau yang menggunakan lahan lebih dari lima ribu meter persegi.
Berkenaan dengan masalah perijinan ini, pihak Pengembang harus
memperoleh Surat Ijin Penunjukan Dan Penggunaan Tanah (SIPPT) sebelum
mendirikan bangunan.

c. ljin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu ijin yang diberikan untuk melakukan
kegiatan pembangunan. Pengembang sebagai pihak yang bertanggung jawab
atas kegiatan pendirian bangunan berkewajiban untuk memperoleh ijin ini
pada pemerintah setempat. Jika suatu bangunan tidak memiliki IMB maka
akan dikategorikan sebagai bangunan liar sehingga bangunan tersebut dapat
disegel dan dibongkar.

Dalam ha rumah susun telah selesai dibangun, terdapat beberapa tahap
yang harus dilalui oleh Pengembang sebelum sertipikat hak milik atas satuan
rumah susun diterbitkan:

a. Perbuatan Pertelaan, yaitu penunjukan batas masing-masing satuan rumah
susun, bagian bersama, benda bersama tanah bersama beserta nilai
perbandingan proporsionalnya dalam bentuk gambar dan uraian. Secara
singkat proses pertelaan dimulai dengan pengajuan permohonan melalui BPN
kepada Gubernur, dilanjutkan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa
instans terkait yang berkordinasi dengan kepala BPN. Berdasarkan |aporan
penelitian instans terkait tersebut nantinya akan dikeluarkan Surat Keputusan
Pengesahan Pertelaan yang akan disahkan oleh Gubernur untuk wilayah DKI
Jakarta dan Pemerintah Daerah setempat untuk daerah lainnya.

b. Pengguan ljin Layak Huni, yaitu ijin yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah setelah diadakan pemeriksaan terhadap rumah susun yang telah selesai
dibangun berdasarkan persyaratan dan ketentuan perijinan yang telah
diterbitkan. Dalam hal izin tersebut belum dimiliki namun rumah susun telah
dijual atau ditempati maka sesuai dengan UURS, sanks pidana terhadap
pelanggaran tersebut yaitu diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu)
tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
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c. Membuat akta Pemisahan Rumah Susun, akta pemisahan ini merupakan tanda
bukti pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun yang meliputi
bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang didaftarkan pada
Kantor Pertanahan setempat yang nantinya akan disahkan oleh Gubernur.
Akta pemisahan ini diperlukan sebagai dasar dalam penerbitan SHMRS.
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun
1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian serta Pendaftaran Akta
Pemisahan Rumah Susun diatur bahwa akta pemisahan ini harus didaftarkan
oleh Pengembang pada Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan
Sertipikat hak atas tanah dan ljin Layak Huni.

d. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun, sebagaimana di
sebutkan di dalam Pasal 9 ayat (1) UURS, bahwa untuk memberikan jaminan
kepastian hukum pada sistim rumah susun dikeluarkanlah sertipikat HM SRS
yang didalamnya berisikan hal-hal sebagai berikut:

(). Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur atas Hak Tanah Bersama menurut

ketentuan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 19
UUPA yang pada saat itu adalah PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah, yang kemudian saat ini dirubah dengan PP Nomor
34 Tahun 1997.
Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur dijahit dan disampul menjadi satu
bernama sertipikat. Salinan Buku Tanah mencatat kejadian pendaftaran
tanah yang diakibatkan oleh terjadinya peralihan (seperti peralihan
karena waris atau jua beli). Sedangkan Surat Ukur menggambarkan
posisi dan garis-garis batas lantai serta luas lantai satuan rumah susun
yang dikuasai atau dimiliki oleh pembeli yang namanya tercantum
dalam sertipikat;

(if). Gambar Denah tingkat rumah susun yang bersangkutan;

(). Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda
bersama dan tanah bersama yang bersangkutan.

K etiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Untuk pertama kalinya sertipikat HMSRS akan diterbitkan atas nama
penyelenggara pembangunan (Pengembang). Selanjutnya berdasarkan Peraturan
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Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 tentang Bentuk dan
Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun, setelah Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
(HMSRYS) diterbitkan, maka sertipikat adlas hak atas tanah tempat dibangunnya

rumah susun tersebut harus disimpan di Kantor Pertanahan.

2.1.4 Jual Beli Satuan Rumah Susun

UURS menetapkan bahwa penjualan atas satuan rumah susun baru dapat
dilaksanakan apabila Ijin Layak Huni atas rumah susun atau apartemen tersebut
telah diperoleh dari Pemerintah Daerah setempat dan Sertipikat HMSRS telah
terbit.

Dengan telah terbitnya sertipikat satuan rumah susun ke atas nama
penyelenggara pembangunan, maka jual beli yang dilakukan oleh penyelenggara
pembangunan dengan pembeli adalah perbuatan hukum pemindahan hak yang
harus dilakukan dihadapan Pegabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang daerah
kerjanya meliputi wilayah dimana rumah susun tersebut dibangun. Setelah
ditandatanganinya Akta Jual Beli di hadapan pejabat PPAT tersebut, maka Hak
Milik atas satuan rumah susun telah beralih kepada pembeli. Dan untuk
memenuhi syarat publisitas agar jual beli tersebut mengikat bagi pihak ketiga,
maka akta PPAT tersebut wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten/K otamadya setempat. Pendaftaran tersebut dilakukan dengan
membubuhkan catatan tentang terjadinya pengalihan hak pada Buku Tanah dan
salinan Buku Tanah pada Sertipikat HMSRS. Setelah proses pendaftaran selesai,
maka Sertipikat HMSRS tersebut diserahkan kepada pembeli sebaga pemilik
barunya.®

Namun didalam prakteknya, satuan rumah susun yang masih dalam tahap
proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem pemesanan yang dilakukan
pada saat launching atau pada pameran perumahan dimana konsumen akan
diminta untuk membayar booking fee yang jumlahnya telah ditentukan oleh
penyelenggara pembangunan. Setelah itu, dalam jangka waktu tertentu (biasanya

14 hari) pembeli diharuskan untuk membayar uang muka biasanya sebesar 10-

# Arie S. Hutagalung, Kondominium dan Permasalahannya: edisi Revisi, cet 2 (Depok:
Badan Penerbit Fakultas Hukum Univ Indonesia, 2002) hal. 62
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20% (sepuluh sampai dua puluh persen) dari harga jua. Dalam ha pembeli
tersebut tidak melakukan pembayaran uang muka sesuai dengan jadwal yang telah
di tentukan, maka booking fee yang telah dibayar hangus dan tidak dapat
dikembalikan. Peranan surat pesanan sangat penting sebagai titik awal terjadinya
kesepakatan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu kata-kata yang terdapat
dalam surat pesanan harus diperhatikan. Bahasa surat pesanan harus jelas dan
tegas agar tidak menimbulkan interpretasi ganda yang dapat mengakibatkan
perselisihan dikemudian hari.

Untuk mengamankan kepentingan penjual dan pembeli satuan rumah
susun yang melakukan pembelian melalui sistem pemesanan, Pemerintah
memandang perlu untuk mengeluarkan pedoman penyusunan perikatan jual beli
satuan rumah susun sebagai perikatan pendahuluan. Oleh karena itu, Pemerintah
melalui Kementerian Perumahan Rakyat telah mengeluarkan Keputusan Menteri
Negara Perumahan Rakyat nomor 11/KPTS/1994 pada tanggal 17 November
1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (selanjutnya
disebut “Kep. MENPERA").

Didalan Kep. MENPERA tersebut, Pembeli yang berminat untuk
membeli satuan rumah susun yang masih berada dalam proses pembangunan
dapat melakukan pesanan atas satuan rumah susun yang ingin dibelinya. Pesanan
tersebut dilakukan dengan menandatangani surat pesanan yang disigpkan oleh
Pengembang. Surat pesanan tersebut, sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal
sebagal berikut:

1. namadan/atau nomor bangunan dan satuan rumah susun yang dipesan;
nomor lantai dan tipe satuan rumah susun;
luas satuan rumah susun;
harga jual satuan rumah susun;
ketentuan pembayaran uang muka;
spesifikasi bangunan;

tanggal selesainya pembangunan rumah susun;

© N o g b~ 0 DN

ketentuan mengenal pernyataan dan persetujuan untuk menerima
persyaratan dan ketentan-ketentuan yang ditetapkan serta menandatangani

dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh Pengembang;
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9. surat pesanan juga dilampiri dengan gambar yang menunjukkan letak pasti
satuan rumah susun yang dipesan, disertai dengan ketentuan tentang
tahapan pembayaran.

Daam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender
setelah menandatangani surat pesanan, para pihak harus menandatangani
perjanjian pengikatan jual beli dan selanjutnya masing-masing pihak harus
memenuhi kewgjibannya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pengikatan
jual beli yang telah ditandatangani. Dalam hal pemesan laa menandatangani
perjanjian pengikatan jual beli dalam jangka waktu tersebut diatas, penyelenggara
pembangunan dapat tidak mengembalikan uang pesanan. Dan apabila kelalaian
dilakukan oleh penyelenggara pembangunan, maka uang pesanan akan
dikembalikan seluruhnya kepada pemesan.

Perjanjian pengikatan jual beli merupakan kesepakatan dari para pihak
berkenaan dengan akan dilakukannya jual-beli yang beris tentang hak dan
kewajiban dari para pihak guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan
hukum bagi para pihak yang membuatnya sesuali dengan aas hukum “pacta sun
servanda”, yang artinya perjanjian berlaku sebagai undang-undang yang mengikat
bagi yang membuatnya.

Kep. MENPERA juga menyebutkan bahwa perjanjian pengikatan jual beli
(PPJB) antaralain harus memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Objek yang akan diperjua belikan, yaitu hak milik atas satuan rumah susun
yang meliputi bagian bersama, tanah bersama dan benda bersama berikut
fasilitasnya sesual dengan perbandingan proporsionalnya.

Rumah susun yang akan dijual wajib memiliki ijin-ijin yang diperlukan seperti

ijin lokasi, bukti penguasaan dan pembayaran tanah, dan ijin mendirikan

bangunan.

b. Seluruh penghuni wajib melakukan pengelolaan dan pemeliharaan bagian
bersama, benda bersama dan tanah bersama. Dengan demikian para calon
pembeli satuan rumah susun harus bersedia menjadi anggota perhimpunan
penghuni yang akan dibentuk dan didirikan dengan bantuan penyelenggara
pembangunan dengan memungut uang pangkal dan iuran yang besarnya akan

ditetapkan bersama dikemudian hari secara musyawarah. Untuk tahun pertama
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(terhitung sgjak tangga penyerahan) uang pangka dan iuran tersebut belum
perlu dibayar.

Kewagjiban Penyel enggara Pembagunan

Sebelum melakukan pemasaran perdana, Penyelenggara Pembagunan wajib
melaporkan hal terkait pemasaran perdana tersebut kepada Bupati/
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat |1 dengan tembusan kepada Menteri
Negara Perumahan Rakyat. Laporan tersebut harus dilampiri dengan antara
lain:
i. salinan surat persetujuan ijin prinsip,

ii. salinan surat keputusan pemberian ijin lokasi,

iii.  bukti pengadaan dan pelunasan tanah,

iv. salinan surat ijin mendirikan bangunan, dan

v. gambar denah pertelaan yang telah mendapat pengesahan dari

Pemerintah Daerah setempat.

Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender
terhitung sgak tanggal yang tercantum dalam tanda terima laporan tersebut
belum mendapat jawaban dari Bupati/Walikotamadya K epala Daerah Tingkat
Il tersebut, maka penawaran perdanatersebut dapat dil aksanakan.

Kewajiban-kewagjiban lain dari penyelenggara pembagunan adal ah:
1. menyediakan segala dokumen terkait dengan pembangunan perumahan,
seperti:

a. sertipikat hak atas tanah,

b. rencanatapak,

c. gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan beserta
pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batas secara vertikal
dan horizontal dari satuan rumah susun,

d. gambar rencana struktur beserta perhitungannya,

e. gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama,
benda bersama, dan tanah bersama,

f. gambar rencanajaringan dan instalasi beserta perlengkapannya;

2. menyelesaikan pembangunan sesuai dengan standar yang telah
diperjanjikan;
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memperbaiki kerusakan yang terjadi dalam jangka waktu 100 (seratus)
hari setelah tanggal penandatanganan berita acara penyerahan satuan
rumah susun dengan ketentuan bahwa tanggung jawab Pengembang
dibatasi oleh desain dan spesifikasi satuan rumah susun dan bahwa
kerusakan-kerusakan yang terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan
pembeli;

bertanggung jawab terhadap adanya cacat tersembunyi yang baru dapat
diketahui di kemudian hari;

menjadi pengelola sementara rumah susun sebelum terbentuknya
Perhimpunan Penghuni dan membantu menunjuk pengelola setelah
Perhimpunan Penghuni terbentuk;

mengasuransikan pekerjaan pembangunan tersebut selama berlangsungnya
pembangunan;

jika terjadi force majeure (keadaan kahar) selama berlangsungnya
pembangunan, penyelenggara pembangunan dan Pemesan akan
mempertimbangkan  penyelesaian  sebalk-baiknya dengan  dasar
pertimbangan utama adalah dapat diselesailkannya pembangunan satuan
rumah susun;

menyiapkan Akta Jual Beli satuan rumah susun kemudian bersama-sama
Pemesan menandatangani Akta Jual Beli tersebut di hadapan
Notaris/Pgjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada tangga yang
ditetapkan;

Penyelenggara Pembagunan dan/atau NotarisPPAT akan mengurus
perolehan sertipikat hak milik atas satuan rumah susun atas nama
Pemesan;

menyerahkan satuan rumah susun termasuk fasilitas umum dan fasilitas
sosia secara sempurna pada tangga yang ditetapkan. Apabila
Penyel enggara Pembagunan belum dapat menyel esaikan pada waktu yang
telah ditetapkan, maka Penyelenggara Pembagunan diberikan jangka
waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender untuk menyelesaikan
pembangunan tersebut, terhitung sgjak tanggal rencana penyerahan rumah
susun tersebut.
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Apabila ternyata masih tidak terlaksana sama sekali, maka Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPJB) akan menjadi batal demi hukum. Kebatalan
tersebut tidak perlu dibuktikan atau dimintakan keputusan pengadilan atau
badan arbitrase. Penyelenggara Pembagunan diwajibkan mengembalikan
pembayaran uang yang telah diterima dari pembeli ditambah dengan
denda dan bunga setiap bulannya sesuai dengan suku bunga bank yang
berlaku.

d. Kewajiban Pemesan

Menyatakan bahwa pemesan (calon pembeli) telah membaca, memahami dan
menerima syarat-syarat dan ketentuan dari surat pesanan dan pengikatan jual
beli serta akan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan anggaran
dasar Perhimpunan Penghuni, dan dokumen-dokumen lain terkait, serta bahwa
ketentuan dari perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen tersebut mengikat
pembeli. Setiap pemesan, setelah menjadi pembeli satuan rumah susun juga
wajib membayar biaya pengelolaan (management fee) dan biaya utilitas
(utility charge).

Pemesan juga berkewajiban untuk menanggung biaya-biaya sebagai berikut:

(i) biaya pembayaran akta-akta yang diperlukan,

(i) biayajasaPPAT untuk pembuatan Akta Jual Beli,

(iii) biaya pajak untuk memperoleh hak milik atas satuan rumah susun,

(iv) biaya pendaftaran jual-beli atas satuan rumah susun (biaya pengalihan
hak milik atas nama) di Kantor Badan Pertanahan setempat.

Setelah Akta Jual Beli ditandatangani, tetapi sebelum sertipikat HMSRS

diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan setempat, maka:

(i) apabila satuan rumah susun tersebut dialihkan kepada pihak ketiga,
dikenakan biaya administrasi yang ditetapkan oleh Pengembang yang
besarnya tidak lebih dari 1% (satu persen) dari harga jua satuan rumah
susun tersebut;

(if) apabila satuan rumah susun tersebut dialihkan kepada pihak anggota
keluarga karena sebab apapun juga termasuk karena pewarisan menurut

hukum, dikenakan biaya administras untuk NotarigPPAT yang
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besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sebelum pembayaran
atas harga jua satuan rumah susun yang dibelinya lunas, Pemesan tidak
dapat mengalihkan atau menjadikan satuan rumah susun tersebut sebagai
jaminan hutang tanpa persetujuan tertulis dari Penyelenggara
Pembangunan.
Disamping persyaratan yang ditentukan oleh Kep MENPERA tersebut
diatas, dalam penyusunan PPJB juga perlu diperhatikan hal-hal sebagal berikut:
1. Komparis Perjanjian, yaitu keterangan tentang para pihak yang akan
menandatangani PPJB. Harus diperhatikan:

Bagi penyelenggara pembangunan (Pengembang):

a. apakah badan hukum penyelenggara pembangunan (Pengembang) itu
telah mendapat pengesahan dari Kementrian Kehakiman dan Hak Asas
Manusia, hal ini penting sehubungan dengan pertanggung jawabannya bila
badan hukum tersebut benar bubar dan pailit;

b. apakah Direktur yang menandatangani telah mendapat persetujuan dari
Komisaris Perseroan, atau

c. biladiwakilkan oleh orang lain selain Direksi, harus mendapat kuasa dari
Direksi tersebut.

Bagi pembeli perseorangan :

a. sebaknya diperiksa kewenangannya seperti Kewarganegaraannya, karena
untuk Warga Negara Asing (WNA) saat ini belum diperbolehkan
membeli/memiliki rumah susun yang tanah bersamanya berstatus HGB,
sebagai dternatif dapat dibuat option agreement, dimana hak dan
kewajibannya sama dengan jika ia menandatangani AJB, hanya sgja minus
tidak atau dapat dibalik nama Sertipikatnya (HM SRS).

b. bagi calon pembeli yang telah menikah, dibutuhkan persetujuan suami/istri
mereka, kecuali terdapat perjanjian pisah harta.

2. Premis, yaitu penjelasan awal mengena perjanjian harus ditegaskan bahwa
Pengembang telah memiliki atau menguasai lahan tersebut secara sah dan tidak
sedang dalam keadaan dijaminkan. Lalu Pengembang juga telah mendapatkan
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ijin-ijin yang diperlukan oleh proyek tersebut sesua dengan Surat Keputusan
Menteri Perumahan Rakyat tentang PPJB rumah.

3. Isi PPJB antaralain:

a

b.

C.

Hargajual dan biaya-biayalain yang ditanggung konsumen;

Tanggal serah terimafisik ;

Denda keterlambatan bila pengembang terlambat melakukan serah terima
fisik kepada konsumen;

Spesipikasi bangunan dan lokasi;

Hak pengembang untuk membatalkan PPJB bila konsumen lalai;

Hak konsumen untuk membatalkan perjanjian, bila pengembang lalai akan
kewgjiban dengan pembayaran kembali seluruh uang yang telah disetor
konsumen berikut  denda-dendanya sebagaimana penyelenggara
pembangunan membatalkan perjanjian bila konsumen lalai mel aksanakan
kewajibannya;

Penandatanganan akta jual beli haruslah ada kepastian tanggalnya;

Masa pemeliharaan sgjak tanggal serah terima;

Persentase batas toleransi selisih luas/ukuran + 15% (kurang lebih lima
belas persen), artinya tidak ada saling menuntut pembayaran antara
penyelenggara pembangunan dengan pembeli jika luas/ukuran unit satuan
rumah susun kurang atau lebih sebagaimana yang tercantum dalam
Sertipikat HMSRS;

Force Majeure, dalam kondisi bagaimana dapat dikatakan terjadi force
mauere dan apa konsekwensinya, secara hukum tidak ada pihak yang
tidak dapat dituntut akibat adanya force majeure, termasuk pengembang
tidak wajib mengembalikan uang, danpembelian dari pembeli;

4. Serahterimafisik
Setelah pembangunan rumah susun selesai dibangun, ljin Layak Huni telah

diperoleh, maka penyelenggara pembangunan harus segera melakukan serah

terima fisik atas satuan rumah susun tersebut kepada para pembeli. Akan

tetapi tidak semua pembeli ingin secepatnya melaksanakan serah terima,

adapula yang ingin menunda-nunda serah terima sebab, setelah dilakukan
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serah terima fisik maka seluruh hak dan kewajiban atas satuan rumah susun
yang dibeli beralih kepadanya termasuk kewajiban membayar biaya
pengelolaan (service charge dan sinking fund) dan biaya-biaya lain (jika ada).
Untuk mengantisipasi keengganan melakukan serah terima fisik, lazimnya di
dalam PPJB diatur klausula serah terima yang kurang lebih berbunyi sebagai
berikut:

Bila mana pembeli tidak atau belum juga menandatangani Berita Acara

Serah Terima setelah diberitahu secara tertulis 3(tiga) kali berturut-turut
maka, pembeli dianggap telah menerima serah terima tersebut, dengan
memberi kuasa kepada pengembang untuk menandatangani Berita Acara
Serah Terima tersebut dengan kata lain hak dan kewajiban atau
penguasaan unit Satuan Rumah Susun itu dianggap telah beralih
sepenuhnya kepada pembeli.

Draft Berita Acara Serah terima fisk, harus memuat hal-hal yang
merupakan pengalihan fisik dan tanggung jawab termasuk beban terhadap biaya-
biaya yang timbul atas pengalihan tersebut, dibuat dengan bahasa yang jelas dan
tegas guna menghindari penafsiran ganda yang dapat menimbulkan perselisihan.

Dengan adanya klausula tersebut, maka Pengembang juga mendapat
jaminan kepastian mengenai pengalihan hak dan kewajiban yang ditanggungnya
kepada pembeli. Dengan adanya pemberian kuasa kepada Pengembang, maka
pembeli tidak bisa mengelak dari hak dan kewajiban atas satuan rumah susun
yang harus ditanggungnya.

Setelah dilakukannya serah terima satuan rumah susun dan pembeli telah
melunasi seluruh kewagjiban pembayarannya, akan dilakukan penandatanganan
Akta Jua Beli (AJB). AJB merupakan salah satu bukti atau dokumen yang
menunjukkan proses peralihan hak dari penjua kepada pembeli yang telah
memenuhi prinsip tunau dan tuntas.

Dalam proses penandatanganan AJB harus memperhatikan dokumen
administrasi yang harus dipenuhi, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
suami/isteri, Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah (bagi yang sudah berkeluarga) dan
Nomor Pokok Wajib Pgak (NPWP). Pada saat penandatanganan AJB, pejua dan
pembeli harus hadir di hadapan PPAT serta disaksikan oleh sekurang-kurangnya
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dua orang saksi. Dalam hal salah satu pihak berhalangan untuk hadir, harus

memberikan kuasa kepada pihak lain dengan membuat Surat Kuasa tertulis.

2.1.5 Rumah Susun Sebagai Jaminan Hutang

Menurut ketentuan Pasal 12 dan 13 UURS bahwa rumah susun dan satuan
rumah susun dapat dijadikan sebagai jaminan hutang dengan dibebani Hak
Tanggungan.

Tatacara pembebanan Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 14 dan 15
UURS, dimana dilakukan dengan akta PPAT dan wajib didaftarkan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten/K otamadya untuk dicatat pada buku tanah dan sertipikat
hak bersangkutan. Tata caranya sama dengan pembebanan Hak Tanggungan yang
obyek pokoknya tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan
pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (“‘APHT”) oleh PPAT sesual
dengan peraturan perundang — undangan yang bel aku.

Dengan mengacu kepada Pasal 13 ayat 2 Undang — Undang Nomor 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (“UUHT”) juncto Pasal 40 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafataran Tanah, maka untuk
memenuhi syarat publisitas yang merupakan salah satu syarat bagi sah dan
lahirnya Hak Tanggungan yang diberikan, PPAT yang membuat pembebanan Hak
Tanggungan tersebut selambat — lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya
pembebanan Hak Tanggungan tersebut, wajib menyampaikan APHT yang
dibuatnya berikut dokumen — dokumen yang bersangkutan seperti sertipikat
tanahnya (kalau yang dijaminkan rumah susun atau tanah tempat akan
dibangunnya rumah susun) atau sertipikat HM SRS (kalau yang dijaminkan satuan
rumah susunnya) kepada Kantor Pertanahan untuk didaftarkan. Dan PPAT wajib
menyampaikan secara tertulis mengenai telah disampaikannya akta tersebut
kepada para pihak yang bersangkutan. Pendaftaran Hak Tanggungan tersebut
dilakukan dengan pambuatan Buku Tanah Hak Tanggungannya, diikuti dengan
penerbitan sertipikat Hak Tanggungan serta pencatatan adanya Hak Tanggungan
pada Buku Tanah dan sertipikat tanah rumah susun atau HM SRS yang dijadikan

jaminan.
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Sebagal tanda bukti adanya Hak Tanggungan tersebut Kantor Pertanahan
menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan yang terdiri dari salinan Buku Tanah Hak
Tanggungan dan salinan APHT, yang membuktikan pemberian Hak Tanggungan
tersebut.

Kecuali diperjanjikan lain, sertipikat hak atas tanah atau HMSRS yang
telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan dikembalikan kepada
pemegang hak atas tanah/pemegang HMSRS yang bersangkutan. Sedangkan
sertipikat hak tanggungannya diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan.
Namun di dalam prakteknya, sertipikat HM SRS tersebut di simpan dan dipegang

oleh pemberi pinjaman atau kreditur.

2.1.6 Pembentukan Perhimpunan Penghuni

Sebagal tahap akhir dari kegiatan pelaksanaan penerapan rumah susun
adalah dibentuknya Perhimpunan Penghuni yang akan bertanggung jawab untuk
melakukan kegiatan pengelolaan atas lingkungan rumah susun.

Para penghuni rumah susun tidak dapat menghindarkan diri dari
kebutuhannya untuk menggunakan bagian bersama, benda bersama dan tanah
bersama yang merupakan fasilitas pendukung berjalannya fungsi rumah susun.
Penggunaan dan pengelolaan objek kepemilikan bersama ini harus diatur dan
dilakukan oleh suatu Perhimpunan Penghuni yang diberi wewenang dan tanggung
jawab untuk itu. Oleh karenanya penghuni rumah susun wajib membentuk
Perhimpunan Penghuni yang mempunyai tugas dan wewenang mengelola dan
memelihara rumah susun dan lingkungannya dan menetapkan peraturan peraturan
mengenai tata tertib penghunian.

Menurut peraturan perundang-undangan rumah susun, para pihak yang
terlibat dalam pembangunan dan pengel olaan rumah susun adalah:

1. Penyelenggaraan pembangunan, dalam hal ini Pengembang;

2. Perhimpunan Penghuni, yang akan dibentuk oleh para penghuni (pemilik
unit) dengan dibantu oleh penyelenggara pembangunan dan dituangkan
dalam suatu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang wajib
dipatuhi oleh para penghuni/pemilik;
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3. Badan Pengelola, yang akan ditunjuk oleh Perhimpunan Penghuni untuk
mengelola rumah susun tersebut dengan pembayaran biaya jasa yang akan
disetujui oleh Rapat Umum Anggota Perhimpunan Penghuni. Badan
Pengelola ini dapat sgja dibentuk oleh Perhimpunan Penghuni sendiri, akan
tetapi lazimnya pengelolaan rumah susun diserahkan kepada Property
Manajement yang profesional.

4. Penghuni, dalam hal ini para pemilik unit satuan rumah susun yang akan
menjadi anggota Perhimpunan Penghuni dan memiliki hak suara dalam
menentukan jalannya pengel olaan rumah susun.

Ketentuan Pasal 57 ayat 4 PP Nomor 4 Tahun 1988 menyebutkan bahwa,
Pengembang, sebaga penyelenggara pembangunan untuk tahap awal pengelolaan
rumah susun wajib bertindak sebagai Perhimpunan Penghuni Sementara sampai
terbentuknya perhimpunan penghuni yang defenitif, yang dibentuk oleh para
penghuni. Lebih lanjut, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat tersebut diatur
dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni
termasuk Tata Tertib (house rule) penghunian dan pengel olaan.

Pengembang atau penyelenggara pembangunan adalah pemilik awal dari
suatu bangunan rumah susun dan lingkungannya. Lahirnya Penghunian atas
bangunan rumah susun dan lingkungannya dimulai sejak adanya pemilikan oleh
seseorang atau badan hukum atas satuan rumah susun yang diperol en berdasarkan
suatu hubungan hukum yang bersangkutan dengan Pengembang (jual beli, hibah,
dil). Setelah bangunan rumah susun selesai dibangun dan ljin Layak Huni telah
diperoleh, hubungan hukum ini ditindak lanjuti oleh Pengembang dengan
penyerahan fisik atas satuan rumah susun kepada pemilik (pembeli).

Perhimpunan Penghuni dibentuk melalui Akta Pembentukan, yang harus
dimintakan pengesahannya kepada Bupati atau Walikota daerah Tingkat 11 dan
khusus di DKI Jakarta oleh Gubernur. Pengertian akta disini adalah surat dan
bukan hanya surat yang dibuat didepan Notaris. Sehingga pembuatan Akta
Pembentukan Perhimpunan Penghuni tidak harus menggunakan Akta Notaris,
tetapi bisa juga dengan surat deklarasi pembentukan yang ditanda tangani oleh
pesertarapat umum anggota yang pertamakali diadakan.
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Didalam prakteknya, Perhimpunan Penghuni tidak mungkin langsung
dapat dibentuk begitu serah terima fisik dilakukan kepada Pembeli dan karenanya
Pasal 57 ayat (4) PP Nomor 4 Tahun 1988 mengatur tentang Perhimpunan
Penghuni Sementara yaitu Pengembang. Dan kepada Perhimpunan Penghuni
Sementara inilah dibebankan tugas pengelolaan awal dengan biaya sepenuhnya
ditanggung oleh Pengembang untuk minimal 3 bulan dan paling lama 1 tahun.
Kepada Pengembang selaku Perhimpunan Penghuni  Sementara inilah
diamanatkan untuk membantu penyiapan terbentuknya Perhimpunan Penghuni
yang sebenarnya.

Perhimpunan Penghuni harus dibentuk pada saat penghunian sudah
dilakukan, sifatnya Perhimpunan Penghuni Sementara dimana yang ditetapkan
sebagal pengurus sementara adalah Penyelenggara Pembangunan. Oleh karenanya
penyelenggara pembangunan wajib mengantarkan pembentukan Perhimpunan
Penghuni  definitif dalam waktu secepatnya. Kewajiban pembentukan
Perhnimpunan Penghuni  Sementara ini dibebankan kepada Penyelenggara
Pembangunan karena Penyelenggara Pembangunan adalah pihak yang
mempunyai dan mengetahui seluruh data awal dan informasi tentang:

1. datafisik rumah susun, berkenaan dengan objek kepemilikan perseorangan
dan objek kepemilikan bersama dalam gambar dan uraian (Pertelaan),

2. nama pemilik yang berhak menjadi anggota,

3. posisi kepemilikan satuan rumah susunnya,

4. hak-hak suara berdasarkan NPP-nya yang diperlukan untuk mengesahkan
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud Pasal
59 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (2),

5. data yang dimaksudkan dalam Pasal 29 PP Nomor 4 Tahun 1988 yang
menjadi salah satu acuan untuk menyusun Tata Tertib Hunian
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 60 PP Nomor 4 Tahun
1988.

Berdasarkan kewenangan dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) PP Nomor 4
Tahun 1988 inilah Penyelenggara Pembangunan membantu menyiapkan
terbentuknya Perhimpunan Penghuni yang sebenarnya dalam waktu yang
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secepatnya. Proses pelaksanaan pembentukan Perhimpunan Penghuni adalah

sebagal berikut:

1. mengundang para Pemilik/Penghuni untuk menghadiri Rapat Umum Anggota
yang pertamakalinya;

2. menyiapkan daftar calon pengurus yang dilengkapi dengan hak suara
berdasarkan NPP;
menyiapkan rencana agenda rapat umum anggota;
menyiapkan draft akta pembentukan Perhimpunan Penghuni;
menyiapkan draft Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Tata Tertib
Hunian, yang ditawarkan kepada Pengurus terpilih sebagai acuan Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Tata Tertib Hunian yang definitif;

6. memimpin sidang untuk yang pertama kalinya dengan agenda :

a. pemberian penjelasan kepada calon anggota tentang Perhimpunan
Penghuni yang akan dibentuk, dimulai dari hak-hak dan kewajiban
anggota, pemilihan pengurus, pembentukan Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga dan Tata Tertib Hunian, pembiayaan pengel oaan;

b. pendeklarasian pembentukan Perhimpunan Penghuni;

c. pemilihan Pengurus yang pertama;

7. membantu sebagai penyelenggara pemilihan Pengurus Perhimpunan
Penghuni.

Setelah Pengurus Perhimpunan Penghuni definitif terbentuk maka
mulailah rapat dijalankan dengan dipimpin oleh Pengurus tersebut, dengan
melanjutkan agenda yang sudah disetujui oleh forum antara lain tentang
pengelolaan dan pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Tata
Tertib Hunian.

Siapa yang berhak membentuk Perhimpunan Penghuni? Pasal 54 PP
Nomor 4 Tahun 1988 menegaskan bahwa yang berhak membentuk Perhimpunan
Penghuni adalah para penghuni lingkungan rumah susun, sedangkan
Penyelenggara Pembangunan hanya memfasilitas pelaksaanaan pembentukan
Perhimpunan Penghuni. Calon anggota Perhimpunan Penghuni, adalah subjek
hukum yang memiliki, atau memakai, atau menyewa atau menyewa beli atau yang

memanfaatkan satuan rumah susun yang bersangkutan, yang berkedudukan
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sebagal penghuni dengan memperhatikan ketentuan dimaksud dalam Pasal 58 PP
Nomor 4 Tahun 1988.
Pasal 58 tersebut menyebutkan bahwa

Dalam hal pemilik menyerahkan penggunaan Satuan Rumah Susun baik
sebagian atau seluruhnya pada pihak lain berdasarkan hubungan hukum
tertentu, wajib dituangkan dalam suatu Akta yang secara tegas
mencantumkan beralihnya sebagian atau seluruhnya hak dan kewajiban
penghuni beserta kewajiban lainnya.

Melihat ketentuan Pasal 58 PP Nomor 4 Tahun 1988 tersebut, maka Pemilik
tidak harus menyerahkan seluruh hak dan kewajibannya berkaitan dengan
keanggotaanya pada Perhimpunan Penghuni, terutama yang berkaitan dengan
kepentingan terhadap pemeliharaan objek kepemilikan bersama. Ha ini dapat
dimaklumi karena penghuni bukan pemilik akses kepada objek dimaksud, sifatnya
sementara dan terbatas selama yang bersangkutan berada dilingkungan rumah
susun. Sedangkan sebagai pemilik akses tersebut berlangsung terus menerus
selama yang bersangkutan menjadi pemilik, sehingga kepentingan untuk
terpeliharanya objek kepemilikan dimaksud menjadi sangat kuat.

Penghuni yang bukan pemilik dalam ha keanggotaan bersifat derivatif.
Dapat sgja penghuni bukan pemilik tidak diberi kuasa oleh pemilik untuk ikut
membentuk Perhimpunan Penghuni atau dapat saja juga tidak diberi kuasa untuk
ikut menetapkan Pengurus dan bahkan tidak diberi kuasa untuk menetapkan biaya
pengel ol aan.

Jadi pada dasarnya yang membentuk Perhimpunan Penghuni definitif
adalah pemilik yang pertamakali muncul sebagai penghuni. Penghuni yang bukan
pemilik posisinya dalam Perhimpunan Penghuni diatur berdasarkan Pasal 58 ayat
(1) PP Nomor 4 Tahun 1988, dimana yang bersangkutan menempatkan diri
berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Pemilik. Berdasarkan ketentuan dimaksud
pemilik menentukan hak dan kewagjiban apa yang dikuasakan kepada penghuni
bukan pemilik dimaksud, sehingga posisi penghuni yang demikian hanya sebatas
kuasa yang tercantum dalam surat kuasa yang diberikan. Penghuni yang bukan
pemilik dalam hal keanggotaan bersifat derivatif.
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Penghuni bukan pemilik jika tidak memperoleh kuasa dari pemilik untuk
membentuk Perhimpunan Penghuni dengan sendirinya tidak berhak menjadi
pembentuk Perhimpunan Penghuni.

Penyelenggara Pembangunan yang pada saat Rapat Umum Anggota masih
menjadi pemilik unit, merupakan calon Anggota yang sama hak dan kewajiban
serta kedudukannya dengan para pemilik lainnya.

Fungsi Perhimpunan Penghuni adalah; %
a. membinaterciptanya kehidupan lingkungan yang sehat, tertib dan aman;
b. mengatur dan membina kepentingan penghuni;

c. mengelolarumah susun dan lingkungannya.

Tugas Perhimpunan Penghuni adalah:*

a. mengesahkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang disusun
oleh Pengurus dalam rapat umum Perhimpunan Penghuni sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2);

b. membina para penghuni kearah kesadaran hidup bersama yang seras,
selaras dan seimbang dalam rumah susun dan lingkungannya;

c. mengawas pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga;

d. menyelenggarakan tugas tugas administrasi penghunian;

e. membentuk dan mengawasi Badan Pengelola dalam pengelolaan rumah
susun dan lingkungannya,

f. menyelenggarakan pembukuan dan admninistrasi keuangan secara terpisah
sebagai kekayaan Perhimpunan Penghuni;

g. menetapkan sanksi terhadap terhadap pelanggaran yang ditetapkan dalam
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Daam mengatur pelaksanaan fungs dan tugasnya, maka dalam setiap
pengambilan keputusan Perhimpunan Penghuni harus mengacu pada 2 macam
hak suara sebagai mana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 2 dan 3 PP. Nomor 4 Tahun
1988, yaitu:

% |ndonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Rumah Susun, PP No. 4 Tahun 1988, Pasal 56.
% |bid., Pasal 59.
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untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan,
misalnya pembebanan biaya asuransi, biaya untuk perbaikan besar, dan
lain-lain, setiap pemilik diwakili dengan Nilai Perbandingan Proporsiondl;
untuk hal-hal yang berkaitan dengan penghunian rumah susun, misalnya
untuk memilih pengurus Perhimpunan Penghuni, menentukan besarnya
biaya pengelolaan, dan lain-lain, setigp pemilik akan diwakili oleh satu
suara.

Pengurus dibentuk untuk menjalankan fungsi dan tugas keseharian dari

Perhimpunan Penghuni. Pengurus dipilih berdasarkan azas kekeluargaan oleh

anggota dan diantara anggota melalui Rapat Umum Anggota yang khusus

diadakan untuk itu. Tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa pemilihan harus

dilakukan berdasarkan voting.

Y ang menjadi anggota Perhimpunan Penghuni adalah subjek hukum yang

memiliki, memaka atau menyewa, atau menyewa beli, atau yang memanfaatkan

satuan rumah susun yang berkedudukan sebagai penghuni.
Hak dari Anggota Perhimpunan Penghuni adalah :

a

Memanfaatkan rumah susun dan lingkungannya termasuk benda bersama,
bagian bersama dan tanah bersama secara aman dan tertib;

Mendapatkan perlindungan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga,

Memilih dan dipilih menjadi Pengurus.

Kewajiban Anggota Perhimpunan Penghuni adalah:

a

mematuhi dan melaksanakan peraturan dan tata tertib dalam rumah susun

dan lingkungannya sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
membayar iuran pengelolaan dan premi asuransi kebakaran;

memelihara rumah susun dan lingkungannya termasuk bagian bersama,

benda bersama dan tanah bersama.

Setiap penghuni dilarang :

a

melakukan perbuatan yang membahayakan keamanan, ketertiban, dan

keselamatan terhadap penghuni lain, bangunan dan lingkungannya;
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b. mengubah bentuk dan atau menambah bangunan diluar satuan rumah

susun yang dimilik tanpa mendapat persetujuan Perhimpunan Penghuni.

Hak dan kewagjiban dari Penghuni secara lebih rinci disusun dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai acuan organisasal
Perhimpunan Penghuni dijalankan, serta Tata Tertib Hunian sebagai acuan dalam
memanfaatkan objek kepemilikan bersama.

Pasal 71 PP Nomor 4 Tahun 1988 menyebutkan bahwa Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga disusun oleh Pengurus yang pertama kali dipilih,
dan disahkan oleh Rapat Umum Anggota Perhimpunan Penghuni, dengan
mengacu pada ketentuan tentang hak suara yang diatur dalam Pasal 55 ayat 2
dalam mengesahkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga tersebut.

Bentuk dan isi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Tata Tertib
Hunian harus disesuaikan dengan lingkungan dan kondis dari masing-masing
rumah susun. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga harus memuat susunan
organisasi, fungsi, tugas pokok, hak dan kewsgjiban Anggota serta tata tertib
hunian dan berdasarkan pada ketentuan ketentuan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah dengan memperhatikan petunjuk yang dikeluarkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

Atas dasar azas kebebasan berkontrak maka Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga dan Tata Tertib Hunian sebagal suatu ketentuan untuk mengatur
kebersamaan pada suatu lingkungan sistim rumah susun, maka bebas ditentukan
oleh para Anggotanya asalkan tidak berisikan hal-ha yang bertentangan dengan
Undang Undang.

2.1.7 Badan Pengelola

Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan-kegiatan operasional yang
berupa pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan prasarana lingkungan, serta
fasilitas sosial, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.?’

Pengel olaan rumah susun/satuan rumah susun dilakukan sebagai berikut:

%" | bid, Pasal 62.
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Pengel olaan satuan rumah susun dilakukan oleh penghuni atau pemilik, sesuai
dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan oleh
Perhimpunan Penghuni (Pasal 63);

Pengelolaan rumah susun dan lingkungannya dapat dilaksanakan oleh Badan
Pengelola yang ditunjuk atau dibentuk oleh Perhimpunan Penghuni (Pasal 64);
Badan Pengelola yang dibentuk sendiri oleh Perhimpunan Penghuni harus
dilengkapi dengan unit organisasi, persona dan peraatan yang mampu untuk
mengel ola rumah susun (Pasal 65).

Badan Pengelola yang ditunjuk oleh Perhimpunan Penghuni harus
mempunyai status badan hukum dan professional (Pasal 66);

Penyel enggara pembangunan yang membangun rumah susun wajib mengelola
rumah susun yang bersangkutan dalam jangka waktu sekurang kurangnya 3
bulan dan paling lama 1 tahun sgjak terbentuknya Perhimpunan Penghuni atas
biaya penyelenggara pembangunan (Pasal 67).

Tugas Badan Pengelola adal ah:*

a

melaksanakan pemeriksaan, pemeliharaan kebersihan dan perbaikan rumah
susun dan lingkungannya pada bagian bersama, benda bersama dan tanah
bersama;

mengawas ketertiban dan keamanan penghuni serta penggunaan bagian
bersama, benda bersama dan tanah bersama sesuai dengan penggunaannysa;
secara berkala memberikan laporan kepada Perhimpunan Penghuni disertai
permasal ahan dan usulan pemecahannya.

Hak Badan Pengelola adalah:

1.

Menerima pembayaran iuran pengelolaan atau service charge dari masing-
masing penghuni rumah susun;
Menerima pembayaran secara lumpsum dari penghuni rumah susun untuk

pengel olaan rumah susun.

Kewajiban Badan Pengelola adal ah:

% | bid, Pasal 68.
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1. Melaksanakan pemeriksaan, pemeliharaan kebersihan rumah susun dan
lingkungannya pada bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama;

2. Mengawasi ketertiban dan keamanan penghuni serta penghuni serta
penggunaan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama sesual dengan
peruntukannya;

3. Memberikan laporan kepada perhimpunan penghuni secara berkaa disertai
permasalahan yang ada dan usulan pemecahannya.

Sumber pembiayaan pengelolaan bagian bersama, benda bersama dan
tanah bersama dibebankan kepada para penghuni atau pemilik rumah susun secara
proporsional melalui Perhimpunan Penghuni.?

Pembentukan Badan Pengelolaan diatur dalam Pasal 64 PP Nomor 4
Tahun 1988 dimana Perhimpunan Penghuni dalam melaksanakan pengelolaan
rumah susun dapat membentuk Unit Pengel olaan atau menunjuk Badan Pengelola.

Jika Perhimpunan Penghuni membentuk Unit Pengelolaan sendiri berarti
unit tersebut akan merupakan satu satuan kerja yang merupakan bagian dari
kegiatan atau fungsi Perhimpunan Penghuni yang ditugaskan kepada Pengurus.
Berarti satuan kerja ini merupakan bagian dari kepengurusan. Karenanya
Pengurus sehari-hari harus aktif mengawas pelaksanaan kerja dari  Unit
Pengelolaan ini. Pengurus harus mempertanggung jawabkan kepada Perhimpunan
Penghuni dalam forum Rapat Umum Anggota atas pengelolaan yang dilakukan
oleh Unit Pengelolaan.

Jika Perhimpunan Penghuni menunjuk Badan Pengelola yang
professional, maka Badan Pengelola tersebut merupakan suatu satuan kerja yang
berada diluar struktur kepengurusan. Badan Pengelola tersebut merupakan satuan
kerja yang ditunjuk oleh Perhimpunan Pernghuni berdasarkan suatu perjanjian
kontrak kerja dengan Perhimpunan Penghuni untuk melaksanakan pengelolaan
rumah susun. Oleh karena bukan merupakan satuan kerja yang merupakan bagian
dari kepengurusan maka Pengurus berfungsi sebagai pengawas dari Badan
Pengelola tersebut. Dalam hal pertanggung jawaban pengelolaan rumah susun
kepada Rapat Umum Anggota Perhimpunan akan terbagi atas 2 hal yaitu :

1. Pertanggung jawaban Pengurus sebagai Pengawas Badan Pengelola.

2 |bid., Pasal 69.
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2. Pertanggugan jawab Badan Pengelola dalam melaksanakan pengel olaan sesuai
dengan kontrak yang ada.

Daam menetapkan Badan Pengelola oleh Perhimpunan Penghuni yang
harus diputuskan oleh Rapat Umum Anggota disamping menetapkan model
Pengelolaan, juga menetapkan besarnya biaya/iuran pengelolaan dan bagaimana
penggunaan iuran pengel olaan yang diterima dari Anggota. Rapat Umum Anggota
dapat memilih apakah:

a. memberikan mandat kepada Pengurus untuk memilih dan menetapkan suatu
Badan Hukum yang akan ditugasi sebagai Konsultan Pengelolaan atau sebagai
Badan Pengelola; atau

b. akan memilih langsung dari calon calon yang digjukan oleh Pengurus.

Model pengelolaan dengan membentuk  Unit Pengelolaan sulit
dilaksanakan oleh Perhimpunan Penghuni jika yang akan menjadi objek
pengelolaan adalah suatu Lingkungan Rumah Susun yang dilengkapi dengan
objek kepemilikan bersama yang cukup kompleks dan memerlukan orang-orang
yang professional. Jika Perhimpunan Penghuni memilih model ini maka Pengurus
harus didampingi dengan konsultan yang mempunyal keahlian sebagai Building
Manager. Buliding Manager inilah yang sehari-hari melaksanakan kegiatan
building management yang antara lain membentuk satuan-satuan kerja untuk
melakukan pengelolaan. Kegiatan pengelolan yang dilakukan oleh Unit
Pengelolaan inilah yang harus dipertanggung jawabkan Pengurus kepada Rapat

Umum Anggota.

2.2 Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun Apartemen Setiabudi
Residences

PT. Jakarta Setiabudi Internasional Thk (PT. JSI) adalah suatu badan
hukum publik yang bergerak dibidang properti yanng berkedudukan di Jakarta
Selatan. PT. JSI telah berpengalaman dalam pembangunan high rise building baik
untuk hunian maupun non hunian (selanjutnya disebut “Pengembang’). Pada
tahun 2005, Pengembang membangun suatu lingkungan pemukiman dalam
bentuk bangunan bertingkat yang terdiri dari 2 (dua) tower yang terletak di Jalan
Setiabudi Selatan Raya Nomor 1, Kuningan, Jakarta Selatan, yang dikenal dengan
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nama Setiabudi Residences. Pembangunan pemukiman tersebut dilakukan diatas
sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 328/Karet Kuningan, yang Hak Guna
Bangunannya akan berakhir pada tanggal 19-07-2018 (sembilan belas Juli dua
ribu delapan belas), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Karet Kuningan,
seluas 7.360 M2 (tujuh ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) seperti diuraikan
dalam Gambar Situasi tanggal 11-03-1996 (sebelas Maret seribu sembilan ratus
sembilan puluh enam) Nomor 1128/1996, yang peruntukannya sesual dengan
rencana kota.

Peraturan pemerintah DKI Jakarta menetapkan bahwa setiap pemilikan
tanah dengan luas 5000 m2 atau lebih harus memiliki SIPPT yang dikeluarkan
olen Gubernur DKI Jakarta. Penggjuan permohonan SIPPT harus memenunhi
Syarat-syarat sebagai berikut:

1. Surat permohonan, ditujukan kepada Gubernur
Mengis formulir yang tersedia
Proposal rancang bangunan ( 3 Dimensi )

Rekomendasi Kanwil BPN Provinsi DK Jekarta

K etetapan rencana kota dari Sudin tata kota

Foto lokas yang dimohon

Referensi sumber pembiayaan ( Bank atau lainnya)

© N o g b~ w0 DN

Surat pernyataan bersedia mematuhi ketentuan yang ada dalam butir —
butir SIPPT diketahui oleh Notaris.

Sebelum pembangunan Apartemen Setiabudi Residences dilakukan,
Pengembang telah memperoleh SIPPT atas tanah tersebut sebagaimana ternyata
dari surat yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
pada tanggal 04-04-1996 (empat April seribu sembilan ratus sembilan puluh
enam) Nomor 895/1.711.5.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan,
ljin Penggunaan Bangunan Dan Kelayakan Menggunakan Bangunan Di Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk setiap kegiatan pembangunan bangunan di
wilayah DKI Jakarta, masyarakat terlebih dahulu harus mengurus dan
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memperoleh IMB. ljin Mendirikan Bangunan adalah ijin yang diberikan oleh
Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu
bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan
sesuai dengan rencana Tata Ruang yang berlaku, sesuai dengan Garis Sempadan
Bangunan (GSB), sesuai Garis Sempadan Sungai (GSS), sesuai Koefisien Dasar
Bangunan (KDB), sesuai Koefisien Luas Bangunan (KLB), sesuai dengan syarat-

syarat keselamatan yang ditetapkan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Adapun maksud pemberian IMB adalah untuk :

a. Pembinaan
Pembangunan sebuah bangunan memerlukan pembinaan. [IMB
dimaksudkan agar lembaga yang berwenang dapat membina orang atau
badan yang bermaksud membangun agar dapat membangun dengan benar
dan menghasilkan bangunan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
berlaku.

b. Pengaturan
Bangunan-bangunan perlu diatur. Pengaturan bertujuan agar menghasilkan
sesuatu yang teratur. Pembangunan perlu memperhatikan peraturan-
peraturan yang berlaku. Jarak dari jalan ke bangunan, |uas ruang terbuka,
dan lain-lain perlu diatur. Tanpa pengaturan, bangunan-bangunan akan
semakin semrawut dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku.

c. Pengendalian.
Pembangunan perlu dikendalikan. Tanpa pengendalian, bangunan-
bangunan bisa muncul dimana-mana seperti jamur tanpa memperhatikan
peraturan yang berlaku. Lahan yang dimaksudkan menjadi taman bisa sgja
diubah menjadi rumah tanpa pengendalian. Selain itu lgu pembangunan
perlu diperhatikan. Pembangunan yang begitu pesat juga bisa membawa
dampak buruk bagi lingkungan.

d. Pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan oleh orang pribadi atau
badan.
IMB juga dimaksudkan agar segala kegiatan pembangunan sudah disetujui

oleh lembaga yang berwenang dan mematuhi semua peraturan yang
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berlaku. Jadi, rencana pembangunan perlu disetujui terlebih dahulu
sebelum bisa diwujudkan.

Sedangkan tujuan pemberian IMB adalah untuk :

a. Méelindungi kepentingan umum
Kegiatan pembangunan yang bisa merusak lingkungan bisa sgja ditolak.
Terjaganya lingkungan juga merupakan kepentingan umum. Misalnya,
kantor tak bisa begitu sgja dibangun di atas lahan hijau, tidak boleh ada
rumah yang dibangun di pinggir sungai. Semua itu terjadi karena
pembangunan yang dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum
masyarakat.

b. Memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut
retribus sebagal salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi,
segala bentuk pembangunan yang sudah mendapat IMB juga menyumbang
pendapatan daerah. Semakin besar pembangunan berarti daerah itu juga
akan mendapatkan pemasukkan yang berarti.

c. Selain itu, tujuan diperlukannya IMB adalah juga untuk menjaga
ketertiban, keselarasan, kenyamanan, dan keamanan dari bangunan itu
sendiri terhadap penghuninya maupun lingkungan sekitarnya. Selain itu
IMB juga diperlukan dalam pengajuan kredit bank.

Untuk mendapatkan IMB, pemohon harus datang ke Suku Dinas (Sudin)
Pengawasan Pembangunan Kota Wilayah setempat, di mana bangunan itu akan
didirikan, untuk mengajukan permohonan IMB. Syarat-syarat atau dokumen yang
harus dilengkapi oleh pemohon selain dari melengkapi berkas permohonan
adalah:

a. Form PIMB yang sudah diisi lengkap.

b. 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP Pemohon yang masih berlaku.

C. 1(Satu) Lembar Foto Copy Surat K eterangan Status Wajib Pajak

d. 1 (Satu) Lembar Foto Copy SIPPT.

e. 3(Tiga) Set Foto Copy Sertipikat tanah yang sudah dilegalisir Notaris.

f. 8 (Delapan) Set Gambar Arsitek.
1 (satu) Set Gambar TPAK Adli + 8 Set Blue Print.

Q@
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h. 2 (dua) Lembar Keterangan Rencana KotalKRK (advis planning) Adli dan

8 (Delapan) Set blue print yang sudah di tanda tangani Kasudin+Kadis.

i. 2 (dua) Lembar Rencana Tata Letak Bangunan/RTLB (Blok plan) + 8
(Delapan) Set Blue Print yang sudah ditanda tangani oleh kasudin dan
kadis.

Proses, tahapan dan persyaratan pengurusan IMB adalah sebagai berikut:

Sidang TPAK (Tim Penilai Arsitektur Kota)

a

b
C.
d

- o

g.
h.

1 (satu) lembar Keterangan Rencana Kota (Advis Planning).

. 1 (satu) lembar Blok Plan asli khusus untuk konsultasi TPAK.

1 (satu) lembar foto udara.

. 3 (tiga) set gambar Arsitektur sesuai dengan ketentuan dan

ditandatangani oleh pemegang SIBP A.

3 (tiga) set gambar Perspektif Proyek ukuran A3 berwarna.
SIBP A Arsitek yang sudah dilegalisir dan masih berlaku.
Rekomendasi AMDAL dari BPLHD Propinsi DKI Jakarta.
Sidang TPAK, Konsultasi Arsitek harus hadir (pro aktif).

Sidang TPKB (Tim Penilai Konstruksi Bangunan)

a

b.

d.

3 (tiga) set hasil Soil Test.

5 (lima) set gambar dan perhitungan struktur bawah (pondasi) dan
struktur atas (harus ditandatangani pemegang SIBP struktur A)

Photo Copy SIBP Struktur A & Geoteknika A yang masih berlaku dan
dilegalisir.

Konsultan Struktur harus pro aktif.

Sidang TPIB (Tim Penilal Instalas Bangunan)

a

5 (lima) set gambar dan perhitungan struktur bawah (pondasi) dan
struktur atas (harus ditandatangani pemegang SIBP struktur A).
Photo Copy SIBP M&E (A) yang masih berlaku dan dilegalisir yang
terdiri atas:

i. Bidang Listrik Arus Kuat (LAK).

ii. Bidang Listrik Arus Lemah (LAL).
iii. Bidang TataUdara Gedung (TUG).
iv. Bidang Sanitasi Drainase dan Plumbing (SDP).
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v. Bidang Transportasi Dalam Gedung (TDG).

Setelah proses dan sidang tersebut dijalankan dan telah memenuhi
persyaratan yang meliputi aspek pertanahan, aspek planologis, aspek teknis, aspek
kesehatan, aspek kenyamanan dan aspek lingkungan maka IMB bisa diterbitkan.
IMB diterbitkan berupa Surat Keputusan dengan lampiran:

a. keterangan dan Peta Rencana Kota;
b. Gambar arsitektur;
c. perhitungan dan gambar struktur dan atau instalas dan perlengkapannya

(bilaada); serta

d. Bukti Pengawasan Pelaksanaan Bangunan.

Untuk menerbitken IMB diperlukan waktu untuk pemeriksaan dan
penelitian secara administratif dan teknis. Mengingat keinginan masyarakat untuk
dapat melakukan pembangunan secepatnya maka Dinas menerbitkan dan
memberikan 1zin Pendahuluan (IP) yang dapat dipaka untuk melaksanakan
kegiatan membangun. Dengan dikeluarkannya [P tersebut, penyelenggara
pembangunan diijinkan untuk membangun sampai dengan tahap-tahap pekerjaan
tertentu (misalnya sampa dengan pekerjaan pondasi, dan lain-lain). Dasar
acuannya adalah Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor: 147
Tahun 2000, tentang Pendel egasian Wewenang Pelayanan Penetapan Keterangan
Rencana Kota (KRK) dan Penetapan |zin Pendahuluan (1P) Mendirikan Bangunan
pada seksi P2K Kecamatan.

Berdasarkan  ketentuan tersebut, sebagai langkah awa proses
pembangunan lingkungan pemukiman Apartemen Setiabudi Residences tersebut,
Pengembang telah memperoleh ljin Pendahuluan (IP) yang dikeluarkan oleh
Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kepala Dinas Penataan
Dan Pengawasan Bangunan Propinsi DKI Jakarta, tanggal 14-06-2005 (empat
belas Juni dua ribu lima), Nomor 41/1P-STR/V1/2005). Berdasarkan IP tersebut,
Proses awa pembangunan dilakukan padatanggal 1 Januari 2005 oleh kontraktor
“SHMZ’. Setelah pembangunan berlangsung 6 (enam ) bulan, barulah [jin
Mendirikan Bangunan (IMB) diperoleh, yaitu pada tanggal 09-12-2005 (sembilan
Desember dua ribu lima), berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 13730/IM B/2005.
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Setelah desain gambar selesai dan proses pengagjuan perijinan kepada
intansi yang berwenang dilakukan, Pengembang melakukan pre-selling sebagai
market test guna mengetahui respon dari pasar terhadap produk yang akan
dibangun. Walaupun Pasal 18 ayat (1) UURS menetapkan bahwa satuan rumah
susun yang telah dibangun baru dapat dijual untuk dihuni setelah mendapat izin
layak huni dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Akan tetapi dengan
berkembangnya kebiasaan pemasaran properti sebelum bangunan selesai
dibangun atau bahkan masih dalam tahap perencanaan, pemerintah merespons hal
tersebut dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat
Nomor: 11/KPTS/1994, dimana satuan rumah susun yang masih dalam tahap
pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem pemesanan dengan cara jua-beli
pendahuluan melalui suatu perikatan jual beli satuan rumah susun.

Berdasarkan hal tersebut, setelah Pengembang memperoleh IP telah dari
peabat yang berwenang, mulailah Pengembang melakukan kegiatan penjualan
secara terbuka dan menerbitkan surat pesanan. Hal ini dilakukan untuk
mendapatkan dana murah untuk membiaya pembangunan rumah susun atau lebih
dikenal dengan istilah self financing. Pembiayaan yang diperoleh dari pembeli
dapat berupa dana tunai (cash) maupun pembiayaan dari perusahaan perbankan
(Kredit Pemilikan Apartemen / KPA).

Setiap pembeli yang ingin melakukan pembelian satuan rumah susun
Apartemen Setiabudi Residences yang akan dibangun harus menandatangani
Surat Pesanan (Konfirmasi Unit Apartemen) yang beris informasi umum yang
disetujui bersama tentang:

1. data pembeli (nama, alamat, nomor telepon, email);
yype unit dan lokasi/lantai satuan rumah susun yang dipesan;
nomor lantai dan tipe satuan rumah susun;
hargajual satuan rumah susun;
cara pembayaran;

o g b~ W N

dan syarat-syarat tentang pengaturan pesanan,
Rumah susun Apartemen Setiabudi Residences terdiri dari 2 (dua)

bangunan rumah susun (Tower) , yang masing-masing terdiri dari 28 (dua puluh
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delapan) lantai dan 30 (tiga puluh) lantai, 3 (tiga) Basemen serta terdiri dari 300
unit satuan rumah susun dengan rincian sebagai berikut:
a Unit2kamar : 144 unit dengan luasan antara 73, 75, 76, dan 99 meter
persegi netto.
b.Unit 3kamar : 156 unit dengan luasan antara 126, 127, 128, dan 132
meter persegi netto.

Untuk kepentingan penjualan, luas satuan rumah susun yang digunakan
oleh Pengembang adalah luas semigross. Selisih luas semigross dengan luas netto
tidak lebih dari 10%. Didalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Pengembang dan
Pembeli telah setuju dan sepakat untuk tidak melakukan tuntutan atau klaim
apapun juga terhadap Luas Netto satuan rumah susun yang tercantum di dalam
Sertipikat HM SRS yang akan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat.

Harga Pengikatan yang dikeluarkan oleh Pengembang sudah termasuk :
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
b. Pgak Penghasilan (PPh) sehubungan dengan pengalihan atas Unit

Apartemen yang besarnya sesual dengan ketentuan yang berlaku.

Biaya pengurusan 1zin Mendirikan Bangunan (IMB).

d. Biayapengurusan ljin Penggunaan Bangunan (IPB);
e. Biaya pengurusan gambar Pertelaan Satuan Rumah Susun atas Unit

Apartemen dan pengesahannya pada Instans Y ang Berwenang, termasuk

pembuatan pemecahan Sertipikat Satuan Rumah Susun atas nama

Pengembang;

—h

Line teleepon dan Air Conditioner (AC);
Penyambungan daya listrik;

J o«

Biaya tempat parkir mobil;

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai dengan tahun 2006 (dua ribu
enam).

Setelah Pembeli melakukan pembayaran sebesar 30% (tiga puluh persen)
dari nilai transaksi, maka Pengembang akan menjadwalkan penandatanganan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dihadapan Notaris. Apabila dibutuhkan,
sebelum penandatangan akta tersebut, pembeli diberi kesempatan untuk
mempelgari draft PPJB yang akan ditandatangani. Segala pertanyaan dan

Universitas Indonesia

Permasalahan hukum..., Lina Rahmasari Harahap, FH Ul, 2011.



63

masukan sehubungan dengan draft PPJB tersebut akan didiskusikan dan
diselesaikan secara musyawarah oleh Pengembang bersama-sama dengan pembeli
sebelum penandatanganan PPJB tersebut di hadapan Notaris. Sedangkan untuk
pelaksanaan jua beli dihadapan PPAT, terlebih dahulu harus memenuhi
persyaratan adanya akta pemisahan atas satuan-satuan rumah susun untuk
pembuatan sertipikat hak milik atas satuan rumah susun oleh kantor pertanahan
kabupaten/kotamadya yang bersangkutan.

Di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli disebutkan bahwa Pengembang
harus menyelesaikan pembangunan rumah susun pada tanggal 31 Desember 2006
(selanjutnya disebut “Tanggal Penyelesaian”). Dalam hal Pengembang tidak dapat
menyerahkan satuan rumah susun pada Tanggal Penyelesaian, maka Pengembang
diberi perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan. Apabila setelah lampaunya
perpanjangan waktu 3 (tiga) bulan tersebut belum juga dapat diserah terimakan,
maka Pengembang akan diberi perpanjangan waktu lagi selama 3 (tiga) bulan
serta dikenakan denda sebesar 3% (tiga persen) dari harga pengikatan yang telah
diterima oleh Pengembang. Namun, apabila pembeli ingin membatalkan
pembelian unit satuan rumah susun yang telah dipesannya, Pengembang akan
mengembalikan semua uang yang telah dibayarkan oleh pembeli tersebut
ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun yang dihitung dari tanggal-
tanggal penerimaan uang. Sedangkan paak-pajak yang berkaitan dengan
pembelian satuan rumah susun yang telah dibayarkan kepada Kas Negara tidak
dapat dikembalikan.

Akta jua beli atas satuan rumah susun baru dapat dilaksanakan di
hadapan PPAT apabila pembeli telah melunasi seluruh pembayaran harga
pengikatan dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan rumah susun tersebut,
menandatangani Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun dan membayar
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sebelum penandatanganan akta jua beli hak milik atas satuan rumah
susun dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pengembang, dapat dialihkan
kepada pihak lain dengan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 5.000.000,-
(lima juta Rupiah). Sedangkan untuk pengalihan kepada keluarga dengan garis
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keturunan satu dergjat baik keatas maupun kebawah tidak dikenakan biaya
administrasi.

Pada fase akhir masa konstruksi dimana seluruh fasilitas gedung telah
berfungs dimana fasilitas Mekanikak Elektrikal (ME), genset, listrik, system
alarm, instalas pemadaman api, hydran, lift instalas air bersih dan buangan air
kotor telah selesai, secara pardel SHMZ selaku kontraktor utama mengajukan
permohonan |jin Penggunaan Bangunan (IPB) kepada instans terkait. IPB adalah
ijin yang diterbitkan untuk menggunakan bangunan, setelah bangunan dimaksud
selesai dilaksanakan dan telah dinilai layak dari segi teknis dan sesuai ketentuan
dalam klausul-klausul dan ketentuan yang disebutkan dalam IMB yang telah
diterbitkan. Setiap bangunan yang telah selesai dibangun sebelum digunakan atau
dihuni harus terlebih dahulu mempunya 1PB. IPB diterbitkan dengan masa
berlaku 5 tahun untuk bangunan umum dan 10 Tahun untuk bangunan rumah

tinggal.

K elengkapan persyarat pengajuan |PB adal ah sebagal berikut:

1. Beritaacaratelah selesainya pelaksanaan bangunan dan sesuai IMB

2. Laporan Direksi Pengawas lengkap (1 set) yang terdiri dari :

a. Fotokopi Surat Penunjukan Pemborong dan Direksi Pengawas berikut
Koordinator Direks Pengawasnya;

b. Fotokopi TDR Pemborong dan surat izin bekerja Direksi Pengawas ;

c. Laporan lengkap Direks Pengawas sesual tahapan kegiatan ;

d. Surat Pernyataan dari Koordinator Direksi Pengawas bahwa bangunan
telah selesai dilaksanakan dan sesuai IMB.

3. Fotocopy IMB (1 set) yang terdiri dari :

a Surat Keputusan IMB ;
b. Keterangan dan Peta Rencana Kotalampiran IMB ;
c. Gambar arsitektur lampiran IMB.

4. Untuk bangunan tinggi, selain dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam angka 1 /d 3, harus dilengkapi juga dengan Rekomendasi dan Berita
Acara dari Instans terkait tentang hasil uji coba instalasi dan perlengkapan
bangunan, yang meliputi :

a. Instalas Listrik Arus Kuat dan Pembangkit Listrik Cadangan/Genset,
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b. Instalasi Kebakaran (system alarm, instalasi pemadaman api, hydran, dsb.)
c. Instaas Transportasi Dalam Gedung (Lift),
d. Instaas Air Bersih (+Sumur Dalam) dan Buangan Air Kotor.

5. Foto bangunan,

6. Foto perkuatan utk keamanan bangunan parkir (Penahan ban mobil, railing
dan atau parapet).

7. Foto Sumur Resapan Air Hujan (SRAH) yang telah dilaksanakan disertai
gambar SRAH, ukuran dan perhitungan kebutuhan dan pelaksanaannya.

Setelah  berkas-berkas tersebut diatas lengkap, penyelenggara
pembangunan dalam hal ini diwakili oleh kontraktor mengajukan ke Suku Dinas
Penataan dan Pengawasan Bangunan wilayah Kotamadya setempat. Suku Dinas
akan membuat laporan dan rekomendasi kepada Dinas Penataan dan Pengawasan
Bangunan Provins untuk penerbitan IPB. Petugas Dinas bersama petugas Suku
Dinas akan melakukan survel dan pemeriksaan bangunan sesual dengan data-data
yang telah digjukan, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

Permohonan IPB dig ukan berbarengan dengan pekerjaan finishing dengan
alasan agar tenggat waktu penyelesaian pembangunan dapat sesuai dengan waktu
yang telah disepakati oleh para pihak dan agar tidak merugikan pembeli. IPB atas
Rumah Susun Setiabudi Residences dikeluarkan oleh pemerintah setempat pada
tanggal 27-12-2006 (dua puluh tujuh Desember dua ribu enam), berdasarkan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor
2981/1PB/2006.

Setelah IPB diperoleh, maka proses serah terima satuan rumah susun
kepada para Pembeli dapat dilaksanakan. Pengembang mulai mengundang para
pembeli untuk melakukan serah terima satuan rumah susun dengan mengirimkan
Surat Pemberitahuan Penyerahan pada akhir bulan Januari 2007. Proses serah
terima mulai dilakukan pada awa bulan Februari 2007 secara bertahap sesuai
dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pengembang.

Syarat serah terima satuan rumah susun adalah apabila Pembeli telah
melunasi seluruh kewgjiban pembayarannya. Dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung dari tanggal Surat
Pemberitahuan Penyerahan, antara Pengembang dan Pembeli harus ditandatangani
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Berita Acara Serah Terima. Apabila dalam jangka waktu tersebut Pembeli tidak
hadir untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima unit, maka Pembeli
dianggap telah menerima satuan rumah susun yang dibelinya dalam keadaan baik.

Daam ha tersebut, Pengembang akan menandatangani Berita Acara Serah

Terima tersebut atas nama Pembeli selaku kuasanya sebagaimana Pembeli telah

memberikan kuasa untuk itu didalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang telah

ditandatangani. Dengan demikian seluruh hak dan kewagjiban atas satuan rumah
susun tersebut telah beralih kepada Pembeli kecuali pada satuan rumah susun
tersebut masih terdapat kekurangan atau cacat yang perlu diperbaiki, atau terjadi
ketidak sesuaian dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam Perjanjian

Pengikatan Jual Béeli.

Segjak tanggal penyerahan atau di tandatanganinya Berita Acara Serah
Terima Unit, maka segala resiko atas satuan rumah susun beralih kepada Pembeli
dan Pengembang tidak mempunyai tanggung jawab lagi terhadap satuan rumah
susun tersebut, kecuali untuk 3 (tiga) bulan masa pemeliharaan terhadap cacat
bailk yang kelihatan maupun yang tersembunyi dan/atau tidak berfungsinya
fasilitas-fasilitas di dalam satuan rumah susun. Perbaikan yang dilakukan oleh
Pengembang untuk memperbaiki cacat atau tidak berfungsinya fasilitas tersebut
dengan ketentuan:

a. Kewagjiban tersebut hanya terbatas pada cacat atau kerusakan konstruksi yang
disebabkan oleh bahan bangunan dan/atau pelaksanaan pekerjaan yang tidak
memenuhi spesifikasi;

b. Kerusakan-kerusakan dan/atau tidak berfungsinya fasilitas satuan rumah susun
tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan Pembeli; dan

c. Pembeli belum mengadakan perubahan dan/atau perbaikan dalam bentuk
apapun terhadap Unit Apartemen yang bersangkutan.

Berkaitan dengan serah terima satuan rumah susun yang telah selesai
dibangun, dimana pembeli melakukan pembelian secara bertahap/cicilan dan
belum melunasi pembayaran, Pengembang memberikan peluang bagi pembeli
tersebut untuk melakukan serah terima satuan rumah susun yang dibeli dengan

menggunakan format Perjanjian Penjam Pakai yang intinya beris tentang:
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1. Para pihak dengan tegas mengakui bahwa Unit Apartemen tersebut mash
merupakan milik Pengembang, sampai pembeli melakukan pelunasan
pembayaran dan ditandatanganinya Akta Jual Beli dihadapan PPAT;

2. Terhitung sgak tangga pinjam paka seluruh pajak, iuran, biaya dan beban
lain termasuk tapi tidak terbatas pada service charge, sinking fund, Pagjak
Bumi dan Bangunan (PBB), biaya pemakaian rekening listrik, air, telepon,
keamanan, kebersihan dan iuran-iuran lainnya, menjadi beban dan wgjib
dibayar oleh pembeli/penerima pinjam pakai.

3. Pengembang sewaktu-waktu dapat membatalkan secara sepihak perjanjian
pinjam pakai apabila akta PPJIB menjadi batal atau dibatalkan karena sebab
atau alasan apapun atau apabila pembeli/penerima pinjam paka tidak
melunasi angsuran pembayaran berdasarkan ketentuan dalam akta PPJB;

4. Perjanjian pinjam pakai dibuat di bawah tangan.

Para pemilik/penghuni satuan rumah susun harus sudah membentuk
Perhimpunan Penghuni dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sgjak Tanggal
Selesai Pembangunan. Dalam ha para pemilik/penghuni gagal melakukan
kewajibannya tersebut, maka Pengembang untuk dan atas nama Pemilik berhak
membentuk Perhimpunan Penghuni dalam waktu secepatnya.

Selama Perhimpunan Penghuni belum terbentuk secara sah, maka Pembeli
terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima setuju untuk
menunjuk Pengembang atau pihak yang ditunjuk oleh Pengembang sebagai
pengelola sementara. Dan Pembeli setuju untuk tunduk pada Perjanjian
Pengelolaan dan mentaati semua peraturan tata tertib Apartemen yang akan
diberlakukan oleh pengel ola sementara Perhimpunan Penghuni.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 64 PP Nomor 4 Tahun 1988, dimana
Perhimpunan Penghuni dibenarkan menunjuk Badan Pengelola yang profesional
untuk melakukan tugas pengelolaan atas satuan rumah susun, maka guna menjaga
kwalitas dan memberikan service yang baik kepada para pembeli rumah susun
Setiabudi Residences, Pengembang menunjuk PT. Pl yang mempunyai
pengalaman dalam pengelolaan apartemen sebagai Badan Pengelola yang
bertanggung jawab terhadap pengelolaan sehari-hari Apartemen Setiabudi
Residences.
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Dalam tahap awa penghunian, biaya pengoperasian rumah susun menjadi
tanggung jawab Pengembang. Biaya pengelolaan yang terdiri dari service charge
dan sinking fund mulai ditagihkan sejak tanggal 1 April 2007 kepada para pemilik
satuan rumah susun yang telah melakukan serah terima fisk satuan rumah
susunnya. Besarnya biaya service charge adalah Rp. 13.500/m2 (tiga belas ribu
lima ratus rupiah per meter persegi) dan sinking fund sebesar Rp. 1.500/m2
(seribu lima ratus rupiah per meter persegi). Disamping biaya-biaya tersebut
diddlam PPJB disebutkan bahwa sedlama Pengembang sebagai pengelola
sementara rumah susun tersebut, maka pembeli wajib memberikan uang jaminan
pengelolaan yang besarnya setara dengan 3 (tiga) bulan biaya pengelolaan
(service charge dan sinking fund). Adapun fungsi dari uang jaminan pengelolaan
tersebut adalah sebaga tabungan para Pemilik yang dititipkan kepada
Perhimpunan Penghuni Sementara untuk membayar biaya pengelolaan atau biaya
lainnya yang terhutang atas satuan rumah susun milik masing-masing Pembeli
apabila para Pembeli tersebut lalai atau sedang berada di luar kota, sehingga tidak
dapat melakukan pembayaran. Apabila uang jaminan tersebut terpakai untuk
membayar kewagjiban terhutang Pemilik, maka Pemilik wajib mengembalikan
uang jaminan yang terpakai tersebut kedalam jumlah semula sehingga uang
jaminan tersebut akan tetap ada dalam jumlah penuh.

Undang-Undang mewajibkan Pengembang, sebagai penyelenggara
pembangunan untuk bertindak sebagai Perhimpunan Penghuni Sementara sampai
terbentuknya Perhimpunan Penghuni yang defenitif dan membantu menyiapkan
terbentuknya Perhimpunan Penghuni yang sebenarnya. Sebelum dilakukan
pembentukan Perhimpunan Penghuni, pada bulan April 2009, Pengembang telah
menyampaikan surat kepada para Pembeli tentang kewagjiban pembentukan
Perhimpunan Penghuni dengan melampirkan formulir calon pengurus yang akan
diusulkan oleh para Pembeli serta draft Anggran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga. Untuk memperlancar pelaksanaan pembentukan Perhimpunan Penghuni,
Pengembang menunjuk konsultan properti yaitu PT CB untuk membantu
Pengembang dalan melaksanakan pembentukan Perhimpunan Penghuni

definitive dan mendapatkan persetujuan dari Gubernur DK Jakarta.
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Pelaksanaan Rapat Umum Anggota yang pertama untuk membentuk
Perhimpunan Penghuni dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2009, pukul 14.00 di
Sky Lounge Setiabudi Residences. Undangan rapat di kirimkan kepada seluruh
Pembeli 14 (empat belas) hari sebelum diadakannya rapat dengan melampirkan
draft surat kuasa untuk Pembeli yang tidak dapat menghadiri rapat tersebut.
Salah satu agenda dalam rapat umum tersebut adalah pengesahan Susunan
Pengurus Perhimpunan Penghuni. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ketentuan
Pasal 57 ayat (1) PP No. 4 Tahun 1988 menyatakan bahwa anggota Pengurus
Perhimpunan Penghuni dipilih berdasarkan asas kekeluargaan oleh para anggota
perhimpunan melalui Rapat Umum Perhimpunan Penghuni yang khusus diadakan
untuk keperluan tersebut.
Dan berdasarkan Pasal 1 butir (9) Peraturan Menteri Negara Perumahan
Rakyat Nomor 15/PERMEN/M/2007 Tentang Tata Laksana Pembentukan
Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik, yang dimaksud dengan
Pengurus adalah kumpulan orang yang ditunjuk dan diberi amanat oleh anggota
Perhimpunan Penghuni untuk menyelenggarakan dan mengelola Perhimpunan
Penghuni.
Syarat untuk menjadi pengurus ialah para penghuni atau para wakilnya
yang sah menurut hukum dan memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu:*°
1. Warga Negara Indonesia yang setia pada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.

2. Berdomisili di rumah susun.

3. Berstatus sebagai penghuni yang sah di rumah susun.

4. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga yang sah di rumah
susun.

5. Mempunyai pengetahuan dan ketrampilan kerja yang baik.

6. Mampu bekerja sama dengan sesama Pengurus Perhimpunan Penghuni rumah
susun lainnya.

7. Mampu berinisiatif dan mencari sumber dana, baik dari dalam maupun di luar,

guna kebutuhan dan kepentingan penghuni rumah susun.

%Arie S. Hutagalung, Kondominium dan Permasalahannya: edisi Revisi, cet 2 (Depok:
Badan Penerbit Fakultas Hukum Univ Indonesia, 2002) hal. 89.
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Mengacu pada persyaratan tersebut diatas, Perhimpunan Penghuni
Sementara telah menyarankan kepada para Pemilik untuk memilih calon pengurus
Perhimpunan Penghuni yang benar-benar tinggal di Apartemen Setiabudi
Resedences.

Kewenangan dan kewajiban pengurus Perhimpunan Penghuni menurut SK
Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Badan Kebijaksanaan dan
Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional No.
6/KPTS/BKP4N/1995, tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun,
adalah sebagai berikut:*!

1. Kewenangan pengurus :

a. Pengurus berwenang untuk membuat dan merubah aturan tata tertib dan
pengelolaan penghunian serta menentukan kebijaksanaan sesuai dengan
Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga perhimpunan penghuni.

b. Pengurus berwenang untuk melakukan peringatan, teguran dan tindakan
lain terhadap penghuni yang melanggar atau tidak menaati aturan
Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, aturan tata tertib,
keputusan rapat umum, keputusan rapat pengurus dan perjanjian dengan
badan pengelola

c. Ketuadan sekretaris mewakili perhimpunan penghuni di dalam dan di luar
Pengadilan tentang segala hal, dan segala keadian, sesuai dengan
Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga perhimpunan penghuni
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjalankan segala
tindakan bailk mengenai pengurusan maupun yang mengena pemilikan
dalam ruang lingkup pengel olaan rumah susun tersebut.

2. Kewajiban dari pengurus:

a Memberikan pertanggungjawaban kepada Rapat Umum Perhimpunan
Penghuni.

b. Menyampaikan laporan kepada Perhimpunan Penghuni secara berkala

sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun atas pekerjaan badan pengelola.

% Leks Blog, Kewenangan Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun,
http://www.hukumproperti.com/kewenangan-pengurus-per hi mpunan-penghuni-rumah-susun,
diunduh 6 Juni 2011
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c. Menyelenggarakan tugas-tugas administrass yang berkaitan dengan
masalah penghunian Perhimpunan Penghuni, mel aksanakan putusan rapat
umum perhimpunan penghuni.

d. Membina penghuni ke arah kesadaran hidup bersama, selaras, serasi, dan
seimbang dalam Perhimpunan Penghuni.

e. Mengawas pelaksanaan penghunian satuan rumah susun agar penghuni
mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga serta perikatan perjanjian dengan badan
pengelola

f. Menetapkan dan menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang telah
dilakukan oleh penghuni terhadap keputusan Rapat Umum Perhimpunan
Penghuni, keputusan rapat pengurus, Anggaran Dasar atau Anggaran
Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni serta perjanjian dengan badan
pengelola, termasuk memohon bantuan dari Kantor Dinas Perumahan,
Pemerintah Daerah, dan pihak berwajib lainnya dalam menerapkan sanksi
bagi penghuni yang tidak mematuhi tata tertib penghunian.

g. Menjain hubungan kerjasama bak secara langsung maupun tidak
langsung dengan pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan.

Sebelum rapat umum anggota itu dilaksanakan telah disosialisasikan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib penghunian yang
semuanya masih dalam bentuk draft. Draft-draft itulah yang akan menjadi rujukan
bagi para penghuni dalam rapat umum anggota dengan memberikan kesempatan
untuk mengusulkan perubahan dalam hal ini pengurangan atau penambahan draft-
draft tersebut sepanjang disetujui bersama dalam rapat yang akan diadakan untuk
itu dan hasil kesepakatan itulah yang akan menjadi rujukan para penghuni dalam
melaksanakan tata kehidupan di rumah susun. Kesempatan itu juga digunakan
untuk mengusulkan sigpa-siapa calon yang akan menjadi pengurus perhimpunan
penghuni di antara mereka.

Rapat Umum Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun
Apartemen Setiabudi Residences dibuat dihadapan Notaris Nyonya Grace Supena
Sundah Sarjana Hukum, dan telah menyetujui pembentukan Perhimpunan
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Penghuni  yang definitif, Susunan Pengurus Perhimpunan Penghuni serta
pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Rumah Susun
Apartemen Setiabudi Residences. Ketua, wakil ketua dan bendahara Perhimpunan
Penghuni dipilih dari para pemilik yang bertempat tinggal di Apartemen Setiabudi
Residences tersebui.

Dalam rapat umum tersebut, Pengembang juga menyampaikan laporan
pertanggung jawaban pengelolaan mulai dari bulan Februari 2007 sampa dengan
bulan Juni 2009 dan laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
JM. Dalam laporan keuangan tersebut tercermin bahwa Pengembang membayar
biaya service charge dan sinking fund untuk semua unit satuan rumah susun yang
belum laku terjual atau masih menjadi millik Pengembang. Rapat umum tersebut
menerima dengan baik seluruh laporan Perhimpunan Penghuni Sementara atas
pengel olaan dan pertanggung jawaban keuangan perhimpunan.

Hasil keputusan Rapat Umum Pembentukan Perhimpunan Penghuni
Rumah Susun Apartemen Setiabudi Residences tersebut dituangkan dalam Akta
Nomor 07, tertanggal 18 Agustus 2009. Dan selanjutnya Akta tersebut berikut
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga telah disahkan oleh Gubernur DK
Jakarta, Fauzi Bowo pada tanggal 9 November 2009, dengan surat Pengesahan
Akta Pembentukan Perhimpunan Penghuni Apartemen Setiabudi Residences,
Nomor 1714/2009.

Setelah Perhimpunan Penghuni terbentuk, maka segala masalah
pengurusan dan pengelolaan Rumah Susun Apartemen Setiabudi Residences
menjadi tanggung jawab Perhimpunan Penghuni tersebut. Selanjutnya secara
berkala, Pengembang melakukan serah terima seluruh perijinan, aset dan
dokumen-dokumen yang menyangkut Rumah Susun Apartemen Setiabudi

Residences tersebuit.

2.3 Pembahasan Terhadap Permasalahan Hukum dalam Pembangunan
dan Pengelolaan Rumah Susun Apartemen Setiabudi Residences

2.3.1 Permasalahan hukum dalam pembangunan Rumah Susun
Apartemen Setiabudi Residences
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Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pembangunan rumah susun baru
dapat dilaksanakan oleh Pengembang apabila Pengembang telah memperoleh
ljin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah setempat. Pembangunan rumah
susun dan lingkungannya tersebut harus dibangun dan dilaksanakan sesuai
dengan perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat sesuai
dengan peruntukannya.

Berdasarkan IMB yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang
(Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor
13730/IMB/2005, tanggal 09-12-20), lobby Rumah Susun Apartemen
Setiabudi Residences adalah lobby terbuka. Akan tetapi karena faktor
kenyamanan dan keindahan, area lobby tersebut kemudian dirubah menjadi
tertutup. Perubahan tersebut mengakibatkan perubahan layout dan tampak
gedung. Atas perubahan tersebut, tidak dilakukan perubahan atas IMB.
Menurut hemat penulis, setiap perubahan yang mengakibatkan perubahan
layout dan tampak pada gedung wajib melakukan perubahan IMB. Apabila
tidak dilakukan perubahan dan suatu waktu terjadi pemeriksaan oleh pihak
yang berwenang, kemudian ditemukan adanya ketidak sesuaian layout dan
gambar tampak gedung, maka besar kemungkinan pemilik gedung akan
dikenakan sanksi atau denda oleh pihak yang berwenang. Permasal ahannya,
apabila dikemudian hari dikenakan sanks oleh instans yang berwenang,
siapakah yang akan bertanggung jawab ataes kelalaian tersebut, Pengembang
sebagal penyel enggara pembangunan atau Perhimpunan Penghuni?
Berdasarkan ketentuan Pasal 35 PP No. 4 Tahun 1988, Pengembang wagjib
mengajukan  permohonan ljin  Penggunaan  Bangunan/IPB  setelah
menyelesaikan pembangunannya sesuai dengan perijinan yang diberikan
(IMB). Pelaksanaan pengagjuan IPB atas Rumah Susun Apartemen Setiabudi
Residences, dilakukan pada saat pekerjaan pembangunan belum selesai
seluruhnya. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu, dimana Pengembang
harus menepati jadwa penyelesaian pembangunan, sebab untuk setiap
keterlambatan penyelesaian, Pengembang akan dikenakan denda sebesar 1%
(satu persen) per bulan yang harus dibayar kepada Pembeli.

Universitas Indonesia

Permasalahan hukum..., Lina Rahmasari Harahap, FH Ul, 2011.



74

Menurut pendapat penulis, apa yang dilakukan oleh Pengembang sah-sah sgja,
walaupun peraturan menyatakan pengajuan permohonan dilakukan setelah
bangunan selesal. Syarat utama yang harus diperhatikan adalah seluruh
fasilitas utama gedung seperti listrik, generator, lift, air, fasilitas keselamatan,
saluran pembuangan air kotor dan lain-lain sudah berfungsi.

Penyelesaian pembangunan rumah susun seharusnya mengacu kepada
pembangunan rumah susun secara keseluruhan termasuk fasilitas umum dan
fasilitas sosial secara sempurna pada tanggal yang ditetapkan. Akan tetapi
penyelesaian dan serah terima Rumah Susun Apartemen Setiabudi Residences
dilakukan secara parsial dan bertahap. Pekerjaan finishing lebih diutamakan
kepada satuan rumah susun yang telah laku/terjual dan fasilitas umum gedung
seperti, lift, air, listrik, line telepon, dll. Sedangkan penyelesaian unit-unit
yang belum laku dan fasilitas umum seperti kolam renang, tempat bermain
anak dan perpustakaan dilakukan kemudian. Dengan pelaksanaan serah terima
secara bertahap tersebut, kewajiban Pengembang untuk melakukan serah
terima satuan rumah susun kepada para pembeli dapat dilaksanakan sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan, guna menghindari pengenaan bunga
keterlambatan. Akan tetapi penulis berpendapat bahwa tanggal penyelesaian
pembangunan sebagaimana dimaksud dalam PPJB adalah grey area, dapat
dilakukan multi tafsir, apakah tanggal penyelesaian pembangunan tersebut
hanya mengacu kepada selesainya pembangunan satuan rumah susun sgja atau

penyelesaian bangunan rumah susun secara keseluruhan.

2.3.2 Permasalahan hukum dalam jual-beli Satuan Rumah Susun

Apartemen Setiabudi Residences

a) Jua beli satuan rumah susun yang dilakukan oleh Pengembang adalah secara

pemesanan lebih dahulu (indent). Pada hari pemesanan pembeli yang berminat
memesan menerima dan menandatangani surat pesanan yang disiapkan oleh
Pengembang. Akan tetapi surat pesanan yang dikeluarkan oleh Pengembang
tidak memenuhi persyaratan yang terdapat didalam bagian Il butir 2 Kep
MENPERA, dimana surat pesanan tidak memuat informas tentang luas

satuan rumah susun, spesifikasi bangunan, tanggal selesainya pembangunan
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sanksi keterlambatan pembayaran, dan informasi lainnya berkenaan rumah
susun. Surat pesanan juga tidak dilampiri dengan gambar yang menunjukkan
letak pasti satuan rumah susun yang dipesan.

Menurut pendapat penulis, seharusnya isi sural pesanan mengacu

kepada Kep MENPERA. Akan tetapi surat pesanan yang dikeluarkan
Pengembang belum memuat informas yang berkaitan dengan penyelesaian
pembangunan, spesifikasi satuan rumah susun, sanks dan gambar unit yang
dibeli. Dengan demikian perlindungan hukum bagi pembeli sangat lemah
apabila Pengembang ingkar janji dikemudian hari. Lain halnya apabila jual
beli dilakukan untuk unit yang telah selesai dibangun.
Kep. MENPERA juga menyebutkan bahwa dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menandatangani Surat
Pesanan, para pihak harus menandatangani perjanjian pengikatan jual beli.
Akan tetapi pelaksanaan penandatanganan PPJB Rumah Susun Apartemen
Setiabudi Residences tidak dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender setelah menandatangani surat pemesanan, akan tetapi berdasarkan
pada ketentuan apabila pembeli telah melakukan pembayaran sebesar minimal
30% (tiga puluh persen) dari harga pengikatan sebagai man dituangkan dalam
PPJB.

Menurut pendapat penulis, apa yang dilakukan oleh Pengembang
memang tidak sesual dengan ketentuan jangka waktu penandatanganan
sebagaimana dimaksud daam Kep. MENPERA, akan tetapi aturan yang
diberlakukan oleh Pengembang dapat diterima. Sebab jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari terlalu cepat sedangkan penetapan ketentuan pembayaran sebesar
minimal 30% (tiga puluh persen) dari harga pengikatan adalah wajar dan
lazim dilakukan dalam transaksi jual-beli property di Indonesia, walaupun
sebenarnya kebiasaan tersebut merugikan bagi pembeli, karena apabila terjadi
permasalahan atas unit yang dibeli dan pembeli belum menandatangani
dokumen apapun, maka posis pembeli akan sangat lemah karena tidak ada
perjanjian yang bisa dijadikan pegangan.
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2.3.3. Permasalahan hukum dalam pengelolaan Rumah Susun Apartemen
Setiabudi Residences
a) Untuk melakukan pengelolaan kepemilikan bersama rumah susun berupa
pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan prasarana lingkungan, serta
fasilitas sosial, perlu dibentuk Unit Pengelola atau Badan Pengelola. Baik
buruknya pengelolaan suatu rumah susun tergantung dari peran serta dan
disiplin dari para pemilik/penghuni rumah susun tersebut.

Pengelolaan rumah susun erat hubungannya dengan biaya yang tidak
sedikit, dan biaya pengelolaan tersebut tidak dapat ditagihkan apabila satuan
rumah susun belum diserahterimakan kepada pemiliknya. Didalam PPJB telah
diatur bahwa setelah bangunan selesal dibangun, Pengembang akan
menyampaikan Surat Pemberitahuan Penyerahan untuk melakukan serah
terima unit dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari kalender terhitung dari tanggal Surat Pemberitahuan Penyerahan, Para
Pihak akan menandatangani Berita Acara Penyerahan. Akan tetapi didaam
pel aksanaannya banyak Pembeli yang tidak memenuhi surat panggilan untuk
serah terima. Bahkan Pengembang sampal melakukan panggilan 2 atau 3 kali
kepada Pembeli

Kendala menghadirkan Pembeli untuk serah terima juga datang dari
Pembeli yang bertujuan melakukan investasi (Investor) dan berniat untuk
menjual kembali satuan rumah susun yang dibelinya kepada pihak ketiga.
Mereka enggan untuk membayar biaya pengelolaan dan sinking fund atau
biaya-biaya lain atas satuan rumah susun yang telah mereka beli, karena
merekaingin menjual lagi kepada pihak ketiga.

Disamping itu, ada beberapa Pembeli yang enggan melakukan serah
terima dengan alasan adanya cacat (defect) atas satuan rumah susun yang
mereka pesan. Hal ini berdampak pada biaya pengelolaan dan sinking fund
yang tidak dapat ditagihkan. Sebab mereka tidak bersedia membayar biayas-
biaya tersebut sebelum perbaikan atas unit yang mereka pesan selesai
dilakukan.

Selain ha-hal tersebut diatas, ada juga pembeli yang menanggapi
panggilan tersebut akan tetapi meminta preoses erah terima di jadwal ulang.
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Penjadwalan ulang tersebut dilakukan berkali-kali. Kendala serah terima
satuan rumah susun dari Pengembang kepada Pembeli berdampak pada biaya
operasional rumah susun yang tinggi yang akan menjadi beban dan tanggung
jawab Pengembang. Semakin lama serah terima dilakukan, semakin besar
biaya yang harus ditanggung oleh Pengembang.

Munurut pendapat penulis, kesadaran para pembeli/penghuni akan hak
dan kewgjiban mereka dalam kepemilikan rumah susun masih rendah.
Mereka tidak memahami bahwa kepemilikan dalam sistem rumah susun ada 2
yaitu:

i. Kepemilikan perseorangan, yaitu atas satuan rumah susun miliknya;

Ii. Kepemilikan bersama, yaitu atas tanah bersama, benda bersama dan
bagian bersama yang dimiliki secara bersama-sama dengan pemilik
lainnya, sehingga dapat dinikmati secara bersama-sama dan karenanya
harus dirawat dan dibiayai secara bersama pula.

Bahkan ada pembeli yang dengan sengaja hendak menguntungkan
dirinya sendiri dengan tidak bersedia melakukan serah terima unit. Dengan
demikian ia tidak perlu membayar biaya pengelolaan sampai satuan rumah
susun yang mereka beli dijual kembali kepada pihak ketiga.

Hal ini tentu akan merugikan Pengembang, sebab biaya pengelolaan
atas unit-unit yang belum diserahterimakan akan menjadi tanggung jawab
Pengembang. Disamping itu, Pengembang juga harus bertanggung jawab atas
masa pemeliharaan selama 3 bulan setelah berita acara serah terima di
tandatangani, sementara masa pemeliharaan dari kontraktor telah berakhir. Hal
ini tentu akan menimbulkan biaya tambahan bagi Pengembang.

Setelah serah terima fisik satuan rumah susun dilakukan, maka seluruh hak
dan kewgjiban atas satuan rumah susun yang dibeli beralih kepada pembeli
termasuk kewajiban membayar biaya pengelolaan (service charge dan sinking
fund) dan biaya-biaya lain (jika ada). Untuk kelancaran pelaksanaan
pengelolaan, Pengembang mengenakan uang jaminan pengelolaan kepada
para pemilik. Penerapan uang jaminan pengelolaan tersebut merupakan

inisiatif dari Pengembang guna menghindari sanksi pemutusan utilitas pada
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satuan rumah susun yang pemiliknya lala melakukan pembayaran biaya
utilitas.

Menurut hemat penulis, pengenaan uang jaminan tersebut tidak lazim
untuk pengelolaan rumah susun hunian, uang jaminan umumnya diterapkan
untuk rumah susun sewa. Akan tetapi menurut pendapat penulis hal tersebut
tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena sudah disampaikan
sebelumnya dan seluruh pemilik satuan rumah susun menyetujui dan tidak ada
yang keberatan. Bahkan Perhimpunan Penghuni yang telah terbentuk tetap
meneruskan tradisi tersebut. Para pemilik beranggapan bahwa hal tersebut
akan membantu mereka dalam penyelesaian masalah pembayaran kewajiban
terhutang mereka apabila mereka lupa dalam melakukan pembayaran atau
apabila mereka berada di luar kota dalam waktu yang cukup lama, sehingga
utilitas satuan rumah susun yang mereka miliki tetap dapat terjaga dengan
baik. Pengembang tidak menghadapi kendala dalam pemungutan uang
jaminan tersebut, sebab biaya tersebut dicantumkan didalam PPJB dan telah
dijelaskan oleh Pengembang kepada pembeli sebelum PPJB ditandatangani.

Berdasarkan ketentuan UURS, kewajiban untuk membentuk Perhimpunan
Penghuni tidak hanya semata-mata berada ditangan penghuni tetapi
Pengembang juga mempunyai kewajiban untuk membantu terbentuknya
Perhimpunan Penghuni tersebut.

Pasal 67 PP Nomor 4 Tahun 1988 menyebutkan bahwa penyelenggara
pembangunan rumah susun wajib mengelola rumah susun yang bersangkutan
dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1
(satu) tahun sgak terbentuknya Perhimpunan Penghuni atas biaya
penyelenggara pembangunan.

Pengenaan biaya pengelolaan atas Apartemen Setiabudi Residences
diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 April 2007 dan ditagihkan kepada para
pembeli yang telah melakukan serah terima satuan rumah susun dan
menandatangani berita acara serah teruma unit sebagai mana ditentukan dalam
PPJB. Bagi para pembeli yang belum menandatangani berita acara serah
teruma unit, tidak dapat ditagih biaya pengelolaan, oleh karena itu beban biaya
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pengelolaan atas unit-unit yang belum diserah terimakan dan belum laku
terjual menjadi beban Pengembang.

Menurut penulis, kewagjiban Pengembang untuk mengelola rumah
susun selama minimal 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun setelah
terbentuknya Perhimpunan Penghuni atas biaya Pengembang adalah sangat
memberatkan bagi Pengembang. Adalah waar apabila Pengembang
bertanggung jawab atas biaya pengelolaan sampai dilakukannya serah terima
satuan rumah susun kepada pembeli, sebagaimana undang-undang juga
menyebutkan setelah serah terima fisik maka segala hak dan kewajiban atas
satuan rumah susun beralih sepenuhnya kepada pemilik.

2.3.4 Kendala yang dihadapi dalam pembentukan perhimpunan penghuni
Rumah Susun Apartemen Setiabudi Residences

a) Setelah 1 (satu) tahun pengelolaan, Pengembang telah merencanakan
pembentukan Perhimpunan Penghuni defetitif, tetapi tidak terlaksana karena
mengalami  kendala dalam mengumpulkan para pemilik/penghuni. Untuk
memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UURS, Pengembang
bekerjasama dengan konsultan properti dan dinas perumahan DKI Jakarta
untuk membantu melakukan pembentukan Perhimpunan Penghuni tersebuit.
Hal ini mengakibatkan Pengembang harus mengeluarkan biaya yang tidak
sedikit untuk jasa yang diberikan oleh konsultan tersebut.

Menurut hemat penulis, baik UURS ataupun PP Nomor 4 Tahun 1988
tidak menyatakan secara jelas mengenal pengaturan tenggang waktu bagi
pemegang hak atas satuan rumah susun untuk membentuk Perhimpunan
Penghuni. Para pemilik/penghuni merasa tidak berkewajiban untuk
membentuk Perhimpunan Penghuni namun undang-undang mewajibkan
Pengembang bertindak selaku Perhimpunan Penghuni Sementara dan
membantu para pemilik/penghuni untuk secepatnya membantu membentuk
Perhimpunan Penghuni definitif. Sebagai bentuk tanggung jawab Pengembang
untuk secepatnya membentuk Perhimpunan Penghuni, Pengembang menunjuk
konsultan property yang berpengalaman untuk membantu penyelenggaraan
rapat umum pembentukan Perhimpunan Penghuni, walaupun untuk itu
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Pengembang harus mengeluarkan biaya tambahan. Dan pada tanggal 18
Agustus 2009 terbentuklah Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Apartemen
Setiabudi Residences, berdasarkan Akta Nomor 07, yang dibuat dihadapan
Notaris Nyonya Grace Supena Sundah Sarjana Hukum dan telah disahkan
oleh Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo pada tangga 9 November 2009
berdasarkan surat Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Penghuni
Apartemen Setiabudi Residences, Nomor 1714/20009.

Sebelum rapat umum pembentukan Perhimpunan Penghuni dilakukan, draft
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga telah disampaikan oleh
Pengembang kepada para pembeli, namun tidak mendapat tanggapan sampai
rapat umum dilaksanakan. Pengembang akhirnya memasukkan pembahasan
draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut didalam agenda
rapat umum tersebut. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
merupakan rujukan bagi para penghuni dalam melaksanakan tata kehidupan di
rumah susun.

Salah satu hal yang patut dicermati dalam draft Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga adalah aturan mengenai voting right, dimana yang
memiliki voting right adalah pemilik, karena voting right akan berdampak
pada biaya. Mereka tidak memahami bahwa Anggaran Dasar mengatur
tentang hak dan kewgjiban pihak-pihak yang berada di dalam rumah susun,
Anggaran Rumah Tangga mengatur mekanismenya dan Tata Tertib berkenaan
dengan pengelolaan rumah susun. Oleh karena itu, peran aktif dan kehadiran
para penghuni/ pemilik dalam rapat umum sangat penting.

Proses penunjukan calon pengurus Perhimpunan Penghuni juga
mengalami  kendala. Untuk mengatas kendala tersebut, Pengembang
mengirimkan angket kepada seluruh pembeli/penghuni apakah mereka
bersedia untuk duduk sebagai pengurus atau mencalonkan pemilik/penghuni
lain sebagai pengurus. Masing-masing calon yang digukan harus
menyerahkan CV mereka kepada Pengembang untuk di sosialisasikan kepada
penghuni yang lain. Angket tersebut hanya ditanggapi oleh beberapa orang
sgja. Hal ini membuktikan bahwa para pembeli/penghuni tidak menyadari

bahwa tanggung jawab pengelolaan dan penghunian ada ditangan para
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pembeli/penghuni. Para pembeli/penghuni lebih bersifat pasif dan
menyerahkan semua permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dan
penghunian tersebut kepada Pengembang.

Menurut pendapat penulis Pengembang telah berusaha dengan
maksima untuk membentuk Perhimpunan Penghuni dan memberikan
informasi yang cukup kepada para pemilik/penghuni tentang pentingnya
segera dibentuk Perhimpunan Penghuni dan pentingnya segera disahkan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Rumah Susun tersebut. Akan
tetapi kesadaran para pemilik/penghuni masih kurang, mereka beranggapan
bahwa kewajiban pengelolaan rumah susun dan segala kel engkapannya adal ah
kewgjiban Pengembang, mereka hanya wajib membayar biaya pengelolaan
sga. Padahal UURS dengan tegas telah menyatakan bahwa penghuni rumah
susun wajib membentuk Perhimpunan Penghuni yang bertugas untuk
mengurus kepentingan bersama para pemilik dan penghuni berkaitan dengan
pemilikan dan penghuniaannya. Perhimpunan Penghuni yang terbentuk
merupakan suatu badan hukum, yang susunan organisasi, hak dan
kewgjibannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
dan berhak mewakili para pemilik/penghuni baik di dalam maupun diluar
pengadilan.

Dalam hal Perhimpunan Penghuni belum terbentuk, maka rumah
susun akan dikelola oleh Pengembang dengan mengikuti semua aturan dan
ketentuan yang ditentukan oleh Pengembang, sehingga membuka peluang
adanya pelanggaran hak-hak para pemilik/penghuni.

Suksesnya pelaksanaan rapat umum ditentukan oleh jumlah kehadiran para
penghuni/pemilik. Apabila penghuni/pemilik yang diundang sedikit yang
hadir, harus dilakukan pengundangan kembali, maka ini menyangkut
pemborosan biaya. Hal ini dapat mengakibatkan tidak terlaksananya rapat
umum. Oleh karena itu, didalam undangan rapat, Pengembang telah
mencantumkan tatatertib rapat, dimana apabilajumlah pemilik/penghuni yang
hadir untuk pertama sekali tidak cukup atau kurang dari 50%, akan ditunda
selama 2 kali 30 (tiga puluh) menit, lalu berapapun jumlah pemilik/penghuni
yang hadir, maka rapat dapat dilaksanakan dan berhak mengambil keputusan
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yang mengikat. Sebab jika tidak demikian maka rapat tidak akan pernah bisa
dilaksanakan.

Temuan penulis, daam rapat umum pebentukan Perhimpunan
Penghuni kehadiran pemilik/penghuni adalah 28.98% dari seluruh Nilai
PerbandingN Proporsional. Kemudian rapat ditunda selama 30 (tiga puluh
menit). Setelah penundaan 30 (tiga puluh menit), rapat kembali dilanjutkan
dan jumlah korum kehadiran adalah 31,515% (tiga puluh satu komalima ratus
lima belas persen) dari seluruh Nila Perbandingan Proporsional. Kemudian
ketua rapat menunda rapat selama 30 ( tiga puluh) menit, namun terjadi
pembahasan. Dan atas kesepakatan bersama, rapat dilanjutkan dengan aasan
walau pun rapat ditunda tetap tidak akan kurang dari 50% (lima puluh persen)
dari seluruh Nilai Perbandingan Proporsional.

Menurut hemat penulis, apa yang dilakukan oleh Pengembang dan
seluruh peserta rapat pada saat itu tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sebab undang-undang tidak mengatur
korum kehadiran rapat umum pembentukan Perhimpunan Penghuni.
Pengaturan korum kehadiran terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga, dimana kedua instumen tersebut belum disahkan pada saat
dilakukannya rapat umum pembentukan Perhimpunan Penghuni. Korum yang
terdapat didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berlaku untuk
rapat pengurus Perhimpunan Penghuni dan baru akan mengikat setelah
disahkan oleh Gubernur. Oleh karena itu, ketentuan korum yang dituangkan
oleh Pengembang dalam tata tertib rapat dapat diterima, apabila tidak, dapat
dibayangkan betapa sulithya mengumpulkan para pemilik/penghuni dan
betapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh Pengembang untuk
membentuk Perhimpunan Penghuni tersebut.

Dari temuan-temuan tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa ada aturan

didalam UURS dan peraturan pelaksanaannya yang disimpangi oleh Pengembang

dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan rumah susun. Penyimpangan

tersebut disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalan PPJB atau perjanjian

lainnya, dimana hal tersebut kemudian menjadi kebiasaan dalam masyarakat.
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Pada dasarnya, para penghuni rumah susun harus mempunya kesadaran
akan kebersamaan, toleransi dan disiplin dalam bermasyarakat di dalam rumah
susun, sehingga pengelolaan dan pengoperasian rumah susun dapat berjaan
dengan baik untuk mewujudkan kehidupan yang selaras dan nyaman bagi para

penghuninya.
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BAB 3
PENUTUP

3.1 Kesmpulan
Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan
sebagal berikut:

1. Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Apartemen Setiabudi Residences
oleh Pengembang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan UURS.
Pengembang telah memperolen SIPPT pada tanggal 04-04-1996, nomor
895/1.711.5, IP pada tanggal 14-06-2005 nomor Nomor 41/IP-STR/V1/2005,
IMB pada tanggal 09-12-2005 Nomor 13730/IMB/2005 dan IPB yang
diterbitkan pada tanggal 27-12-2006 nomor 2981/IPB/2006. Perubahan
tampak dan layout lobby dari semula terbuka menjadi tertutup yang dilakukan
setelah bangunan selesal tidak dibarengi dengan perubahan IMB dimana hal
ini berpotensi sebagai objek pengenaan sanks oleh instansi yang berwenang
dikemudian hari.

2. Penjualan Satuan Rumah Susun dilakukan oleh Pengembang sebelum
bangunan selesai (pre project selling) melalui sistem pemesanan lebih dahulu
melalui perikatan jua beli (PPJB). Akan tetapi isi Surat Pesanan belum
memenuhi ketentuan Kep. MENPERA, oleh karenanya kedudukan hukum
pembeli daam ha ini sangat lemah. Sebagal perjanjian awa bagi
Pengembang dan Pembeli, surat pesanan seharusnya memuat semuainformasi
yang ditetapkan dalam Kep MENPERA, sehingga kepentingan para pihak
dilindungi.

3. Daam ha pengelolaan rumah susun, Pengembang telah menunjuk konsultan
professional sebagai Badan Pengelola. Sumber pembiayaan pengelolaan
dibebankan kepada para penghuni atau pemilik satuan rumah susun secara
proporsional. Pada tahap awal, besarnya service charge dan sinking fund
ditetapkan oleh Pengelola. Disamping itu, Pengelola juga menerapkan sistem
pengenaan uang jaminan pengelolaan sebagaimana yang dilakukan pada
rumah susun Sewa dengan tujuan untuk membantu para pemilik/penghuni
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dalam melakukan kewajiban pembayaran utilitas dalam ha mereka lalai
melakukan pembayaran guna menghindari pengenaan sanksi pemutusan
utilitas di unit mereka. Pengenaan uang jaminan pengelolaan tersebut dapat
diterima oleh para pemilik/penghuni.

4. Pengembang telah bertindak sebagai Perhimpunan Penghuni Sementara
sebagaimana diamanahkan oleh UURS dan telah membantu penyiapan
terbentuknya Perhimpunan Penghuni yang defenitif. Inisiatif pembentukan
Perhimpunan Penghuni seharusnya datang dari pembeli/penghuni, peran
Pengembang hanya sebagai fasilitator dalam membantu terbentuknya
Perhimpunan Penghuni tersebut. Para pemilik/penghuni kurang menyadari
akan pentingnya untuk segera membentuk Perhimpunan Penghuni yang
bertugas mengurus kepentingan bersama di lingkungan rumah susun. Atas
inisiatif Pengembang Perhimpunan Penghuni telah dibentuk melalui Akta
Pembentukan yang dibuat secara notaria dan selanjutnya disahkan oleh
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada tanggal 9 November 2009
berdasarkan Surat Pengesahan Pembentukan Perhimpunan Penghuni
Apartemen  Setiabudi Residences Nomor 1714/2009, dimana sebagal
lampirannya disahkan juga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

rumah susun tersebut.

3.2 Saran

1. Pengembang harus melihat aspek legal sebagai syarat mutlak sebagai langkah
preventif dan proteksi terhadap masalah-masalah hukum yang mungkin terjadi
di kemudian hari. Ketaatan terhadap aspek legal merupakan nilai tambah bagi

Pengembang dan merupakan selling point dimata buyer.

2. Pembangunan rumah susun sangat berkaitan erat dengan kepemilikan tanah
atau lahan serta perijinan. Oleh karenanya pengembang, pembeli dan
stakeholder terkait seperti pemerintah, bank, kontraktor, suplier dan pihak-
pihak lainnya harus memperhatikan segala aspek hukum dan legalitas yang
terkait dengan pembangunan dan traksaksi rumah susun.
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3. Perangkat hukum harus dapat mengimbangi perkembangan dunia property,
khususnya peraturan mengenai rumah susun. Pemerintah selaku pencipta
produk hukum perlu terus melakukan penyempurnaan terhadap peraturan
perundang-undangan yang telah ada guna mengantisipasi perkembangan

dimasa yang akan datang.
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= Uralan dan tanah Negara Bekas B 9_1 / Karet Kumngan P85/ Karet Kunmgan

5 dan Bekalelg No. 6393 seb

Daftar Isrjan 303 tgl ............................ o " _.No.

- 11031996 o 22688 A -
Daft’ar:’Ismn 307 tgl. _ i No. ... - N Bivmmsim oo

L Tangcral Pcnomoran Surat Ukar - - : St

v

UN TUK SERTIPIKAT :

JAKARTA Tgl 06-03-2008 N Y- e '
| 7R Sekes Pengicon don endnfaran Tan X

i E - Kepala Kantor Pertanaha.n Kantor Pertanahan

-Kﬂ’cruxaten/ S ' et /Kota . -
V- RT SEL AN _ . JAKARTA SELATAN
\\’ Tanah dan endaltaraa Tanah ‘ |

/) | . ) ttd
! T | Ir. RONNY KUSUMA YUDISTIRO

Iy TIT

H ALEN SAPUTRA SH MKI’! = - : L : '
NIP. 750003193

Pemlsahan :
Llhat surat ukur Penggabungan
Penggantl

. Nomdr hak :

S Nomor :

lecluarkan surat ukur _ Lo R A Nombr S
Luas - hak - Sisaluas - -

1.

Tanggal , o Nomor .

Sisanya diuraikan dalam suratvkur Nomor : = Nomorhak: ‘. ',
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Tanggal 6 Juli 1993 Nomor : C-131-HT.03.02-Th. 1993

-8ALINAN-

AKTA
PERJANJTAN PENGIRATAN JUAL BELI

UNIT APARTEMEN SETTABUDT RESTDENCES

- TANGGAL : 26 April 2005.-

~ NOMOR  : 175.-

(w277

MENARA IMPERIUM
Lontai 9 Suite D Metropolitan Kuningan Superblok Kav. 1 JI. H.R. Rasuna Said
Telepon : 8354186 {Hunting}, Fax : 8353916 - 17, Jakarta Selatan 12980, INDONESIA
E-mail : eferes@cbn.net.id




b.set
ins.pgjh-Td
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PERIANJIAN PENGIKATAN JUAL BELT

UNIT AFARTEMEN SETIABUDI RESIDENCES

/ MWomor ¢ 175,

Jaim

Fada hari ini, Selasa, tanggal duapulub enam April tahun

duaribu lima (FE-Gd-3005) = — i e

10.30 WIB (sepuluh lewat tigapuluh menit Wakéo

fndonesia Baratl.— —o oo e
Berhadapan dengan saya, Nyonya ESTHEE MERCIA SULATHMAN,
Sar jana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri  oleh

saksi-saksi  vang nama—namanya akan disebut dalam akhir

wyonya Doktoranda LIM MERRY, lahiv di Telik ————-
Fakeda, pada tanggal sepuluh FMei tabun seribu ———
sambilanratus Timapuluh 1ima T10-05-1955, Warga
Negara Tndonesia, Swasta, bertempat tingeal oi ——
Jakarta, Jalan Kembang Indab V G4/47, Fukuan ———-e-

Tetangga 006, Rukun Wavga 006, Kelurahan ————eeee—

Fembangan Selatan, Hecamatan Fembangan, Jakarta

o Tuan Insinyur SANUSI TANAWI, lahir di Jambi, ——-

pada tangoal duspulub doa Oktober tabun seribu ——
sembilanvatus limapuluh tiga (Z2-10-1953), Warga—
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di —-
Jakarta, Pevumahan Citra 11 Blodk He13i72, FEukun —-

Tetangga 008, Rukun Warna 012, Eelurahap  ————e——

Fenadungan, Kecamatan Falideres, Jakarta Rarat.-——

lenurat keterangan meveka dalam hal ini bertindal ——

berdssarkan akia Fenyimpanan Surat Kussa, tanggal ~-

i
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Huspuliuh saty Marst tahr dusribu 1ims CRI-GE-2005)

Maomor G0, yang dibuat Hihadapan Myonya RETNO ——e——-

HAMDA Y AR T RAHAYL, Har iana Hubkum, pada walkty Thu -

elabku kuasza Direksi,

ifi

Fenoganti dari Baya, Notaris, -

L

davi  dan oleh karenanva berwenang Bertindak  untuk

dan atas rama Ferseroan Terbatas 7 JAKARTA ~—— e
SETIARLUDT INTEENQSIDNAL, Tbk, berkeduduikan di ————

Jakarta, ¥ANG anggaran dasarnya dimuat dalam akta ——
targoal  dua Juli tahun seribug sEmipilanvatusg T juh
PUlub Tima COF-O7-1975) Nomoe o yang dibuat —————ee
dﬁhadapah iMAg FATIMAH, Sar jans Hukum, Notaris di ——
Jakarta, yanag telah mEndapat pengesaban dari Meznteri
Fehalkiman FEepublik Tndone=ia berdasarkan Surat ———-—
Hﬁhutu%annya tanggal limabelas Maret tahun sevibuy —-
sembl lanratua tujuhpuluh enam C12=03-193763 Nomoy ———
Yuﬁ,5f126/i7, dan telah diumumban dalam Berita —e———
Negava Fepublik Indonesia tangoal sembiianbelas ———w
Maret tahun seribu sembilanvatus tujuhpulah enam ——-—
(]9?G3H1976} Momevr 22, Tambahan MNomor 204, AnQOaran
dasar mana kemudian telah diubah beberapa kali dan -
atas seluruh anggaran dasar tereshut telah disesusi-~
kan dengan Undang-Undang Nemar 1 tahun 1995 tentang
Fersevoan Terbatas bersamaan dengan perubahan status

Vi pErseroan teritutup menjadl persaraan terbuka, -

N

4

i

Bagaimana ternyata dari akts yang telah  diumumkan

i

=

.

dalam Berita Megara Republil Indonesia tanggal dua —
pulubf Liga Desember tahun seripbu sembilanratus ———e—
sEmbilan puluh tusuhk CEE-12~1997 1 Nomor 102, Tambahan
Mmooy a0z, selaniutnya anfggaran dasarnva beberapa -

kali diubah, sebagaimana telah divmumkan dalam —————

™y
<.
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Berita Negava Fepubiik Trdonesia masl ng-masing dan -

BEF LUt = ur it s e

~tanggal sembilan Pebruari tahun duaribu satuy ————w—

‘CQ?~DE~EGO!) Momar 12, Tambahan Momor I
[_tanggal tigabelas Desember tahun duaribu dug ————m—
C13-12-2007  Newor 1030, Tamhaharn Momor 14684, dan
Ntz LaEET , = o

~tanggal duapuluh empat Juni tahun dusribu tiga =———-

P23 -06-20053 Nomar S0, Tambaban Momor 452 dan Nomor
453;  vang susunan Direkei dan Komisaris perseroan
terakhir diukah dengan akta tanggal tujubbelas -
lesember tahun duaribu tiga (17-i2-20033, Nemor &,

yang dibuat dihadapan aUL1g TAUFANT , Sar jana Hubum,

padas waktu itu pergganti dari SUTTIPTD, Sar jana ———
Hukum, Notaris di Jakartaz— ——w——mm

Dan untuk mslakukan perbuatan hukam dalam akta inie

al telah mendapat persetujuan tertulis dari Fapat -
}Hmmisarjs perseroan, sebagaimana ternyvata davi -
FEFUTUSAN KOMTSARIS DI LUAR RAFAT FT JAKARTA ~—m
SETIABUDT TNTERNASTORNAL Thk, BERKEDUDLEAN DI ——
jﬁKﬁETQ, Momeyr 12/HHDEHJSI/VIII£$GG#, yang ———-—-
dibust dibawah tangan tenggal dushelas Aoustus -
tahun dua vibu empat C12-08-2004), bermeterai ——
cukup dan aslinva telah Gilekatkan pada minuta -
akta Penyimpanan, tanggal duapulub satu Pebruari

tatun duaribu 1ima (21027005 MNomeor SE ari
¥ ¥ it

dibuat dihadapan Sayd, Notaris., —m———e

[h).tidak memerlukan persetuiuvan dari Fapat Umum -——

Femzaang Saham persercan berhubung Unit —eee———e

ol
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Aparieman vang oi jusl berdasarkan akta ini ——

]

mErupakan sebagian kecil dari meluruh harias -
rekayaan persgroan sebagaimana bternvata dari o-ee

SURAT FERNYATAAGM DIREKET yvang dibuat dibawah ——-
Tangan tangeal duspulub Julil talun doaribu empat
CR0-07-20043 . bermeterail cukup, yang aslings ——-
dilelkatkan pada minuta akta tangoael duaouwluh ~—-
tiga Maret tabun duariboe lima (2E-03-2005), ———-

HMomoy 100, yang dibuat dihadapan Nyonya RETND -

HANDAYANT RAHAYIL, Sar jana MHukum, pada waktu ity

pengoantli deril sava, Motaris.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. ~—se—m—smmm e

II: Jakarta, pada tanggal-
delapan Februari tahun seribe sembilanvatus  ————eeee

limapuluh enam (GB-0I-1956), Warga Negara Indonssia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Eota PRandung, Jalan
V007, Fukun Warga 005,

Felurahan Gempol 8Bari, Eevamatan Bandung BEulon, ———-
Er i T e R e S e G~~~ e —
Untul sementara berada di Jakarta.- ———————mmeeee
Intuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUS., —————————mmmmumn
FTHAE PERTAMA dan FIHAK EEDUA bersame-sama disebut ~———-
"Fara Fihabk" dan masing-masing disebut "Fihak", —————m—w
Fara Fihak masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana
tereebut diatas menevangkan terlebih debhulug———————————o
A) PBahwa FIHAK PERTAMA sedang membangun wunit (unitd e
apartemen dengan nama SETIARBUDRI REZIDENCES -
{gelanjutnya dissbut Apartemen), sebzgaimana e

gimaksud oieh Undano-lindang Nomor 1671983 jo

Feraturan Pemerintah Nomasr 471988 tentang "Rumah ———

A
&
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/-/

Busun®, vang akan didivikan diatas bidang tanah
akan disebut dibawah ini, yang mervupakan tanah ——---
berzams, Yalltil 888 3o e e i i

Sgbhidang tanah Hak Guna Bangunan  HNomory 328/ FHaret
Funingan, yang Hak Guna Bangunannya akan  berakbir
pada tanggal sembilanbeslas Juli tabhun duariby ——————

terletal: di Fropinsi --
Kintamadya Jakarta

delapanbelas (1907201873,
Tbhukota Jakavta,

Daevah

Fhusus
Fecamatan Setiabudi, Eelurahan Haret —————-
Chuiuh ribu figaratus =nam

selatan,
Funingan, seluas 7.3260 M2
zeperitl
Maret tahun ssribu
Nomoy 1128/

dinuraikan dalam Sambaryr
semhiian

pulub mater perseoild,

Situasi tangogal sehelas
ratus  sembilanpuiuh enam (11-032-1936)
manrut Sertipikat yang dikeluarkan pada —————

1936, ]

tarngoal duapulah Juli tabun seribu sembilanvratus ———
delapan (20-07-13981), terdaftar atas
"JAKARTA SETIABUDI ————

semhil lanpulub
riama Perserocan Terbatas FT.
berkedudukan di Jakarta.-

INTERNASIONAL , Tok,
sebagsal Jalan Faret Funingan.— ———-
ini disimpan oleh

Setempat dikena]
Yang Sertipitat aslinya pada zaat
sava, Notaris; ————————— e -
Demikian beserta turutannya termasuk hak~hak yvang —
melekat padanya,; yaitu hak atas Bagian Bersama, —~—-—

Benda Bersama dan Tanah HBervsama beserta segala —-——
diataznya vang dissediakan oleh
gambayr denab

yang add
ternyata dari

fasilitas
seteian ditanda~—

meperti

Q\_ .-

EZ

P
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FPIHAK FERTAMA,
lokasi, bhermeterai cubkup, vang
tangani oleh Para Fihak mserupakan LAMPIEAN  II.a,
n] 1. dan dilekatkan pada minuta akta  ind

¥




yang mevupakan bagian tidai tevpisahikan  davi  skia
B T e e e e e e e

Lintuk selanjutnya dissbhut TANAM.— it TR
B3  Rahwa FIHAE FERTAGMA mEnerangkan berkeinginan untuk -
[menjual UNEt (unit) Apartemen tevsehut dalam butir 4

Turntiuk selanjutnya disebut Unit Apartemen) kepada —

FIHAE  KEDUA .~ — e

L3 Babwa PIHAE EEDUA berkeinginan untuk membeli Unit —
ARpartemen tersebut, namun berhubungi~ ————e
al) HMarga jual beli atas Unit Apartemen tersebut ————

belum dapat dilunasi seluruhnya oleh FPIMAK  KEDUS

pada FIHAK PERTAMA; ———emem e
) Bertipikat Satuan Fumah susiun atas Unit Apartemen

belum dipecah keatas nama EIHAE FERTAMA; ~—re—e
c Apartemen tersebut sedang dibanguny ——————m
maka dual beli Unit Apartemen sebagaimana yaniyy ——-—e—
dimabksud dalam pasal 27 dari Feraturan Pemerintah ——
Momor 24 tahun 1997 (seribuy sembilanvatus sembilan -

pulubh tu juh) tentang Fendaftaran Tanah, belum dapat

Gllaksanakan dihadapan Pejabat Fembuat Akta Tanakh ~-

Yarrg berwenamg, e e e

P T 5 s 3 i O i
Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Fara Fihak ——

yang bertindak sebagaimana tersebut dengan ini ———ee———o
mEnevangkan telah sepskat untulk membust Ferjanjian ——-—w—

dengan mengogunakan syarat-syarat dan ketentuan—ketentuan

Sehagal bevikut ¢ oo
e e e e e e e e e e bt s e o e sttt oo e —om PaEa i 1 T e e e e e e e e e it ot it v s 7, A8 e e e e s
Trmmmme e e e m = DEFIRISI-DEFINIGE — e

Eecuali apabila ditentukan lain, istilah—i=stilah yarg -

diperounskan dalam akta irmi memnunyai pengertian —e—e———
£
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Ll

o
ot

>

_—

mebanal bhevikuat

"Anggaran Dasavr” adalah anggaran dasar Ferhimpunan —-
Ferghuni Apartemen dan perubahan-perubahannya, yang -
akan diberlakukan oleh Perbhimpunan Fenghuni Apartemen
“Anggaran Rumah Tangga™ adalah anggaran rumah tangga
Ferhimpunan Fenghuni Apartamen dan perubahan- ———mmT
perubahannya yang akan diberlakuksn oleh Perhimpunan

Penghuni Aparteaen.-
"Akta Pejabat Fembuat Akta Tanah (PPATI" adalah Akta
Jual Beli atas Upit Aparvtemen tersebut sehagalmansa ——
dimaksud dalam Fasal 11 akta Ferjanjian irmi, vang ——
avan ditangda-tangani aleh Fara Fihak oii hadapan FRAT -
yang hErwenang.- ———— oo T om s s e
"Badan Fengelcla” adalah suatu padan yang akan ———-—-
malaksanakan pengelalaan Apavtemen vaitu FIHAE —————
FERTAME atau pihak lain yang ditunjuk migh PIHAK ———
PERTAMA atau pihak lain yang akan ditunjuk oleh ————
Ferhimpunan FPenghuni Apartemen coatelah terbsntuk.— —-
“Eagian Bersama" adalah bagian-bagian dari Apartemen
yang mempunyai fungsi tidak dapat dipisahkan dengan —
Apartemen, yang dimiliki secara hersama—sama oleh ——
para pemilik untuk pemakaian bersama, antara lain ——
jarinpan air bersibh, jarimngan listrik, jaringan ———=—
beplepnn, lifh, tanggs. lizhby, selasar dan bagian— =
hagian lain dari Apartemen yang dianggap sebagali ————
Bagian Bersama berdasavkan ketentuan perundang— ——=T
undangan yang berlaku,.— ——w-—o—mmom o

spaPr®  adalah Hevita Acara Penyerahan Unit Apar teaen

dari PIHAK FPERTAMA kepada FIHAK EEDUA sgiagaimana o

—y
£
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dimaksud pade Pezal & avaet & akts inlt.- ————————mmes
“Benda Bereama' adalah benda-benda atauw barang-bavang
vaniy hokan msvupakan bhagian dariy Apartemsn;, tetapi —
gimiliki secara bhersama—sasns Cleh pers Femilik untuk

pemakalan bervsama, antara lain fanaman, bangunan ——-—
sarana sosial atauw bhenda-hbends vang diangaap sebagal
Bendas  Bersama berdasarkan kefentuan perundang- ———-

Py ] @bl . — e e e e sttt s s v i o

undangan yang
*Hiayva Pengelolaan” adalabh setiap pengeluaran, —————
g £ ¥

-
HE S

in berkenaan dengan

b
-3
s
ot

Iy
¥

a dan biava-biavs

11

tagihan—ta

pemplihbaraan dan/atau pengoperasian pengelolaan dan
pavrhaikan Bagisn Bersama dansatan Bendas Bersama dans -
ataw Tanah Bersama, termasuk tetap: tigdal  terbkatas
pads  Service Chavos don Sirnking Fursg, yvang bDesarnya

gitetapkan bherdagarkan meter persegl seml gross, ——-

s

[EE

a-briava lain berkenszan denoan ——e—eee

tagiban dan bhiavs Y

-

sEngoucaan dan pemakaian ubtilitas—utilitas thit ———-
| s

Apartemen sesuai dengan sifat dan pemakaiannya; —-——

[
i

termasul tetapi tidak fterbatas pada tagiban—tagibhan -

Listyik, air dan ftelepon.

D "Force Majeure” adalah pevistiwa-paristiwva vang o

uar kessalshan, kemampuan, atau kendali ——

i
=
o
[N
fie
ey

Ty _}
para pihak yang mempengarubi jalannya pembangunan —-

Aparviemen, sebagaimana dimaksud dalam Fasal 15 akta

4

<"Hari Kerja® adalah hari-hari selain hari Sabtu, —-—-
Mingou dan harvi libur nasional yang ditentukan oleh -

FPemerintah.

., 9Halk Milik atas Satuan Fumah Susun®™ =dalabh hak milik

\
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Stas Apartemen yang dapat dimiliki «ish
eomvara terpisah yang mieliputi hak atas Ragian -
Fersama, Benda Bersama dan Tanah Rersama Aparienen.——
17.%Instansi Yang Berwenang” adalah instansi  pemerintah
Indoresia dan badan/lembaga lainnya yang terkait ———-
dengan pembangunan, pemilikan, dan pengelolaan ———oo
Opar temen, termasul tetapi tidak tervbatas pada Badan
Fartanahan Nasional, Femerintah Dasvah  EKhusus Thu—

Lmta Jakarta, T FPerusahaan Listrik Megara dan

]

FT Telekomunikasi-—

14."7jin Penggunaan Ban unan® adalah ijin yang akan -7
J gg ¥ang

dikeluarkan oleh Instansl Yandg Herwenang bila ———=———

melakzanaan pembangunan Apartemen telah s=lesal ————

dilaksanakan sesuai dengan Ijin HMendirikan Bangunan

CTHE D g o mim o e e

15, " yae Semi Gross" adalah luas sehagaimana  tercanfum
dalam LAMFIRAN II1 akta ini; yaitu luas neito Unit ——
Apartemen dimaksud ditambah dengan bagian bersama =7~
pada  lantal vang persangkutan antara lain koridor,
toilet, dan janitor yand diperhitungkan sgcara —oTTTT
propoarsional untulk masing-masing Unit Apary temen pada

lantai yang bersangkutan.—

[iﬁ,“Luaa Netto® adalah luas Unit Apayiemen sehagaimans

yvang akan tercantum dalam Gertipikat Hak Milik fAtas -
Catuan FUMAR SUSLLT , mm e e o s o e T
“?,“Nilai Ferbandingan Proporsional” adalah angka yang

mEnun ukkan besarnya hak dan kewajiiban FIHAK EEDUA ——

terhadap Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah ———

‘“ﬁfiiifji\ifbagajmana akan ditentukan oleh Instansi ——

E
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ng RBerwenang. Hilail tersebud askan dihiitung secara —

Y

LU

proporsionsl berdassrian luas Undt Apmarhemen yang ——-

s

dimiliki oleh PIHAE FEDUA tevhadsp luss selurubh ——-—

fipartemen ¢i SETIARIDT RESTDENCES.——— s s

18."Perjanjian® adalanh Ferjanjian ini heseria semua ————
lampiran, perubahan, pengurangan, dan pernambahan vang
akan dibuat oleh Para Fihak dikesudian hari (jika —-—

ada’ .

19."Pemilik” adalah nara pembeli ysog akan menjady ———-—
pemilik Unit Apariesgn.— —oo oo oem e T

0. "Penghuni® adalah para FPemilik dan/atau pihak lain -

yvann mendapat kewenangan dari Femilik, yang menghuni

Uit Apay EEmer . — = s e e e S e T

21, "Perhimpunan Penghuni® adalah pevhimpunan para —=-—7—
pemilik den/atau penghuni, vang akan dibentuk oleh ——
EIHAKE KEDUA bersama—sama dengan para pempilik ataw -
pEnghuni Unit Apartemsn seosra setelsh svavat-syarat
yvang ditetapkan Undang-undang dipernuhi, sebagaimana —

diatur dalam FPasal 7 Perjanjian ini.————memm—o——— oo

7%, "FPerjanjian Pengelolaan® adalah Ferjanjian ———-———
Fennelolaan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 7 ayat &

Fer janjian §ni. s s s s i s

om sPaytelaan®  adalah dokumen dan gambar yang menunjuk—

i

an hatas—hatas Satuasn RFumah Susun den Bagian ————=—

Berzama, Penda Bersama, dan Tanah Bersama heserta ——

uraian Milai Ferbandingan Propovsional (NFP? masing—

masing Satuan Fumah Susun tevsebut.-—---—eo-——mememomEs
[24"“Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susup® --—-——-

f . e .
adalah Sertipikat Hak Milik Satuan Fumah Susun  aias

Unit  Apartemen vyang diberikan  oleh Instansi yang

10
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.

[oX]

/

revwenang bepade mesingomasing pemi ik Unilt Apariemsn

~m o wgeyvice Charge® adalah Turan yang akan diguRakEan

i-lI

urituk membiavail peker jaan yang persifat pemeliharasn

yvang mkan herei fat perbaikan,-——--—-- T T T T T T
2g . "Ginking Fund" adalah luvan cadangan yang akan —ooT

digunekan untuk kegiatan pengelolasn  yang barsifat

perbaikan hesar, atas Apartemen termasul tetapi tidak

1

kan

[H

terhates pada penampahan fasilitas umum  yYang

men dadi abiek kepemilikan Ohyek Bersama. -
1. "Gurat Pemberitahuan Penyesrahan” adalah surat ——————~

penberitabuan  dari FIHaK BEERTAMA kepads FIHAK  REDUA
mengenali Unit Apartemen yang dibeli telah selesai ———

dibangun dan siap untuk diserahkan kepada FIHAR ————-

BB 4 e e e e e e e i T

23 ."Tanah Bersama" adalah bidang TAaNAH tempat Aparismsen

- didirikan, yang akan dimiiiki dan dipergunakan oleh
FIHAK  EEDUA secara bersama—sama dengan para pemilik

Unit Apariemen yang batas~batasnya akan ditetapkan

aleh Instansi Yang Berwenang. - oo
7%, *Tanggal Penyerahan® adalah tanggal saat FPIHAK —————=

FERTAMA menyerahkan Unit Apartemen kepada FTHAK ~———

VEDUA  sebagaimana  dimaksud dalan Fasal & ayat 2.1

20 . "Tanggal Selesai Pembangunan® adalah tanggai ————

diselesaikannya penbangunan Apartemen, selambat- ——--
lambatnya yaitu tanggal tigapuliuh satu Desembeyr tahun
duaribu enam (31-12-Z2006) , ————om o I T
1.*"Total Harga Pengikatan/Harga Jual® adalah jumlabh —-—
vang yann harus dibayar oleb FIHAK KEDUA kepada PIHAR

\

il
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—

SERTAMA untul membeli Unit Apariemsn, zehagaimana di
makeud ol dalam Fasal & Far janilan int. - 77T

@ SETIABUDT ——-m-——m

ot
‘:l.
[j_i

3%, "Linit Apartemen” adalah Ll
RESIDENCES dalam kpadaan standard yang dibgli oleh -—

FTHAGE FEDUA beseria fasilitas-Tas ilitasnya sebagaimana

II'

dimaksud dalam Perjanjian ind dan sehagaimana ————"—
tevsehut dalam daftar spesifikasi tersebut dalam ———

fampivan IV akta inl yand mevupakan bagian tidak -

terpisshkan dari akbs ini.——-eoowo T TR
o et o e ot A2t £ oot st e 44180 S s e 41788 et S b s = e PaEal 2 ot e oot et s 4 e T e i i R P o i ot e e
e e e — = POROK. PERJANJIAN ——— oo e e

1. PIHAK FERTAMA dengan ini beyr janji dan mangikat —————

diri sekarang untuk nanti pads waktunva,apabila Total
Harga Fengikatan telah dilunasi ssiuvubhnya oleh PIHAR
KEDUA dan seliuruh bal yang disyaratkan oleh Undang- —
Undang maupun FPeraturan Femerintah serta ketentuan— -
Letsrntuan  yang fercantiun galam Ferjanjian 1ni teian
dipenuhi oleh Fara Fihak, untuk menjual dan menysyah—
Lan kepada FIHAK EEDUA yang dergan ini berjanji dan
mengikatkan diri, sekarang untok nanti pada waktunya,
membeli dan menevima penyerahan atas Aparfemen,; -0
cehangaimana diuraikan lebih lanjut didalam AP TRAN
111, wang merupakan bagiarn yang tidak terpisahkan
dari akta ini, yang setelab ditandatangani oleh Fara
Fihak, dilekatkan pada minuta akta ini; termasuk hak-

mak yvang melekat padanya, vaitw hak atas Bagian ———~

Lercama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama.——— """
T a.Hak dan Kewajiban FIHAK EEDI: atas Bagian Bevsam?,
Renda Bersama, dan Tanah Bervsama Apar temen akan ——
hevdasarkan Nilai Ferbandingan | Froporslonal .- 77777
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b Fabwa  Luas Linid

akts ini adalah 1uas S8MIQUoss, - T T T T T T T

p

Sehubungan dengan hal tersebut Fara Fihak setuiu dan
cepakat untuk tidak melakukan tuntutan atau kiaim —
apapun juga terhadap Luas Netto Unit Apartemen  yang
Fevcantum dalam serviipiikat Hak Milik stas Satuan ———

FUHAMA N SLUS LT o e o o = o e wm e T e

3.- fecuai dengan peruntukannya, FTHARE EEDUA wajih —————
mengounakan Unit Apartemen teprsehbut hanya uantuk ———-
RUMAH TINGEAL . s o i mmrm o o oo o s o

P__.._._.....‘__..___.....__-_.-.._...___....__......,........_ Pasal 3 e mn e o e e 4 it 1y S 2 i et ekl T PP e e

e e — e HARGA PENGIKATAN ~—-r——— e —

1. Harga Jual Beli Unit Apartessn yang teiah disepakalti

mleh fara FPihak adalah nilai sebagaimana tevsebut di
dxlam LAMPIRAN I, untuk selsnjutnva disppbut Haroa
Fengikatan, yang satalab ditandatangani oleh Fara
Fihal, bermet&fai cukup dan dilekatkan pada minuta
akta ini, yang merupakan hagian tidak terpisahkan
dari akts il — e s e e e e e T e
7.0 Harga Fengikatan beium termasuk yang ditvanggung dan
[ dibavar oleh PIHAK KEDUA @ ————mme———— oo ==
a. Faiak Fenjualan Barang Mewah (FPPoRMY bilamana ——-

diftenakan berdasarkan ketentuan pemerintab,——-————-

b. Biayva akta ini, biaya akta jual hali, dan biaye

pengurussn balik  nema sertipikat Satuan Fumah

Sumun atas Unit Apartemen keatas nama FPIHAK BEDUS .

r o, Biaya pemakaian listrik setiap bulan, —————=———=mr
d. Biaya pemakaian airv bersih sptiap bulan.———-—————""
g. Biaya pemakaian telepon setiap olan, ——————eme——

1z

Ly
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f. Fajak Bumi dan Bangpunan (FBEEI atas Unit  Aparteman

o

wrntul tabun duaribu bogjuh CR070) dan seferusnya. -

O. Biavas FPengelolaan . e e o e e e
untuk butiv o, dye. 7 dan g dibayar sstelah serah
terime Unit Apartemen.——r————— s s s e e e

h. Biaya—biava dan pajak-pajak lainnyva yvang dikenakan

pada FPIHAE EEDUA sehubungan dengan pembelian Unit

Apartemen (jika adal.—— - o e e —
i. Biava administrasi KEredit Pemilikan #pariemen ———-
PR GIla agi . o e e e i o e
j. "Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan® —————=
{RPHTE) yang hesarnya sesuai dengan ketentuan yang

heriaku sehubunoan dengan pembelian Unit Aparteman

tersehut . s e e e e e e

EJ Uang jaminan pergelolaan selama 3 (tigad bulan.—-

=
i

. Teatal Harga Fengikatan sudah fermasubk @ ————————=rs

&a. FPajak Fertambahan Milai (FFNyj- ————————mmm———m———=
b. Pajak Fenghasilan (FPh) sebubungan dengan ———-———=
pengaliban atas Unit Apartemen yang besarnya ————-

sesual dengan ketentuwan yang berlaku yang mE jaci
kewa jiban PIHAK PERTAMA . w-—————— s s e
. Biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan CIMB -

d. Biaya pengurusan Ijin Fenggunaan Bangunan CIFRY;——

@. Biaya pengurusan gambar Pertelaan Satuan Fumah

Susun  atsas Unit Apartemen dan pengesahannya pada
Instansi Yang Berwenang, termasul pembuatan —————=
pemecahan Serfipikat Batusn Rumah Susun atas  nama

B THAE PERTAMA , —rmm o e o o s

lf, Biaya tempat parkir mobil sebagaimana tercantum ——

Galam LAMPIRAN W . oo e s e o s = om

i4
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g. Ling telepon sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN

h. Aivy Condibtionsy (AT o s oo o o o i m o o —
i. Fenyambungan daya lisirik dengan kapasitas (EVA2
[Eebagaimaﬁa tercantum dalam LAMPIRAN IV.-——————m—e

j. Pajak Bumi dan Bangunan (FBEB? sampail dengan tahun

| dnarifn enam (20O, cmmmm o s

T = L I B B
e — RS DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN -————-m———
i. Cara—carvra Fembayaran. —————————" e o e e e

FIHAK EEDUA wajib membayar Harga Pengikatan kepads -
FIdak FERTAME sesuai dengan syarat-syarat dan ———————

betentuan—keterntuan sebagaimena diuraikan  di dalam

3

LAMFIRAN I tersebul .-~ e e s e
Z.8yarat—syarat Pembayavan. -—————7———oormmm T S

a.Setiap pembayaran angsuran Harga Fenpikatan dan/ -
atau jumlah uang lain yang wajib dibayar oleh PIHAK
EEDUA menurut Perjanjian ini harus dibayay secara
penuh, tanpa potongan apapun. - T e
b.FPemhavaran dilaksanskan dengan cara membuka bilvet
giro/cek  atas nama FIHAE FERTAMA atauw dengan cara
mentransfer ke dalam rekening FPTHAR FERTAMA& dalam
mata uwang Fupiah, dan pembayaran dianggap  telah
diterima oleh PIHAE FERTAMA apabila dananya telab
dikredithkan ke dalam rekening FIHAK FPERTAMA ——m—em—-
teresbut dencan ketentuan bahwa semua biaya yang —-
timbul sehubungan dengan pembayaran tersebut —————-

men jadi beban dan harus dibayar oleh FIHAK KEDUA, -

sasuai dengan jadwal pembayaran tersebut dalam —-—-

\

i3
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TAMETRAN I Pevianilan ini dansatau dentgsn CAYE Tain

sehagaimana akan d4itentukan oleh Fara Fihak . ———m—
C;Eetiap peabayaran angslran Hargs Fengikstan mieh
FIHAE EEDUA kepada e Hak FPERTAMA menurild Fer janjian
ini, hanya akan dianggan sah jika FIHAK FPERTA&MA ——
atauy wakilnya yand =ah telah memberikan tanda -~
Lherima yang ditandatangani oieh FIHOE PERTAMA  atsu

wakilnya yang san tersebut, dan buktl teragsebut ——-

mevrupakan bpagian yana tidak terpisahkan dari ———T

Fer janjian int -
d.Setiap pembayarsn yand ridak dilaksanakan sesual
dengan ketentuan ayat & a,h, dan « diatas dianggap
pidak pernai dilaksanakan oleh FIHAK  EEDUA, dan

karenanya FIHAE EEDLIA bertanggund jawabh atas sggala

i

akibat yang bimbul sehagal akibat tindakannya ———77

teraebut.
e o= PAS AL 5
—— PENYELESAIAN BANGUNAN DAN IZIN PENGEUNAAN BANGUNAN ~—

11 EIHAK PERTANA ber janji untuk menyelssalkan peEmbanguna

Apartemen pada Tarnggal Ezlesal PeEmbangunan, kecuall
apabila ter jadi periﬁtiwadperiatiua Force Majeure.——
=3 FIHAKE PERTAMA ber janji untuk mendapatkan Izin ———777~
Fenggunaan Bangunan darvi Instansi Yand Berwepnang ——

samlambat—lambatnya dalam jangha waktu & (enpam) bulan,

terhitung dari Tanggal Selesatl Pemibangunan .. ——="—=—7""
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pasal 6 ————— oo
e PENYERAHAN DAN MASA FEMEL IHARAAN ——— 77"
1. Penyerahan Unit Aparteman , - T T T T T T T T T

1.1. Dalam jangka waktu zslambat—lamhatnya 0 (higk

miluh) hari Lalender setelah Tanagal Seiesal —

16
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Trembangunan, FTHAE FERTAMA akan senyvarahican ——-—--
Gurat Pemberitahuan Penvevahan kepads FPIHAKE -
FEDUA, yang menyatakan bahwa Unit Apaviemen -————

telah selesal dibanoun dan gilap disevahkan —————

epada FIHAK KEDLA , e e - e
.2« FIHAK PERTAMA akan menverahkan ilnit  Spartemen
tersebut kepada FIHAK FEDUA apabila FIHAK  KFEDUA
telah melunasi: Harge Pengilkstan derr biava—biava

lainnya vang wajib dibayar dan dilupasi  aenurut

HFer janjian inl secars penuh. oo s e
1.3, Jika FIHAK PERTAMA dapst mepverahkan Unit ————-—

fApartemen lebibh awal dari iadwal yang stelan ————
ditentukan, maka FIHAE FERTAMA akan mgaberitahu-—
kan secara tertulis kepsda FIHAE FEDUA  mengenail
hal tersebut dan bhilamana FIHAE EEDUA  bermaksud
menerima  bnit Aparfemen lebih awal, maka FIHAK
FEDUA wajib meiunasi siza Harga Fengikatan wyang
belum dilunasi, seketika pada saat FIHAK FERTAMA
dapat menyverahbkan Unit Aparitemen tersebut pada

P THAE, IETILI o e om o o e e e o o e

Z. Byarat—-syarat Penyerahan dan Berita Acara Fenyerahan

Pr-u

Z.ludika Para Fihalk telabh menenuhi ssluruh kewaiiban—

nya menurut Ferjangjian ini, maka selambat-

lambatnya dalam jangka wakitu 14 {empatbslas) hari

Ealender terhitung dari tangogal SBurat ——————rme——o
Fembar i tahan FPenverahan, Fara Fihak akan ———
menandstangani 2AF.-—-————-rrr-r——————— o

Z2.2.01ka PTHAK EEDUA tidak menandatangani BA&R dalam

17
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wakty 14 {empatbelas) havi kalendsEr —e-e-——

[
gt
po
|
i
|
]
!
i

terhitung dari tangosl Surat Femberitahu
Fenverahan, maka FPIHAK KEDUA dianggap telah ————
mensrima Unit Apartemsn dalam keadaan balk, yang
untuk keperluan tersebut PTHAK EEDUA  dengan  ind
memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada —--
FIHAE PERTAMA untul menandatannani HAF dan semua
perjaniian sebagaimana diatur lehib lanjut  dalam

ey

Fasal 7 ayat 2 akta ini, kecuali pada Unit ~—————

Gpartensn masih terdapat kekurangan atau cacatl

yana periu diperbaiki, atau ter jadi etidak— ———

i
T

suzian dengan spesifikasi sabagaimana diuraikan
dalam LOMFIRSN III dan LAMFIRAN IV alfts ini.----—
Z.2.88lama Ferhimpunan Fenghuni beluam terbentuk —————
cecara sah, maka FIHAE EEDUA  terhitung sejak ——
tanggal penandatanganan BAF setuju untui menun juk

FIHG&K FERTAMA, atau pihak yang ditunjuk oleh -———

FIHAK PERTAMA sebagai pengeicla sementara -——-———

Z.4.85ehubungan dengan pelaksanaan pengeElolaarn ———m—o
comentara sebagaimana dimaksud dalam  ayat 2.0
pasal ini, bersamaan dengan penandatancanan  BAF,
Fara Fihak dengan ini sepakat dan setuju  untuk
tunduk pada Ferjanjian Fenagelolaan, menaati semua
peraturan tata tertib Gpartemen yang akan ——-———~

diberlakukan oleh pengelaola sementara Ferbimpunan

PRI o = m e e e e T T T T T

i

LTaerhitung sejak penandatanganan BAF, semua risika

]

atas Linit Apariemen secava fisik hberalih kepada

FIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA wajib untulk —————-—-

ig
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e
a1 d

/

hiave sshagaimans fernysia dalam FPazal 15 ————~
Far Janjian iR, oo s e e
Masa Pemeliharaan.——-———=m s e s e

Masa pemeliharaan a&kan berlangsung selama & thigal
hulan sejak ditandatanganinya BOF oleh FIHAK PERTAMA
dan FETHAEK EEDUR e sem e o i S T T
Z.1.8ejak tanggal penyerahan segala resike oleh  Unit
Apariemen beralih kepads FIHAK EKEDUA, dan PIHAK
FPERTAME tidalk mempunyai tanggund jawabh lagi ————~
terhadap Unit Apartemen, kpcuali untuk 3 (tiga) -
hulan masa pemeliharaan Unit Apartemsn, ~ro T

ppabiita dalam jangka waktu 2 (tiga’r bulan sejak

ditandatanganinya BAF, dengan memperhatikan ————
Letentuan ayat 2.7 pasal ini, FIHAKE EEDUS ——————

menenukan  cacat baik yang Letihatan maupun yang
tersembunyi  ates Unit Apariemen dan/etau  tidak
her fungsinva fasilitas—fasilitas di dalam Unit
Apartemen, PTHAE EEDUA berhak meminta secara ———
tertulis  kepada FIHAKE PERTAMA untuk memperbaiki
carat atau tidal berfungsinys fasilitas tersebut
dengan ketentuan - e

a. KEewajiban RTHAK PERTAMA tersebut terbatas pada

cacat atau kerusakan konstruksi yang disebab-
lkan oleh bahan bangunan dan/atau pelaksanaan

peker jaan yang tidak memenuhi spesifikasij———

5. Ferusakarn—kerusakan dan/atau tidak berfungsi —

rya fasilitas UNit Aparteman tersebut bukan -

diapbabkan oleh kesalahan FIHA&R EEDUG: dan ——

1%
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c. PIRAK  EEDUA helum mengadakan pevubahban dan/
atau perpaikan dalam bantuk  apapun tevhadap

Unit Aparbtamen yang beyrsangkutan.,————sm T
F.2.0allam jangka waktu 7 Ctuiuhs Havi Eerja sejak ——
FTHAK FERTAMA menervima pevmintaan perhatkan ————-
i sehagaimana tersebut dalam ayat 2.1 pasal ini,
PIHAK  FPERTAMA alkan melakukan pemey i ksaan  atas

laporan FIHAE FEDLA sebagai dasar untuk —wo—mmmTT

pelaksanaan perhaikan tersebut.———"7"" - -

a.72.Dalam  jangha wakitu smlambat-lambatnya 7 (tujuhl
Hari Fevia setelah FIHAK FERTAMA melakukan ————-
pemeriksaan atas laporan sebagaimana tersebut ———
galam ayat 3.7 pasal ini, FPIHAK FERTAMA akan ——

mulai memperbaiki kerusakan—ksrusakan tersehut -

dan/atay meebust fasilites di dalam it ————-—

Apartemen berfungsi kembali,—s——-mmommmm T T
——————————————————————————— Paeal 7 e e e
——————— ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGR, ———
————— PERJONJIIAN PENGELOLAAN, PERHIMPUNAN PENGHUNI ————-
————— TATA TERTIEB PENGHUNIAN, DAN BIAYA PENGELOLAARKN ————
i. fAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. —— = 777

a. PIHAK EFEDUA dengan ini bev janji dan mengikat  divi
umtuk tunduk dan taat kepada Anggavan Dasar dan ——
Anggaran Fumah Tangga eAD/ARTY 1 yang akan e e

diberlakukan oleh Ferbimpunan Fenaghunl  Apartemen.

. [FIHEKE EEDUA dan para Femilik/Penghuni Upit ——————"
Apartemen lainnya harus sudah membentuk ————mT T

perhimpunan FPenghupi dalam jangka waktu 12 {us

H
sz

belasz) bulan sejak Tangga Splesai Fembangunan. =~

W

- Dalam hal FPIHAE KEDUA gagal melakukan kewajibannysa
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sEhagaimana [evsebut  dalam avyat 1. passl  ini,

maka PIHAE FPERTAMA antulk dan atas nama FPIHAE EEDUR
berhel asabentuk Perhimponan Frenghanl dalam waktuo
sacepatnya.  Untuk  kepeviuan itu, FIHAE FETHIA
dengan ini membherikan kuasa dengan hal  substitus:

bepada  PIHAR PERTAMA  wuntuk dan atss nams  FIHAE

EEDIA mengurus, memproses, dan membsrtuk ————————
Pernimpunan Penghoni; kuasa mansa tidalk dapat —————

herakhir olebh sebab sebagzimana tersebut dalam ——

Fasal 1B13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan
sebhab 1ain apapun  flga. s s e e e s

g. Balam hal Perhimpunen Fenghuni telah fterbenituk, —
FIHAK FEDUA wailbh menjadi angaota Perbimpunan ———-—
Fenghuni sebagaimana  yang dimaksud dalam Pasal

14.32 Feraturan Dasvah Fhusus Ibukota Jabarta Momor
1 %fahun 1391 {ssribu sembilanratus sembilanpuluh
) T T I e ot — e — e = T~ iy

2. Péngelolaan, ————————————————————————————————————————————————
a. Perjanjian FPengelolaan. ——— == ——————

i. Sampai dengan terbentuknva Perhimpunan Fenghuni
Apartemen yang sah, PIHAK FEEDUA setuju untuk -

manun ik FIHAER FERETAMA dan/atauw pihak lain yang

ditunjiulk  sebagai Badan Fengelola Sementara
Apartemen. ——— e e e e e
Dalam melaksanakan pengelalaan sementara ————-—

teveminug, FIHAGE PERTAMA hervhalk beker ijia sama ———

gengan pibak lain ataw menunjuk pihak lain —-———

uritule melaksanakan pengelolaan sementara ————
LEr ST o s e e i e e o e e e e e
21
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ii. Dalas rangka
proebut diatss, PIHAY EEDUA dengarn ind memberi
luzsa Fkepada PIHAK PERTAMA pads ssatnya  uniuk
menandatangani Ferjanjian Pengelolaan dan FIHAK

VEDUA havus tunduk dan taat pada Tata Tertib ——

Fengelalaan Apartemen (jika adcalr. ————==womom—-
k. Biaya Pengelolaan dan Biaya Utilitas. ——————7m———~

i. PIHAE KEDUA wajib membayar Biava Pengelolaan —-
\terhitung sejak Berita Acara Penyerabhan (BaAFI -
ditandatangani, dengan memperhatiban retentuan
‘Paﬁai £ ayat Z.Z Perjanjian ini.———————roemomooT
ii. Biaya Fengelolaan Lnit  fAoartssmen ditstapkan
sebagail berikut ;- ————o oo o T
a.Cervice Charge akan dikenakan kepada FPTHAE

KEDUA dengan memperhatikan ketentuan daltam ——

LAMPTRAN V akta ini.—————mmm oo e s e e

b.Sinking Fund vang akan dikenakan T[E FRE T

\Tangga] Fenyerahan Unit Apartemsn kepada ———

=THAE  EEDUA dan akan ditetapkan sebesar ———
Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiahl) per ——

metey perssgl semi gyross pary bulang -

a2 bulan di -

i)

Biava Fengelolaan dibayar 3 (%1
muka, selambat-lambatnya pada tanggal 10 ————
{sepuluh) bulan yang bersanghutan, sampal ——

dengan terbentuiinya Ferhimpunan Penghuni ———-

sedangkan untuk tahun-tahun melanjutnya akan

ditentukan aleh Ferhimpunan Penghunil -
iii. Biava Pengeslolaan tersebut dapat beruvhan yvang —
hesarnva akan ditentukan Lemudian oleh PIHAK ——

PERTAMA  atau pengoantinya dengan  persetujuan
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—

Via

Ferynimpunan Fenghuni, apabila Perhimpunan ————-
Penohuni telah dibentukl . ——--r-—-—mems e
Terhitung sejak tangoal ditandatanganinya BAF
dan selama PIHAK PERTAMA menjadi FPengelola ——-
sementara Apartemen, FIHAK KEDUA diwajibkan —

untulk membayar Riaya dtilitas kepada FIHAK ———-

PERTAMA . ———— e — e mmmam e - —— oo
Galama FIHAE PFPERTAMA atau  pihtak lain  yang
ditungjuk  oleh FIHAK FERTAMA menjadi  pengelola
sementara Anar temen, FIHAR EEDUA wa jib

memberikan uwang  Jaminan  yang dihitung dari

H

—~

i

pempbayaran bl o {tigass mulan Biava
Fengalolaan, yang dibayar aleh FTHAE KEDUA -

kepada PIHAE FERTAMA terhitung sejsk Tangoal -

Fenverahan ifmit Sparteman an P&EM i nar
y = R

il

tersebut askan diperpunakan FIHAE FERTAMA, ik
FiHAE  EEDUA dengan alasan apapun  tidak  dapat
membayar Sinking Fund maupun Service Charge
fapabila telah timbul kewajiban untuk  membayar
Service Charge olen PTHAE EEDUAY dan/atau Riays
tilitas tepat pada waktunya bepada F 1 HAK
FER T AFIA 4 e e om e e e o S e e e
Dalam hal pengelola sesentara menggunakan uang
jaminan sehagaimana ternysta pads bubivr v ———
diatas malka FIHM KEDUA  wajiib membayvarkan
dumiah vang digunaksn urnbulk mengembslikan  vang
jaminan ke jumlab sesula dalam jangka waktu 14
{empat  halas) hari kalender ssiak pengelola

someEntara MEmTLnEaEOYa . — s s s e

o
At
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Tangoal Fenyervahai, o
CERTAMO dan apabila memenuhi syvarat-syarab clan
retentuan-ketentuan mabapai herikuty- ———oTTTT

Forubahan dan/atau penamhalhan teresshut fidak

=

B
.

M TG NG konestruksi, arsitekbtur, Mekanikal

b Perubaban dandatau penambahan tersehut  tidske
melangoar ijin pPEYENTANIAD vang telah ditetap

mleh Femerintah Daesrah Hhusus Thuksta Jakarta

Perubzhen dan/stau penambahan terosbut  hidak
merugikan atau tidak menimbulkan ganaguan kep

smeabuni Apar hemen Tainmys.—
= i b

d.Ferubaban dansatau penamiaban tersshbut  telab
gdimedbuy jul secara teritulis dan harus dilaksana
=ieh FPTH&K FPERTAMA atau Fadan Penmelola yang
ditunjuk oleh FParhimpunan Fenghuni Uinit fapa

{anabila sudah tarhentukl - —ooTm e T T T T T

& .Fevubahan dan/atau penambanan rersehbut Tidak
mengubah nilai seuransi ApertemEn.T T TT T
) Gegala hiaya, vesiko dan abkibat hukum yang timb
sehubungan dengan peruhahan dan/satau psnambahan
tini 't Apaviesmen terssbut, menjadi beban dan tang

gawal FIHAR KEDUA sendiri separubnya; dan =ehuy

dengan hal torsehul PIHAE KETUA denpan ini akan

membehaskan FIHAK FERTAMA dari tuntutan dansata

4
s
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e PERUBSHON DAN/ATAL PENAMBAHAN -

atas uUnit Apartemsn Danya dapat oilakukan setsl

cenali odisedujud aleh PITHAR

4y Ceunica cerubahan danssian penambs - . i T omles b
10 DEmhiig DeEvihas anrn dans /LAl s oA WA 1 laswLiean

Figktrikal Apartemeni— e e

fFan

3 [N

ada ——

kan ——

yheimen
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atas

quag —

bungarn

u -




shan pinak manapun juga mengenal hal fersebhut. ——-

ﬁ
tu
i
o

L..____..__,________._,,,..m.,.u...._..____.....__.._..._. FPOSEE T3 oo e e o e e 1o e e

e PERNYATAAN DAN JAMINAN ———— e — s

L. PIHAK PERTAMA, o o o i o o

Sehubungan dengan penjualan Unit Aparviemen, PIHAK ———
FEETAMA dengan ini menyatakan dan menjamin FIHAR EEDUA
sehagai berikut ¢ —————oo e e e e

a. Apartemen adalah benar-henar milik PTHAK FERTAMA -

dar FIHAK PERTAMA berhal sspenubnye uniuk  ssnjusl
atau memindah-tangankan Aparitemen kepada pihal ———
manapiin termasulk kFepada FTHAE KEDUA,oleh karenanys
EIHAE  FPERTAMA  dengan ini  menjamin  babhwa FIHAK
KEGUG  tidak akan mendapat tuntutan atau  guoatan
dari pihak lain vang menvatakan mempunval hak -

tmriehih dahuluy atsu turut mempunyail hak atasnya.—

h.o{tnit Gpartemen akap diserahkan kepada FIHAKE FEDLIS
pada Tanggal FPenyerahan.-—————mrs o - oo

. Unit Apartemen dan tanah hersama tempat Apartemsen

herdiri, fidak pernab dialibkan, dijual, tidak -———
dalam suatu prosaes perkara, dan tidak sedang -~

S 2 T R e e e e o o

f. FPIMAE PERTAMA  akan mengurus pemscaban Sertipikat

CGatuan Fumah Susun keatas nams FTHAE FPEETAMA ——-——
selambat-lamhatnya dalam jangka waktu 15 (lima————

helas) bBulasn setelash penvershan Unit Aparviemen -

herdasarkan BAF . ——— o e

. PIHAK KEDURA. = o o o e

Sehubhungan dengan pembslian Unit Apariemen FIHAK ———
3 = = 2 ¥

DUa dengan ini menyatakan dan menjamin FIHAKL ————
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FERTAMA bahwa PIHAK HEDUA & e o o e

2. Telah memperoleh persetusnan-persetujuan yvang ————
dipmrivkan {jika ads) urtubk ftundus dsn Eerikat ———
dengan Ferjanjiaen ini. ——m = —— s e

"

. Melaksarnakan kewailbhan untuk ssiunasl Harga ——eeeee
Fengikatan sssuai dengan cara-cara dan syarat- ——-

rat Ferjanjian ini, dan karenanya tidak akan —--

i
i

¥
mandntut atauw mengasukan gugatan kepada PIHAK -——-
PERTAMS sehubungan dengan bindakan-iindakan yang -
dilakukan anlekq PIHAY FERTAMA sebaogal akibat dari —
Felalaian PIHAK EEUUA melakubkan kewaiiban —-—————
- T B = T D e

o] Tidak akan melanggay ketentuan tentang pEnOgOUnNasn

Unit Apartemen dan kavenanya tidak abkan mampsyguna
bsn Urit Apartemen untuk tujuan komersisl, -——————
termasui tetapi tidak terbatas pada kantor, ——e—-e
regfaraﬁ, Yok, mind markst, musik hidup, karaske,
bar dan 1ain—Llaii. s s s o o e s e e
fnabila PIHAE EFDUAS melakukan tindakan tersebut, -
FIHAK HEDUA deingan ini memberikan kuasa kepada —
FIHQH FERTAMA ataw pihak lain yang oi tupiuk oleh —

et

ah perhimpunan feresbut

it

FPerhimpunan FPenghunit sste
tevbentul, ophul neoti pads wektunya berhak untul
mematikan aliran listrik, sambungan telepon, —————
ataupun menutup Unit Apartemen tevsebut dan  FIHAR
EEDUS tidak berhak untulk menuntut suatu kerugian -
gai —e—-

seEruns apapun dari pihal manapun jugs sebs

Hibat dari penvalahguraan peruntukan Unit -——————-

il

B DI o o e T T e e S e T e e

lmw—mw—~~~__mmmﬁmwwn_»m—— Fasal 10— e

\
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11 Kegiatan Pembangunan Apartemen, —we—e———o——m—em—e e

| Jika PIHGE PERTAMA menghentikan pembangunan Apartemsn

a1

selama 2 {tigar buwlan beviuvut—turut, setelah  FPIHAGE
REDIA melakulkan pembayaran angsuran Harga Fengikatan
iinit Apartemen berdasarkan Tara pembavaran yang ————-—
tercantum  dalam LAMPIFRSN T FPerjaniian ini, Eeruald
by jadl Force Medeure, maks PIHSE KETES berhak  uwuntuk
membatalkan Ferjanjian init dengan menyampaikan ——eee-—
pesberiishuan tertulis kepads FIHAE  FPERTAMA  dalam
waktu mwmintmal 30 (tiga pulubl hari kalender  sebslum
nya dan jika fer jadi pembatslan maka PIHAK PERTAME —-
cengan ind erjandi dan mengikatkan divi untuk ——e——
mengenhalikan selureh angsuran Havgs Pesngikatan  yvang

telah diterima oleh FIHAK FERTAMA ditambah hunga ———-

sehesar 64 {gnam persen’ per tahun vang dihitung dari

tangaal—tanggal pensrimaan wang dari PIHAK KEDIS, vanc

pengenbaliannyva dilaksanskan dalam janoka waktu &0
fenam puluhl hari kalendsr szislab fer jadinys ———————
pembatalan, sedangksn Fajak-pajak vang telah  disehor

sampal saat pembatalan tidak dapat dikembaliban ————

€jEE‘i"i§f-:§i“i DTS B I o v T e e e e e e e

Z1 Keterlambatan Fenyerahan.— s e e
Jika FIMHAR FERTAMA tidak dapat menyverahban  Gpartemen
beserta fasilitas—fasiliitasnva dalam jangks wakfuy ~——
sehagaimana tersebut dalam tanggel Surat Fembsrvitahu—
an Fenyerahan, kecuali disehabkan oleh perizstiwa- ———
paristiva Force Majeure, maka PIHAKE FERTAMA akan ————

diberi pervpanjangsn waktu selama 2 (tigs?) hulan sejak
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fpahila perpaniangan wakitu tersebut telah teviampaci,
namun penverahan belum dilakssanakan juga, maks  FIFGE
FERTEMA akan dikenakan denda sehesar 1§ 4. {satuy ———-

pErmilt  per  havi davi Harga Ferngikatan vang felan

diterima oleh FIHAE PERTAMA dari FIHAE REELDUG,  dengen

dumtah denda maksimal 3 % (figa persen) dari Total —
Harnga Fengikatan yvang telah diterima oleh FIHAE oo
FERTOMA dari PIHAK BRI, ————-———m s e oo e
Apabila keterlambatan ftelah berjialan selama 3 (tigad

= of an PIHAK PERTA&MG  belum  dapat —-e-———-

Ti

il

mian, S ety

meEnyerabhkan  Linit  Apariemen pada PIHAK  EEDUAR, maka

et
o
i

FTHAK  EEDA berhak untulk membatalikan secara  sepi
FEy janjian §ii . —mm e e o o e e e e
NDalam hal teriadi pesbatalan, maka disamping FIH&K
FERTAMS herkewajiban membavar denda  ksteviambatan
tersshbut, maka Harga Fengikstan yano  telah  dibavar
kepada FIHAE PERTAMA akan dikembalikan seluruhnya
: gitambah bunpa & % (enam peysen) pey tabun yvang
dihitung davi tangpal-tanggal penevimaan uang tari
FIHAK  EEDUA  dalam jangka waktu 60 {(snampuluh? hayi
Falender setelah ter jadinve pembatalan, sedangkan ——
pajak yvang berksitan dengan pembslisn Unit  Apartemen
yang telah dibayvarban oleh FPIHAR FERTAMA kepada Kas -
Negara tidak dapat dikembalikan dengan cava apapun -
kepada FIHAR FEEDUfA .~ o s e e s oo e

Untuk perhitungan bunga yvang harus  dibayarkan oleh

+

sTHAKE  PERTAMA  tersebut, maka 1 {matul  tahun  akan

terdivi dari 260 (figaratus snampulubhl} havi.—————ees

3 Keterlambaitan Fembavavan Harga Fengikatan.- ————————~

28
Permasalahan hukum..., Lina Rahmasari Harahap, FH Ul, 2011.




27 Dalam Ral FIFAE KEDES oleh kBarenas sebald apapun
Guna tidak depat melakukan Fewailbarmya untuk e
membayvay angsuran maupun keselaruhan Havga —————m—

Fengikatan, sesuail dengan ketentuan—ketentuan —-———

il

H Cr Akt T

sghagaimana tevoantum di dalam LAMFIRAN I ————e—e—

1

1

tpe janiian 101, makae setiap keterlambatan ——e-—e——- |
nepmbavaran angsuran tersebut dikenakan denda ————-
sebesar |1 Y. {=atu permil? per havi dari jumlah ——
varng terlambat dibayar . e ms s s s
'i

= = ma 90 {sembilan

'] 1
1[1
’1_|

®
&

|_|_E

2 Dalam hal dends telsh ber b
pulinhy heri kalendsr dan FIHAE FEDR belum —————-

:

Hean pembayaran angsu FIHOE  PERTAMS

. makas F

'_‘l
ﬂ!

i
e
ﬂ

hevhal  untulk  mengakbivi Ferjdandlian inl, dEngan

BT TR ] & e e o e i o e e e o e
i. apabila pembayvarvan Hargae Fengikatan yang telah

~

it

giterima oleh FIHAK FERETAMA burang dari atad
sama dengan 25 W (tigapuiuh lima persend dari -
Marpae Fengibtatan, maka wang tervssbut sepenuhnys
menijadi milik FIHAK FPERTAMA dan PIHAK HEDUA -

higall berhak sepuntuy gengembaliazn berups ~——-

apapun  kepads FIHAE PERTAMA;- ——————emm e

ii. apabila pembayvaran Hargs Perngiketan yvang telah
i terima FIHAK FERTAMA lehibh dari 35 4 (tiga ——
priub Tima persen)d deri Haros Fenoikatan, maka
sabesar 3% 4 (tigapuiuh lima parsen? dari Harga
FPengikatan akan menjadi milik PTHAE PERTAMA  ——
dan  swsisanva akan dikembalikan  kepada PIHAK

KERUA setelah Unit Aparitemen dijusl kepada -——-

mihak laing
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o

S Rhusus gntuk PIHGE EEDUS vang sesperoish fasilitas

1y merniamninkan

-

L

Fredit Pemilikan Apartemnsn (KPS denge
tnlft Apartemen bDerdasarkan akta ini, apabila FPIHAE
FEDUA  oleh karena sebalb apapun juga tidak dapat -
melakukan kewajibannya untulk membayar angsurannya
Fepada kreditur penyedia EPA tersebul, maka FIHAK
FERIA dengan  ini sekarang unituk  nanti kemudian
hari memnberi kuasa kepads FIHGE FPERTAMA wunbuk ————
menbhatalkan Ferianjian ini; kuasa mana akan dibust
terpisah dan tersendivri  dan atas kelalaian FIHAE
FEDUO tevsebut akan bkerlaku pula kstentuan avat b
diatas ditambab biava dan denda-denda lain sebanai
abibat kejalaian FTHAE KEEDUA  vang dibitung ——-———-
berdasartan perhitungan kreditur penvedia EPA  dan
unntulk selanjubtnya FITHARE EEDUA  fidak akan eenuntut
ataun mengajukan gugatan dalam hentuk apapun kespada
FIHAE FEETAMA  sehulbungan dengan tindakan—tindakan

yarng @ilaekukan wleh PIdAaR FPERTAMS sebagail akibat -

i

iapn FIHASE EEME: dalam melaksanaksn ~——

fomd

dari kela

kewajiban pembavaran tersebut.———r e e - —

L
43 Keterlambatan Pembayaran Biaya Pengeloiaan dan/fatau

Biaya Utilitas.—— e e e e e e —
Apabila PIHAK KEEDUA laiail dalam melakukan  kewajiiban
pembavaran Biaya Utilitas dan/aten Biava Fengeloliaan
SAMDE 1 tangoal jatuh  temponya  peobavaran, mala

FIHAE FPERTAMAS dapat mesberlalkukan hal—-hal ssbagai ———

i Memberi peringatan kepada FPIHAE EEDUA samoal
denoan 3 (tigs? kali pevingaten, sasing—————
mazing dengan tenggang wakte 7 {twuiuh?  hari

. \
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melalaikan kewaiibannva untubk membavar Biayva

Utilitas/Fengelinlaan pada tanggal jatubhy ———-

I I = = T e e e e e e
ii. Tanpa mengurangi kebtentuan dalam ayvat 4.1 ——

[ di ztas, FIHA&E FERTAMA  ataw pibak lain yang

gditurnjuk oieh FPIHGK PERTAMS  dapat ——-—-———-
mengenakan sanksi-sanksi yang berkaitan ———-
dengan pengelolaan Unii Apartemen fermasuk -
tetapi tidak terbatas pade pemutusan aliran

listrik, air, dan lain-laing- ————————rmm——m

iii. tntuk pemasangan kembali dari pemutusan ————
aliran listrik, air, dan lsin-lain atag Unit

fAipartemean, maka akan dikenakan biaya vang ——

»

i

Rarus dibayvar oleh PIHAGK EEDUA sessual dengan

ketentuan yvang berlakug—~ ~-—es—s— oo —m

iv. Bpabila FIHAE EEDUA ftetap tidak mslaksaonzkan
1. - - i = - . - E i - 1 = i -
kewajihan pembavaran tersshui setelah diberi

peringatan  ssbagsimans bevseiut dalam ayat

4.1 diatas, Apartemen dapat diblickivr/ ——e—e

N S U U KR F‘aﬁai b

e PENANMDATANGANAN AKTA PPAT ——————m— e

[y
e

PIHAE PEETAMA sekarang untuk nantinya kemudian hari -
memberi kuasa kepada PTHAE EEDUA untuk senandatangani
Lta PPAT atas Unit Aparisemsn tersebut, dengan -

Fetentuan Ralmws f— — s o s e e e e e em e

a. FPIHAK EEDUA telah membayar lunas Harga Pengikatan,

-\\%\\\N\\\““\\
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SFFEiy nda-denda, dang ——--—-———

jaminan sebesar & (figa) hulan Biavae Fengelolaan
dan Disye—biave lainmva (jika ada) bepads PIHAK ——
PERTAMA, yang dibukiikan omleh tanda terima Y ETIG
sah oleh PTHAE FERTAMA atau wakilnva vang sah. ———
B. PIHaE FEDRUA  telabh membayvar Bea Ferclehan Hak Atas
Fanah  Dan  RBangunan (FPHTE? dan biava tain Yang
berkenaan dengan balik pama Sertipikat Hak Hilik

Satuan Fumah Busun ke atas nama FIHAE EEDUA . ———— e

T. |Bertipilbat Hak Milik Atas Satuan Fumah Busun unboi
Unis Apartemen vang bersangkutan teiah diterbitian
aleh Badan Fertanahan Nasional atas nama  PIHAE
L T

d. BAF atas lnit Aparitemen telsh ditandatangani ————-

sebhagaimana  diatur dalam pass] & (3 Farijaniian

21 Eebsium penandatanganan Alkta PRAT gilak=anakan, ———
maka FIHAE FEDUA berkewvajiban untuk memhayar —ee—e———
kewajiban Fsjak Bumi dan Banournarn (FEE! stas Unit ———
Apartemen untuk fahun berjalan. ———— e

___________________________ Pasa}_ 12 S L P S 2 s e 1 e i bt S e T e A £ B e e S e

—————————————— FENGAL ITHAN DAN PEMINDAMAN HAK - ——————— -

13 Sebelum Harga Lunas Dan Penandatanganan A&kta PPAT.
i.i.8ebelus Harga Lunas atau sebelum  perandatanoanan

\ékta FRAT, PTIHAK EEDUS  tidak dapat mengalihkan

atau memindahtangankan Unit Apartemen kepada ~-——

pibak lain, ferkeruali pembavaran telah mencapai

25 % ttigapnliuh tima persent dari Total Harga ——-

Frennilkatan, Dalam Hal teriadi pengat ithan, mala

FIMar FEMK dikenakan biava administrasi  sshesar
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o

3,5 % (o] koma lima persen? dari Total Hargs
Fepoikatan atau minimal Rp .S 000,000~ (1ima juta

Fupiahi, dengan ketentuan dalam hal pengaliban

. .
= imberissuamnl

i

m
o
T

e

b1}

terjeadi diantars FIHARE KE SEG

-

varng =ah atau kepada keturunannya pada  dervajat
pEriams (anak) untul vang pertems kall sejak akta

ini ditandatangeni; maka ftervhadap psngalihan ind

tidale dikernakan blayas administrasig- ——————m—mree
Selurub biaya-biaya, tevmasuk biaya akta f(akta:

Mrtaris dan pajalk sehubungan dengan pengalihan ——
atas Unit Apartemsn tersebut ssliugruhnya menjadi -
bangguno jawab FIMAK KEDUAR, ———mes s —— s
1.7 Selama FIHAE FEDUA belum melunasi TVotal Hargs ——-

Fengihatan, maka FIHAE EEDA dijarang untuk —--e-

njaminkan, menyeswakan, memberikan kesempatan ——

=
)

kepads orang lain wuntok menghoni/eensepati/ ————-

mempaergunakan atau melakubkan tindakan hubum ————
lainnya atas Uﬁit Apartemen yang menjadi objek ——
dari Ferjanjian ini tanps memperolebh suatu ————-
persetujuan fertulis terliebih dahuwlu dari FPIR&E -
FUER TR L o e s e o e e e e ot

Bl

23 Sed¥elah Harga Lunas Dan Penandatanganan Akta PPAT.— -

£ setelah Toital Harga Pengikatan telah —---—

=&

ja!]

(Setisa
dilunasi oleh FIHAE KEDUA bepada PIHAK FERTAMA atau -
seteliah FPara Fihak menandatangani Akita FFAT atas Unit
Apartemen, FPIHAK KEDIA berhak mengalinbkan Unit ——e—eee
Apartemen tersebut dengan ketentuan bahwa - ——————-—
ip mambhsritahukan teviebih dahala —

a.FIHAE FEDULG wa

3
-

tevroehut secsra tevrtulis kspsda FIHAK

T

Py
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Tlavea—blaye sdministrasi, dends-denda, dvang ——————
jaminan sehemar 3 (tiga’t bhulan HBiava Pengelcisan

dan biava—-biasva lainmva {iiks adsd kepeads FIHAK ——

FERTAMA, vang dibuktikan oleh tandas fevima yang

bt

saht oigh PIHAE FPERTAMS atau wakiinva yang sah. ———

b, FIMaE FEDUA  telah mesmbavar Bea Ferolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan (BRFHTHED dan Dbiava lain  vang
bevkenaan dengan bhalik nama Bertipikat Hak  Hilik

Satuan Fumah Susan k2 atas nama FIHAR BEEDUAS . -——e

i

c.iSertipikat Hak Filik Atas Satouan Roamabh SBusun untak

Moditerbhitkan

i
&
—
il

Unit fpartemsn yvano bersangkutan

oiaeh  Badaen Fertanahan Masionael atas nama PR

sehagaimana diatur dalam pasal & (2 Perjanjiian

3

i n{ T e e e e s S S S S e s e e e e e s e i

0 SBebelum penandatanganan Akta FFAT  dilabganakan, ————

maka FIHAK KEDUA herbewaiihan wuntuk membavar —-eeeemesees

kFewajiban Paiak Bumi dan Banpournarn (PEE? atas Unit -

Hil

| Apar temen untuk fahan berjalan., - s — s e

————————————— PENGAL IHAN DAN PEMINDAHAN HAK ———w—owmee o ——
13 GSebelum Harga Lunas Dan Fenandatanganan Akta PPAT.

P.1.8ebelum Haroga Lunas ataw sebelum penandatanganan

-

fkta FPAT, PTHAE KEDUA  tidak  dapat mengalihkan
atau mecindahtangankan Unit Apartemen kepada ———-
pihak lain, terkecusli pembaysran telah  mencapsai
A% ¥ dtigapuiuh lima pervsen? dari Total Havga -

Fengikatan. Dalam Hal. teriadi  pengalihan, saeka

FIHAK KEDIA dikenakan hiaya adminoisirasi  sebssar

-_\

oy

-
wral,
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bk
n
BN}

o

G,5 % tpml koma Tima persent dari Total Havga

Fenailkatan atau minimal R S.000, 000, - (lima juta

Fupiahy, dengan ketentuan dalam hal pengaliban

=)

ter jadi diankara FLIHE

,..
T

HOKEDUA kepada istari/susmi
vang =ah ataw kepada veturunannya pada  derajat

camas Canak? urmtul vano pertama kzli sejak zkta

7
[
-
ot

imi ditandatangani, maka bavhadap nengalihan ind
fidals dikernakan bilays adesinisivasiz— ——--—7—wmT 77T
Ceigruh biaya-hbiaya, termasub biaya akta taikta’

Mrotaris dan paiak sehubungan dengan pEngalihan —

atas Unit Apartemsn tersebut seiuruhnya meniadi

fangauno jawaeh FIHAR KEDUA, ———-wmo— e

5l Gmlama EIHAK FEDLA belum mslunasi Tofal Hargs »-

Fengi katan, maka PTHAE FEDLG dilavang untuk -

mEnjaminkan, mEryswakan, memberikan kessmpatan —-

rd
5
7

kepads orang lain untulk menohuni/mensmpati
mempergunakan atau melaiukan tindakan hukus ———-—
lainnye atas Unik Apartamso yand menjadl objek —-
dari Ferjanjian ini tanpa memperocleh suatuy o
persetu juan teriulis terlebit dahulu dari FIHAK -

FERITAME o~ — =em s oo o e

Satiap saat setelah Too

elah Harga Lunas Dan FPenandatanganan Akta FFPAT.— -

al Harga Pengikatan telah ———

(o

dilunasi oleh PIHAK KEDUS kepada FIHGE FPERTAMA atau

cmtelan Fara Pihal menandatangani Akia FRFAT atas Lirsi b

Apar tem

[}

H

e, PIHAR KEDUA berhak mengalinkan Unit ————--

Apariemen tersebut dengan ketentuan bahwa 3— =TT

a . FIHASK REDUS waiib memberitahukan terlehib dahuiu -

T Fat

behendebnva  fersshut sedava tertulis kepads FIHAK
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[

*PPQT tersebut atau perijaniian pengalihan/pemindab--
tanganan dengan pibak ketigs wepada FiHak FERTAMA -
selambat—lamhatnya 7 {tujuh? Fari kalendsy setelah
ditandatanganinya fAkta PPAT atauw perjanjian ——o——--
b R EE UL L e e e e e e e s o e T T e T T

c.Fihak  yang menervima pengaliban hevkowa jiban  untuk

FTHAE

Tain vang diiuniuk  aleh

FPERTAMA/Ferhimpunan Fenahuni sebagai BHadan ———-—m—

& sementara (apabila Perhimpunan  FPenghuni

0
-

Fengsl
heElum tevbertuk) Apsriemen sebelum dilakukannys ———

wengal ihan atau pemindab-fangsnan tevrgebut .- - ———

T

FPIHAKE EEDUA waiib menyerabkan 1 isatul  copy fiha

rurcul dan teat pada tats teriib Ferhimponan ——————
Pernghuni WUnit Apartemernj~ ————— oo oo ooemmmmmmmme
Segala biaya akta taktal, pagsk oan BFHTE yang ———
Limbnil sehuhuﬂg&n dengan pengalihap/pemindab— e

Lanospan Unit Apartemen akan meniadi tangoung jawan
b A Lre (LI

P THAE ED I = e i i e e e

21 Pemindahan Hak kKarena Fewarisan.— ———-— -7

=

‘t

Ferianjian ini tidak akan herakhiy kavena salah ———
satu pihak meninggal dunia atau mubar, akan  tetapi
herlaku bturun temurun dan harus dipenuhi oleh —-——-
iparal ahli waris atau ﬁemgganﬁi hak atauw pensvus
fak odari pihak yvang meningoal dunis atay perusahaan
vang bubar tersebut.— ~oommeeem s s s
Dalam hal FIHAK EEDUA meningosl dunisz sedanghkan ——-
kewa iiban—kewajiban dalam Ferjanjian ini helum ————

Leanakan seluruhnve, maka ahlii waris pengoanti

i

dil

ang sah meEnuyaf —e—e

.

hak/penerus hak FIHAE EEDLA

Undang-unsang dalam jangka waktu 40 {empat puluhl} -

\ﬁk%hﬁﬁﬁﬁax

o
e
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o

hari kalender sejalk sasdt meninod FIHAR EEDUS -

wa ik menurial atad pmberikan Fuasa mutlak  kepada
aalah seovarny diantaranva untulk mewalkili meneruskan
bewa iiban  hukum atsu mempeyoleh hak herdasarkan -
Ferjaniian ini dan meEnyampaikan surat bukti yang -
ditanda tanpani olsh pejabat yeng bervenang yanho =
itan dengan hal tersebut. - oo s
Beqala biava yang timbul dan yang alkan Timbul —e-——
sphubungan genaan keadaan tersehut diatas, —————

seperthnya menjadi tangounian dan hebhan davi ahlil

waris atau pennaanti hak/penerus hak FIHAR KEDE. -

B

&l

-ibat Fengalihan.- ——————— - —-—— oo T oo T T

a.Pengan terjadinya tindakan hukum tereehut dalam —-

ayat 1, 2 dan & Fasal irti, maka semus  pihak yang

iy

mensyima penyevahan hak atas Unis fpartemen dari -—

FTHGH KEDUA akan tunduk kepada  seluruh syarat dan

vetentuan dalam Ferjanjian ini, &ngoaran Oasay dan

nggaran rumah tangoa ssrta tata tertibh Pasrhimpunan

Penghuni Unit Apar ERmeE . =TT T T T T e e

b Tika PTHOE KEDUA melakukan pelanggaran atas ——mo—7

Letentuan  tersebut dalam ayat 1, ¥ dan 3 diatas.—

maka =sgala akihat yang £imbhul antara FTHAKE EEDUA -
darn pihak lain tersebut tidak Leylasku dan tidak ———

mengikat FTHAK FERTAMA, - —mm——mmm o o s o

e e PASE] 1R mmmeere e e

- PAJAE~PAJAY DAN BIAYA-BIAYA ——————m— ==

13 Faak—Fa jak , = — o e e e i

zm izl Tanggal Fenyerahan, FPTHAR EEDUA  wajib

o

Fasiak Bumi dan Bangunan CREREY pada tahun oo

]
il
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vang herjglan dan seterusnya dan pajak-pajiak lainnya
wvang timbul sehubunoan dengan pemilikan Unit ————m-—-
Apartemsn, baik yann sekarang adsa maupun yang akan ——
=

ditetepkan oleh Pemerintah Fusat msupun FPemerintah -

Daerah, dan harus dibayar langsung kepada Instansi -

Yara D,;_.:.;—’y_ga-.nar]g_—— o i e s i e e o S S S A TR S T e S e e AT R et e

29 Biaya—Biaya.— e s i

vahan, PIHAK KEDUA waiib

Hi]

Terhitung sejak Tanggal Feny
untuk  membayar hiaya-biava, antara lagin, pemakaian
air pemakaian listrik, telpon, biaya pengelolaan,
premi asuransi linit Apariemen dan hiaya-biayva lainnya
vang timbuil sehubungan dengan pemilikan Unit ———e-ee—
Apartemsn, bailk yvang sekarang ada maupun  yang akan
ditetapkan oleh FIHAK PERTAMA atau Ferbimpunan ——————
Fanglhuni {apabila telah terhentukl, dan harus dibayar
langsung kepada PIHAGK FERTAMA atan Ferhispunan —————
Fanghunt fapabila felah terbentuk), kecwall Dbiaya

felpon  harus dibayar langsung kepsds Instansli  Yang

B r B ARG - — - e e i e sy e e e

el - =TS B B B

s YGURANG T e

-y

STHAK  PERTAMA hertanaoung iawab  untuk  mengasuransikan

peker jaan pembangunan Apaviemen selama pembanunan dan

membayar premi asuransi atas biaya PTHAE PERTAMA  sampai

o~

angoal FPenyerahan Unit Apartemen, dengan ketsntuan
eoielah RAP di tanda—tangani oleh Fava Pihak premi —————-
asuransi Unilt Apartemen akan menjadi beban  FITHAK EEDUA.
_______________________________ PQSQL i e o e e e o e e e
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ FORCE HMAJEUR ————— o es s e

iwa Force Maieuy  yaitu peristiwa yang ————

il
il

H]

Tl
tir

T
i1}
-
Hil
e*l*
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N —

tar jadl diluar kemampian Fara Fibhal vang mengakibatian -
tidak dapat dipenubinya suatu Lpwaiibhan berdasavian oo
Fay janjian ini, termasul namun tidak Terbatas pada
perubahan kebi jakan moam@ter veng bersifat material yang

akan berdampalk pada kelangsungan sepmbanaqunan Apar Temen,
(= = G ;

Wl

hefransa alam, bebaskaran diluar kelalaian Fara FPihak,

cEperangars, huru hara, peledakan, sabolase, keouall

Leyhadap kewsjiban pembaysran herdasarkan Ferjanjian ind
S —— N L 73 B I = Tttt

e vt Y e Sk R e et 5 ke bR s s e B e PEHEER 1 'ngUﬁN _______________________
1. Semua pemberitabuan dan aurat-menyurat berdasarkan -

Ferianjian inil hanya dianggae t@lah diterima apabila

=

disampaikan langsung atauw dengan surat tercatat dan -
dizertai derngan snda pensyimaannya yasng aah ke —————
slamat Fara Fihak dalam akta ini, vaitur-
FIHAE FERTAMA: - —————— - —— = m o s s e

Gedung Setiabudi 2y .antai 36K, ————

Alamat

Jalan HRE.FEasunsa

Jakarta Saltatan 12920 s e

Mewmor Telpon o {0Ri) BRROLeB.

Momor Fax PR 0 b B T D et e

CT RO BEIN 2 o e e e e e e

alamat n Fada Saluyu Utara 1 Nomor ig,

Mooy Talpon JoroEEs POLSISS, O81iZEZIEER. oo
. Jika PIHAKE EEDM  berubah alamat, maka FPTH&E  HEDUA

berkews jiban urtuk mesmberitabukan perubaban terssbut
cerara teritulis kepada PIHAK PFERTAMA selamhat— —————

lambatnva 7 ttujuhl  hari kalender terhitung dari ——
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tangoal perubahan slamet fersebut. - e s

L

Untul perubahan alamat yang tidak dilaporkan kepad:
FIHAE PERTAMR, maka ssoala alkbibat vang timbul ——————-

sehubungan dengan FPerjanjian ini menjasdl risiko dan —

{15

tangoung jawab sepsnubinves PIHAR KR

~

B = I I e

e e FENYELESATAN SENGKETA  — o e

Grmua perselisihan dan pevhedaan pendapat vang mungkin —

Limbul dalaem pelakeansan Ferjanjian inl akan diseleszi-

kan oleh pars pibak secara musyawarah  untuis mencapal

PUNEOR——. . W o oS X pasal 1 B o At e e et Stvne ot 4708 e 2 e s S e s e St ik et e ST LEiE St 2
e e e —— - BT THAN HUKUM DAN DOMISILY — -
i. Perjanjian ini diatur dan difafsirkan berdasarkan ———

kum Negare Repubilik lodonesia.

. Mengenai akte ini dengan segsla akibat dan ————————

pelaksanaannya, Fsra Fihak veng bertindalk sebagaimans
torsehut memilib tempat kedisman hukum (domigilid ——
vang umum dan tetap di Eantor Fanitera Fengadilan —--

Negerl Jakarta Gelatan di Jakarta.

s oot o e berm e At Aokt $EbE B ST S A o . o o ek St e e £ 2 Pa':_ra}. 1‘3 e oo £ 4 2 ey £ s M ST b S e o o e e e e e
ot e e e e O —HAL PATH e s e e
fava Fihak telah sepakat mengenal hal-hal sebagsi ——————

I 1 L B 5 — e o e e e e e e e e e

13 Kuasa Yang Diberikan. oo s s s

Fuasa (—kuasa) yang dibherikan dalam Perjanjian  ind
mevupakan bagian yang tidal terpisahkan dari ———w—ee—
Per janjian ini, karena kuasa (~kuasal tersebut ticalk
dapat dicabut kembali karena alasan apapun, termasul

cpbab-sabab yvang diatur dalam paszal-pasal 1813,
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gan 1816 Hitab tUndsno-undang Hukum Perdata. e e e

harus diangogan telah dinperikan kata

i

{4

geml kats dalam Perjaniian imni, oleh karens 1ty tid

diperiukan lagl kussa fervrsendivi. - —— e

Ferubahan atau Addendum. - e e

&. Ferjanjiian ini hanya dapat diusbah, ditambabk atau -

ingkan dalam bentuk tertulis vang dibuat -~

E)

dan ditandatangani olsh Fara Pihbak., - ——

I-hal yvang belum distur atsu belum cukup diatur

by
T
&

dalam perjandiian inl akan dituangkan dalam ——e——ee
agidsndum vang merupakan baglan yang tidal e

terpisahkan dari perjaniian ini, ————rmem e

21 Dalam hal ferjadi pervjaniian ini mensadi batal, Fars
Fitak dengan tegas melepaskan ketentuan-ketantuan ——

1267 Kitabh Undang-undang

gslam pasal 1ZEE dan

Hukum Fevdata. oo e o

P Dalam hal oleh karvens ssbab apapun sa

o

shubungan dengan

yang btelah ditentukan dengan pephatasan suatu wakiu
tertentu (tamggall nevdasarkan abta ini, maka
Felalaian mans cubup dibuktikan dengan lewatnyva waktu
saga, sehingga tidak dipsrylukan surat dury sitag ———--

dansstaw surat

[Para Fenghadan saya, Notariszs kenal .o

e DEMIKIANLAH AKTA INI e e e

Dibuat sebzagai minuts dan  dilangsungkan  di :

Gedung Setizbudi 2, flantail 32, Jalan

[ e T o5 ot b T W LA — - e —_ ef Boow ma ape . T rm g, gy amy e s g wpe o s,
Faviing B, Jfskaritz Selatan, pads havi dan tsnoosl =sris

tevaehut

3
-F
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1 gt
.We!":'%!'-.ﬁ_'s\:fa

difaciivi oieh

- by [ 14 g [ R U . I o oy ae ] e N
Kepotariaten, lahiy i Bamarvinds, pads tanggal sesbitlian

bielas  Sepbtesbsy fTshon seribu Erasmpl Fu

YD, lahiv dioee

delapan {1E-0%-1958% dan Nona SANTI
2 v e o . . ST — "'i' Fuﬂ'-‘._.. :__1,..‘. ooy by ‘:i"""f"i bll ______ —
Tilacvap, pada fanggael smpat Pebvuari tanun &7 10U

sembilarnratus delapanpuiuh empat (Q4-0Z-19847 keduanya —

karyvawan Mobtaris den bkeviempsdt ting i Jakarts -

sehagai msaksi-zas

Senera setelah akita ini saya, Notaris, jelasian ————————

,-!

selengkapnya kepada para paogl

seaual permintaan pava penaghadap, bervhubung pavra ———————
penghadap dan sakb tolan mengetabui dan  memaham:

isi akta ini, maka akta ini ditandatanmgani oish para ——
penghadap, saksi-saksi  dan saya, MNofaris.s —-eees—esme——e
Bilangsunglkan  dengan memakai tiga perubahan  yaitu, -
dua karena coretan dengan pengogenbian dan satu kavena -

Jo R TIRED PR [ o — o v mom oo e o L e e o e

Minuta akta ini telah ditandatangan 11 sEcubupnya. e

| Diberibkan sehagal

4}
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T, JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL TBK

SETIABUDI RESIDENCES

Rl

DAFTAR PEMBAYARAN
Harga Pengikatan : Rp. 652.887.620 E ,‘1\
A
Metode Pembayaran : Tunai Bertahap g
s Unit Pembayaran : H27
BANDUNG
Tanggal Jumlah Saldo Keterangan
Jatuh Tempo Pembavyaran (Rp.) Pembayaran (Rp)
652.887.620 Harga Pengikatan

03-12-2004 6.629.562 646.258 058 Uang Tanda jadi

17-12-2004 26.014.819 620,243 239 Pembayaran Ke 1

15-01-2005 25.843.468 594.399.771 Pembayaran Ke 2

15-02-2005 25.843.468 568.556.303 Pembayaran Ke 3

15-03-2005 25.843.468 542.712.835 Pembayaran Ke 4

15-04-2005 25.8432 468 516.869.366 Pembayaran Ke 5

15-05-200% 25.843.408 491.025.898 Pembayaran Ke €

15-06-2005 25.843 463 465.182.430 Pembayaran Ke 7

15-07-2005 25.843 468 439.338 962 Pembayaran Ke &

15-08-2005 25.843.468 413.495.494 Pembayaran Ke 9

15-09-2005 25.843.408 387.652.026 Pembayaran Ke 10

15-10-2005 25 843.468 361.808.557 Fembayaran Ke 11

[5-11-2005 25.843.468 335.965.089 Pembayaran Ke 12

15-12-2005 25843 468 310.121.621 Pembayaran Ke 13

15-01-2006 25.843 468 284.278.153 Pembayaran Ke 14

15-02-2006 25.843.468 258.434 685 Pembayaran Ke 15

15-03-2006 25.843.468 232.591.217 Pembayaran Ke 16

15-04-2006 25.543.468 206.747.749 Pembayaran Ke 17

15-05-2006 25.843 468 18(.904.250 Pembayaran Ke 18

15-06-2006 25.843.468 155.060.812 Pembayaran Ke 19

15-07-2006 25.843.468 129.217.344 Pembayaran Ke 20

15-08-2006 25.843.468 103.373.876 Pembayaran Ke 21

15-09-2006 25.843.468 77.530.408 Pembayaran Ke 22

15-10-2006 25.843.468 51.686.940 Pembayaran Ke 23

15-11-2006 25.843.468 25.843 471 Pembayaran Ke 24

15-12-2006 25843.471 0 Pembayaran Ke 20

Jaharta,  21-Ap:-2005 Harga Jual Tanah (net) 313.034.200

Disiapkan Oleh Harga Jual Unit Apartemen (net) - 280.500.000
) . PPN 10% : 59.353.420

/@/\.QW“Q Total Harga Pengikalan : 652.887.620

-

Thomas Verdiyanto ™

Finance Manager

Project Development

Harga di atas belum termasuk :

Biaya Notaris, BPHTB, PPNBM (jika ada)

Catatan

Pembayaran harap dilakukan dengan transfer bank selambatnya pada saat tanggal
jatuh tempo, dengan jumlah penerimaan penuh di rekening bank yang ditentukan.

e

LIM MERRY
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Foyer
o Floors
«  Walls
« Ceiling
s« Door

Living / Dining

e Floors

«  Walls

» Ceiling
Bedroom

¢ Floors

=  Walls

s« Ceiling

« Door
Bathroom

s  Floors

«  Walls

s Ceiling

Sanitary Fixtures
and Accessories

¢ Door
Kitchen

« Floors

«  Walls

= Ceiling

s Sink
Lifts

s Passenger Lifts

e Service Lift
Electricity Supply

« Capacity

«  Genset
s+ Metering

Value Added Features

+ Cable TV
+»  Communication
+ Safety Devices

Cark Par

Standard Specifications

SANUSKTANA L.

el
setiabudi

residences

Ceramic 400 X 400 mm

Painted plaster on bricks

Painted gypsum board suspended ceiling

Selid timber with clear finish and tocal Hardware

Ceramic 400 X 400 mm
Painted plaster on bricks
Painted gypsum board suspended ceiling

Ceramic 400 X 400 mm

Painted plaster an bricks

Painted gypsum board suspended ceiling
Veneered with clear finish and local hardware

Ceramic 300X300 mm
Ceramic 300X300 mm
Painted water resistant ceiling gypsum board suspended ceiling

Toto or equivalent
Veneered with clear finish and local hardware

Ceramic tiles

Ceramic tiles

Painted gypsum board suspended ceiling
Stainless Steel

7 units of 15 persons capacity
2 unit of 1,600 kg capacity

10.600 YA for 2 bedrooms

13.200 VA for 3 bedrooms

Full back up

Individual KWH Meter for each unit

Outlets in living room
1 direct line instatled per unit, outlet in the living room
Water sprinklers, fire alarm, hydrant system

1 space provided for each apartment ‘

LIM MERRY p
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JUAL-BELI
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AKTA JUAL BELI

Hrt/Julius )
268-01-09 No. : il / 2009.-

Lembar Pertama/Kedua

Padahariini, Kasis —=~- tanggal 29 (  duapuluh sembilan —---- )

bulan -~-- Januavi ----- tahun 2007 (  Dua ribu sembilan -~

hadir dihadapan saya fyonya ESTHER MERCIA SULAIMAN, Sarjana Hukums-
yang berdasarkan surat Keputusan Menteri Megara AgrariaKepala Eadan

" Pertanahan Nasional tanggal 24-5-1934 pomor 37 - XI - 1994
diangkat/ditunjuk sebagail Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya

disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kotamadya ——-

Takarta Selatazpdan berkantordi  menara Imperium Lantai 9 Suite I —-

J1.H.R.Rasuna Said Kav.1l, Jakarta Selatan ————- dengan dihadiri oleh

saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: .. ......

i. *-Nyonya Doktoramda LIM MERRY, lahir di Teiuk Fakeda, pada -
tarogal 16 Mei 1935, Warga Megara Indonesid, Swasta, ————-
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kembang Indah V G4/47,
FRukurn Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Kembangan -
Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakaria Barat; -———-—---we-or-
Femegang Kartu Tanda Fenduduk HNomov & 09,.5208.3500355. 0233,

2.Tuan LIE ERFURT CHANDEA PUTRA AS6LI, lahir di Malang, pada
tanggal 17 Juli 1963, Warga Negara indonesia, Swasta, --—-
bertempat tinggal di Jakarta, Permataz Intan V Blok Z 5,
Rukun Tetdngga 003, Rukun Harga 002, Kelurahan Grogol -——-
Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatany -——————-
Femegang Kartu Tanda Penduduk Nomor @ 09.3305.170763.077%;
fienurut ketevangan mereka dalam hal ini bertindak dalam -———-
jabatan mereka selaku para Divekiur yang aswakili Direksi —-—
dari dan oleh karenanya berwenang bertindak wuntuk dan atas -
pama persevoan terbatas PT JAKARTA SETIABUDT INTERMASIOWAL, -
Tok., bevkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran —----—-
dasarnya dimuat dalam akta tanggal 62 Juli 1975, HNomor 4, —-
gan dirubah dengan akta tanggal 11 September 1575, Nomor 15,
keduznya dibuat dihadapan IMAS FATIMAH, Savjana Hubum, -----
Notaris di Jakarta, yvang telah mendapat pengesahan dari —---
flentervi Kehakiman Republilk Indonesia berdasavkan Surat -——-
Keputusannyza tanggal 13 Mavet 1976, MNomor Y. 4.57126717, dan-
telah diumumkan dalam Berita Megara Republik Indonesia —---—-
tangeal 19 Maret 1976, Homor 23, Tambahan Nomor 204; -——-—e-
angoaran dasar mana kemudian telah diubah beberapa kali dan-
atas seluruh anggaran dasar tevsebut telah diseswaikan ---—-
dengan Undang-undang Momor 1 tahun 1995 tentang Fersevoan -
Terbatas bersamaan dencan pervubahan status dari perseroan --

Akta Juaf Beil Halaman | dari 7
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tertutup menjadl perseroan terbuka, sebagaimana ternyata -—-
dari akta yang telah diumumkan dolam Eerita Megara Republik-
indonesia tanggal 23 Desember 1997, MNomor 102, Tambahan -—-=
Homor &012. selanjutnys anggaran dasarnya beberapa kalil e
diuvbah, szebagaimana telah diumumkan dalam Berita MNegava -——— -
Republik Indonesia = e e o o e 1 S T R
s.tanggal 09 Pebruari 2001 Homor 12, Tambahan HNomor 9125 —-=-
b.tanggal 13 Deseaber 2002 Momar 100, Tambahan Nomor 14624 -
dan MNomor 14685; —==—=-——m-—sssossommoSsommm s m s T m T
c.tanggal 24 Juni 2003 Nomor 50, Tambahan Nomor 452 dan ———~
Momay G537 =r—mmee e e S ST S T S T T T T T
Kemudian seluruh anggaran dasavhya telah diubak untuk ~-————=
disesuaikan dengan Undang-undang Momar 40, tahun 2007 --—-—-
‘tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana ternyata dari ———=°"
FERNYATAAN KEPUTUSAN RAFAT PERUEBAHAN ANGEARAN DASAR ——-—m—=-
WpT JTAKARTS SETIARUDI IWTVERNASIONAL Tbk." tanggal 02 Juli —-
2008, MNomayr 19, yang dibuat dibadapan SUTJIFYO, Sarjana ————
Hukum, Motaris di Jakarta, dan dirubah dengan akta —-——--——"-
Ferubahan Anggaran Dasar, tanggal 20 Mopember 2008, Nomovy -
128, yang dibuat ditadapan AULIA TaUFaNI, Sarjana Hukum, —=-
- pengganti dari SUTJIFTO, Sarjana Hukum, Motaris di Jakavta,-
yang keduanya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum—
fian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat-
Keputusannya tanggal 18 lesember 2008, Nomor AHU-97525. &H. -~
01.02. Tahun 2008 e e e i
Tan untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta inis —————
a. telah mendapat persetujuan tertulis dari Rapat Komisaris -
Ferseraan, sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN KOMISARIS -
DI LUAR RAPAT PT JAKARTA SETIARUDI INTERNASIONAL Tbk, ----
KERKEDULUKAN DI JAKARTA, Womor 12/KEDRATSIZAVITI/ 2G04, yang
dibuat ¢i bawah tangan tanggal 12 Agustus 2004, bermeterai
cukup dan aslinya telah dilekatkan pada minuta akta -=-———
Penyimpanan tanggal 21 Pebruari 200%, Nomor 56, yang ———~
NOtarig) =rmmmmmmo s ST s S m T m S T
b.tidak memerlukan persetujuan dari Kapat Umum Femegang —=~—
Sakam Perseroan berhubung Unit Apartemen yang di jual -——-
berdasarkan akta ini merupakan sebagian kecil dari geluruh
harta kekayaan persercan’ sebagaimana ternyata dari SURAT -
FERMYATAAN DIREKEI yang dibuat di bawah tangan, tanggal --—

29 Juii 2004, bermeteral cukug, yand fotokapynya ——————7~
dilekatkan pada lembar pertama akta inig ~———memmm o
“gelaku Fenjual, untuk selanjutnya disebut @ -o-—=-7mmmTmTmTTOTT
e e b e e FiHaK PERTAMA —----———=m——mmos T o

II.Tuan lahir di Jakarta Earat, pada tanggal —-
CODE P . e w wsouy warga Hegavp Tndonesia. Wiraswasta, —— 77
bertempat tinggal di Jakartaﬁ
Tetangaa 007, Rukun Warga GQ%
Vecamatan EBandung Kulon, Bandunygy ————— 7 -
Pemegang Kartu Yanda Penduduk Homar 3 1050160802560G004;- -~
, untuk sementara berada di Jakarta. -----oommwmmTTmTImImITEOE
Selaku Fembeli, untuk selanjutnya dissbut ¢ --om-TTmTTTTTTTTTTE
——————————————————————————— PIHAE KEDM w-—m—m oo s s m s e

2

Akta Juaf Beli Halawman 2 dart 7

Permasalahan hukum..., Lina Rahmasari Harahap, FH Ul, 2011.




[
Para penghadap dikenal oleh sayafﬁcngl}édap
[ _ : saya kenal dan yan

/

Hisahkan coretan.-

enalkan kepada saya oleh saksi pengena

» ini -

ttd.
Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan
Pihak Kedua menerangkan dengan ini membéli dari Pihak Pertama : S —

‘Nomor atas sebidang tanah sebagaimgana
diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal
Nomor seluas om

Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB )

¢ Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pajdi :

atas sebagian tanah Hak Milik /Hak Guna UsaWa/Hak Guna Bangunan/
Hak Pakai Notmor

Norr;or Identifikasi Bidang Tanah ( NIB )

vaitu selnas kurang lebih m

' meter persegi ), defigan batas-batas :

dengan

2

isahkan coretan.-
ted.
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

~ Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

. Hak Milik atag/sebidang tanah :
' ~ Blok Kohir Nomor

ng lebih m (

meter persegi), dengan batas-batas :

Akta Jual Reli . ' . Halaman 3 dari 7
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Z

Digahkan coretan.-

ttd.

sebagaimana diwraikan dalam peta tapggal

Nomor yang dilampirkan pada aka ini. ——ere="mmmrmom-

berdasarkan alat-alat bukti berupa ; —------—---= s

e Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun : ——--—-----memrmemsmmmm oo oo oo m s

Nomor 4669/XX1 1 /Karet Kuningan., ———-— oo s o s
teriétak di: L - - S
- Propinsi . Daerah Khusus Ibukota Jakarta. ———
- -Kabupaten/Kota . Jakarta Selatan. —=mm————m—m—————=
- Kecamatan Cetiabudi, ~————rmmm e
- Besa/Kelurahn : Karet Kuningan. —m————e=mmmmmsmes -
- Jalan Rumah Susun Hunian Setiabudi -———--

fmcidences Jalan Karet Kuningan Lt.27 No.2708 ——————w-—m--

Jual beli ini meliputi pula : - - e -

hak atas tanah bersama, bends bevsama, bagian bersama, dergan -
nilai perbandingan proporsional 0,242598%, berdasarkan Bambar --—
Benah tanggal 03 Maret 2008 Nomor : 1920472008, luas 76,35 W2 --—-
{tujuhpuluh enam koma lima meter persegid, yang didirikanp —--——-

bevdacarkan Surat Izin fendirikan Bangunan tanggal ——---mmm e
09 Desesber 2005 Nomar 13730/18E/2005. e b e e

,.,...___‘..._............_...._.__.........._.._...._.__..........,..._..._.4..-........_._..___....».-,-.__..__.........._.,—___......-............_.____...........,..._._

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa @ —------mre oo mmmmmmmmmemm o
a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp.593. 534, 200, ~ —-mmm—mmmm———

(Limaratus sembilanpuluh tiga juta limaratus tigapulub empat-
vibu duaratus vupiah). -—-——--—smoToo s oo mEE T T

b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas
dari Pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini beriaku

pula sebagai tanda penerimaan yang sah ( KWitansi ). —-----=--—n=mmmmmmmm s m oo

o
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o C.

/

e Paeal g e
balam hal terdapat ———
perbedaan luzs dan -—-
nilai perbandingan -~
proparvzianal atas ———-
obyek jual bell daiam—
akta ini dengan hasil-
pengukuran oleh ———me-
instansi yang --————---
bevwenang, maka para -
pikak akan eenevima —-
hasil pengukuran dari-
instansi yang ——————-—-
berwenang tersehut ——-
dengan tidak ~————--——-
meagerhitungkan ———-—-
keaball harga jusl -—-
beli dan tidak akan -~
saling mengadakan -———-
gugatan. —---—mmrmeemee
~~~~~~ Fasal & ———-——-
flasing-masing pikak --
men jamin, mengenai -——-
kebenaran identitas —-
masing-masing pihak —-
yang dibevikan bherda--
sarikan akta ini dan -—-
Fihak Pertama menjamin
batwa surat tanda ----—
bukti hak tanahnya =—--
adalah satu-satunya -—-
vang sah/tidak pernah-
dipalsukan dan tidak -
permah dibuat duplikat
nya atau salinannya ~-
oleh Instansi vang ——
berwenang ztag ~m-mw—-
permintaannyva. —-—————-
Sehubungan dengan hal-
tersebut masing-masing
piftak menyatakan ~-—w——
dengan tegas membebas-
kan Fejabat Fembuat —-
Aktz Tanah ini dari --
segala tuntutan berupa
apapun mengenai --—-——--
bal-hal tersebut., ———-
Ligahkan coretan —----
dengan penggantian. --—

Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : ----—-----rmorm oo

- SR PP [ [ ———— _—

Mulai hari ini ebyek jual beli vang diuraikan dalam akta ini telah menjad
milik Pihak Kedua dan karenmanya segala keuntungan yang di dapat dari,

dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi

hak/beban Pihak Keda. ----- - i _

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak
tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai
taminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan

bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. - - oo

---- -- - Pasal 3 ---- - - -
Mengenat jual beli im telah diperoleh izin pemindahan hak dari  —--—m=mm~-
““““““““““““““““““““““““““““““ tanggal =~ TTTTTTTTmmTmes
Nomor T T T T
&
/ Pasal. 4
v Pasal-4 =

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini
kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum 'penguasaan
tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang -berlaku sebagaimana

tercantum dalam pernyataannya tanggal

Dalam hal terdapat pcrbgia‘zfn/ luas tanab yang menjadi obyek jual beli
dalam akta 1ni d@pga’ﬁ/ hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan

Nasional, @ké" para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi

- Pasal & - -

Bilamana terdapat tunggakan/kekurangan pembayaran Fajak Bumi
Dan Bangunan (FBE) atas Unit Rumah Susun Hunizn SETIARUDT -—
RESIDEMCES tersebut yang terjadi sampai dengan tahun 2006 —-

+td., menjadi tanogung jawab Fihak Fertams untuk mesbayarnyg ———--
termasuk denda-dendanya (Bilamana adal, ———————m—m e mmm e

5
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N s [l v ‘ oy a ¢ » hd .
v B s ‘ ‘. ¢ ¢ - 4
X . .
A T S SRR Fasal e e e e e s i ot e s e e s

Fihak Kedua dengan ini menyatakan dengan jual beli ini, -----
Fihak Kedus mengikatkan diri ftunduk pada Undang-undang --————-

tentang Rumah Susun serta peraturan pelaksanaan lainnya., ----

- Pasal g
_ : "Kedua belah pihak da'lam hal ini dengan segafa akibatuja memilih tempat
- Kediaman - hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera
' Pengadilan Negeri' Jakarta Selatan di Jakarfa. ———-—————st—me——m
-Pasal =

Biaya pembuatan akta ini, uang sakst dan’ segala biaya perahhan hak ini

dl bayar oleh Fihak Kedua, ———=-r————m—mmr o oo

-----

-------
...................

sama dan akan disebutkan pada akhn: akta ini :

‘l’ _
Bisahkan coretan.- .

ttd. _ :
rangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan

ktaimi oocmomomm

Der_hikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :

1. nona FUSPA: DEWI ANGGRAINI, Sarjana Hukum, Ragister =—-——r---
Kenutarldtan. Warga Hegara Indonesia, Karvawati Pngabat ————
‘Pembuat Akta Tanah, bertempat tinggal di Jakarta. e

2. Mona NUR ENDAH IRAWATI, Sarjana Hukum, Warga Negara -------=
Indonesia, Karyawati Fejabat Fembuat filkta Tanahg bértempat -

'tlnggal di Jakarta.
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sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai
bukti kebenaran pemnyataan yang dikemukakan oleh pihak Pertama dan Pihak
Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap—ibu—jesi oleh Pihak
Pertama,_ Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap
asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1
( satu ) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan

¥abupaten/Kota Jzkarta Selatan. -——-—----——r—mr—rm e e
untuk keperluan pendaftaran peraliban hak akibat jual beli dalam akta ini, ~---—-—----——-

Pihak Pertama Pihak Kedua
ttd.  meterai  ttd. ttd.
L. ¢Dra.LIN MERRY) 2. (LTE ERFURT CHANDRA.P.A) :
a/n.FT JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL, Tbk
Persetujuan ........ccccccuve....
Saksi Saksi
ttd. ttd.
(FUSFA [EWI ANGGRAINI, SH,MKnD (NUR ENDGH IRAWATI, SH)
berikan sebagai S54LINAN oleh Saya,
’« ESTHER MERCIA SULAIMAN, SH., -—- Pejabat Pembuat Akta Tanah
rjabat Fe Akta Tanah untuk ---
cap & ttd.
‘?1’!‘3
thy.ESTHER MERCIA SULAIMAN, SH)
Ny ESTHER MERCIA SULATMAN, SH. -
7
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